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Nama 
Program Studi 
ludul 

ABSTRAK 

Luqman Rahmadi 
Magister Kenotariatan 
Analisis Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas rnelalui 
Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH) 

Adanya dugaan kasus hokum di dalam Deparremen Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia berdampak kepada akses menuju SABH yang di non-aktifkan 
sehingga merugikan semua pihak tak terkecuali Notaris. Tidal< bisa diaksesnya 
SABH juga berdampak kepada para caJon pendiri atau pemegang saham, anggota 
Direksi maupun anggota Dewan Komisaris karena nama mereka semua harus 
dimasukkan ke dalam SABH. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan 
tesis ini adalah earn penyelesaian pengesahan pendirian Perseroan Terbatas sebagai 
badan hukum yang jangka waktunya selama 14 hari telah berakhir dikarenakan 
SABH tidak dapat diakses dan akibat bukum terhadap Para Pendiri atau Pemegang 
Saham, anggota Direksi dan Dewan Komi saris jika Perseroan T erbat3.s tersebut tidak 
dapat diakses dalam SABH. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian 
kapustakaan yang bersifut ekaplanatoris. yakui memberikan gambanm yang lengkap 
dan jelas mengenai pokok-pokok permasaiahan, dapat disimpulkan Notaris barns 
la.ngsung mengajukan permohonan untuk memperoleh status badan hukum kepada 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah akta pendirian ditandatangani oleh 
para pihak namun dikarenakan SABH tidak dapat diakses secara online rnaka 
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan pengecualian kepada 
Notaris mengenai jangka waktu pe'ngesahan Perseroan sebagai badan hukum dan 
alcibat hukum terhadap para pendtri atau pemegang saham, anggota Direksi dan 
anggota Dewan Komisaris yaitu selama Perseroan tersebut belum memperoleh status 
badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang 
diamanatkan oieh UU PT maka para pendiri atau pemegang saham, anggota Direksi 
dan anggota Dewan Kornisaris bertanggung jawab secara renteng atas perbuatan 
hokum yang dilakukan atas nama Perseroan sampai status badan hukum Perseroan 
tersebut diperoleh dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Kata kunci: 
Pend irian Perseroan Terbatas, SABH, Notaris 
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ABSTRAcr 

Luqman Rahmadi 
Magister of Notary 
Analysis on Legalization of Establishment of Limited Liability 
Company through Legal Entity Administration System (LEAS) 

The alleged legal case inside the Ministzy of Law and Human Rights of the Republic 
of Indonesia has impact to access toward a non-active Legal Entity Administration 
System (LEAS) so that all parties without exception the Notary Public. If a Company 
makes. legafiz.atlon as a legal entity but period of 60 days as specified in Law on 
Limited Liability Company (UU PT) has been exceeded then !he said Company's 
Deed of Establishment shall become invalid and its Company is dissolved by law. In 
addition to inae<;essib[e LEAS also has impact to the prospect founders or 
shareholders, members of Board of Directors and members of Board of 
Commissioners because their names must be included into LEAS. Whefeas the 
problem adapted in writing this thesis is method of resolving legalization of 
Establishment of Limited Llability Company as a legal entity whose duration has 
expired because LEAS cannot be accessed and legal consequences against the 
Founders or Shareholders, members of Board of Directors and Board of 
Commissioners if the said Limited Liability Company inaccessible in LEAS, This 
research is carried out based on explanatory bibliographical research, namely to give 
fuH and clear description on subject matter, so that v..J.th data obtained through 
primary, secondary and tertiary lega] materials, can be concluded that Notary Public 
must directly file an application to obtain a legal entity status 10 the Minister of Law 
and Human Rights of the Republic of Indonesia after Deed of EstabHshment was 
signed by the parties but since LEAS cannot be accessed online beyond the mistake 
of Notary Public !hen the Ministiy of Law and Human Rights of the Republic of 
Indonesia gnmts exception to Notary Public concerning period of the Company's 
legaJization as a legal entity and legal consequence against the founders or 
shareholders. members of Board ofDirectors and members of Board Commissioners. 
namely during the said Company hasn't obtained a legal entity status from the 
Minister of Law and Human Rights of the Republic ofiDdonesia as mandated by Law 
on Limited Liability" Company then the founders or shareholders, members of Board 
of Directors and members of Board of Commissioners shall be responsible jointly 
and severally over legal acts carried out on behalf of the Company until legal status 
of the said Company is obtained from the Minister of Law and Human Rights of the 
Republic of Indonesia. 

KeyWords: 
Founders of Limited Liability Company, SABH, Notary Public 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Pennasalahan 

1 

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terus-menerus menuju 

perbaikan di sega!a bidang kehid\lpan masyarakat dengan bersandar pada seperangkat 

nilai~nilai yang dianutnya.. yang menuntun para pengusaha untuk mencapai keadaan 

dan tingkat kebidupan yang didambakan. Pembangunan hendaknya diarnhkan ke 

pengemb.ang:an potensJ, inisiati£, daya kreasi dan kepriba:dian dari setiap warga 

masyarakat Proses pembangunan ini pada hakekatnya merupakan proses 

transfunnasi sosiai. pedu dipelihara «perimbangan segitiga" antara perubahan, 

ketertiban dan keadilan, dengan cara tertentu yang akan memperkuktib kebebasan 

manusia dalam masyarakat. t 

Titik berat pembangunan dilakukan pada bidang ekonomi karena ringkat 

kernakmuran suatu negara diukur dalam bidang perekonomiannya apakah negara 

tersebut dapat dikatagorikan sebagai negara maju atau tidak. J>elak:sanaan 

pembangunan ekonomi disamping bertujuan untuk meningkatkan pendapatan 

nasional, juga ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan kesempatan kerja dan 

pengurangan angka pengangguran. 

Oleh karena. itu seluruh potensi dalam negeri dan kemampuan modal yang 

dimiliki harusJah dimanfaatkan sedemilcian rupa secara maksirnal dengan disertai 

langknh-langknh kebijaksanaan dari pemerintnh agar semuanya dapat beljalan dengan 

fancar baik. 

1 Soedjatmoko. Pembrmgtnwntf<m Xebebasan, Cct I, (Jakarta: LPJES, 1984), h1m.I9 
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Salah satu unsur yang mempunyai penman penting dalam upaya mengarahkan 

kegiatan pembangunan adalah melalui kesempatan usaha yang bementuk badan 

usaha, Di Indonesia ada bebernpa bentuk badan usaha yang dikenal berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk badan usaha tersebut diatur di 

dalarn bebernpa peraturan perundang-undangan yaitu antara lain di dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Dagang {KUHD), Kitah Undang-Undang Hukum Perdata 

{KUHPerdata) dan Undang-Undaug Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas: Beberapa :rnacam bentuk badan usaha yang diatur dala.m peraturan 

perundangan yang berlakn, balk yang tidak berbadan hukum oontohnya adalah 

Persekutu.an Perdata (Maatschaap), Finna dan Persekutuan Komanditer. sedangkan 

yang berbadan hukum seperti Perseroan Terl>atas, Yayasan dan Koperasi 

Perseroan Tematas sebagai bentuk badan usaha yang bemadan hukum banyak 

dipilih dan dilakukan oleh para pelaku usaha, hal ini dikarenakan risiko dan tanggang 

jawab yang dimiliki hanya terbatas pada sejumia.h saham yang dimiltki daJam 

Perseroan tersebut. Waiaupun tidak menutup ke:mungkinan tanggung jawab 

pemegang saham yang terbatas itu dapat dikecualikan. 

Kata "Perseroan" dalam pengertian umum ada1ah perusahaan atau organisasi 

usaha Sedangkan "Perseroan Terbatas" adalah saJah satu bentuk organisasi usaha 

atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang indonesia? 

Pembangunan ekonomi di Indonesia tidak hanya dapat dilakukan oleh negara. 

Karena negara tidak dapat berjaian dan maju tanpa adanya dunia usaha yang 

berkembang secata pesat dan efislen. Untuk menunjang hal te:rsebut, dibutuhkan 

suatu perangkat hukum yang berfungsi sehagai rambu-rambu pengawas. Dunia usaha 

yang berkembang terlalu pesat tanpa memperharikan rambu-rambu pengawas, jelas 

tidak akan meo,guntungkan pada akhimya 3. 

2 i GusiiRni Widjuya,Hu.\um Perosa!uum Perseroan Terbatas (Khus11s Pemahanum Atos 
UndfDtg~U!uitJJJg Nom or 11'dttm J 995}, Cet VI, (Bekl.llli: Kcsaint Blanc, 2006), hlm. L 

) Al:nnad Yani dan Gunawan Widjrulja, Beri Hu!aun Bisnis; Anti MofiQpo/i, (Jakarta: Raja 
Grnfindo Persada, 2000), him. 2. 

Universitas Indonesia 
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D.i Indonesia,. pengaturan rnengenai Perseroan Teibatas tercantum daiam 

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanju!nya 

disebut "UU PJ'"). Dalam Pasal I ayat (I) disebutkan :4 

"Perseroan T erbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adaiah bad an 
hukum yang merupakan persekutuan modal. didirikan berdasarkan peljanjian, 
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam 
saham dan memenuhi persyam!Jin yang ditetapkan dalarn Undang-undang ini 
serta peraturan pelaksanaannya." 

Dari pengertian diatas dapat kita arnbil kesimpulan jika mgm mendirikan 

Perseroan Terbatas di negara Indonesia maka diharuskan memenuhi 4 (empat} unsur 

yang antara Jain: 

1. Mempunyai status Badan Hukum~ · 
2. Didirikan berdasarkan petjanjian; 
3. Melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi 

atas saham; 
4. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalarn Undang-undang 

Suatu Perseroan dapat dikatakan memiliki status badan hukum jikamempunyai 

unsur-unsur, antara lain:' 

I. Adanya hana kekayaan yang terpisah; 
2. Mempunyai tujuan tertentu; 
3. Mempwtyai kepentingan sendiri; 
4. Adanyaorganisa~i yang teratur. 

Dl Indonesia. pengaturan mengenai status badan hukum Perseroan ~ercantum 

dalam pasal 7 ayat (4) VU PT yang menyebutkan bahwa suatu Perseroan Terbatas 

memperoleh status badan hukurn pada saat tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri 

• Indonesia, Undang~Uttdtmg Perscroon 1'erbatas, UU No. 40, LN No, 106 tabun 2007, TLN 
No. 4756, Ps 1. 

$ R. AJiRldho, Radtm Hukum dan Kedudukmr Badtm Hut.um Perseroan, P~rrkumpulan. 
Koperasi, YayaSOJr. Wakaj, Cel n, (Bandung: Alumni, 2004), hlm, 45. 
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Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai pengesahan badan 

hukum. 

Selama status Perseroan Terbatas sebagai badan hukum belum diperoleh. 

Perreroan Teroatas yang bersangkutan tidak berbeda dengan firma, pensekutuan 

komanditer, atau persekutuan perdata6
. Oleh karena itulah dalam UU Pf diatur 

mengenai cara memperoleh status badan hukum Perseroan Terbatas. Hal tersebut 

untuk membedakan Perseroan Tetbatas dengan persekutuan perdata Jainnya 

Sesuai pengertian "Perseroan Terbatas" yang ada dalam UU PT bahwa salah 

satu syarat perseroan terbatas didirikan bemasarkan peijanjian, dalam Pasal 1313 

Kitab Undang~Undang Hukum Perdata7
• disebutkan: Perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih rnengikatkan dirinya terhadap satu 

omng atau Jebih. 

Hal tersebut sesuai dalam pasal 7 ayat (I) UU PT dimana setiep Perseroan hllfiJS 

didirikan lebih dari 2 (dua) orang dan harus berbentuk akta notaris. Olah ka.rena 

berdasarkan perjanjian maka Perseroan harus didirikan lebih dari 2 (dua) orang sesuai 

dengan Pasal 1313 Kitah Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPemata) dan 

perjanjian tersebut harus dibuat oleh akta notaris. 

Modal dasar perseroan terbagi atas saham dan terdiri atas seJuruh nilai nominal 

saham. Saham inilah sebagai bukti dari kepemilikan modal di per:seroan tersebut 

Pemegang saham mempunyai hak-hak yang hanya dimiliki oleh pemegang saham 

yang bersangkutan. 

Sebelwn disahkan sebagai badan hukum oleb instansl yang berwenang dalam 

hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka tiap 

Perseroan hams me!akukan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diamanatkan 

oleh UU PT. Menurut pasal 7 ayat (4) UU PT disebutkan bahwa Perseroan 

mempero!eh status B:adan Hulrum apabila akta pend irian Perseroan T erbatas telah 

6 Raclunndi Usman, Dimensi Hulwm Penmlhacm Perseroan Terbatas. CcL 1. (Bandnng: 
Alumni, 2004), hhn. 154. 

1 Kitab Unda.ng-tJn~ Hnirurn Per data {Burgelijk Weiboek], diterjemllhkan oieh R. Subckti 
Wm. R Tjitrosudihio,cct. 37, (Jakarta: PradnyaPanunita, 2006),Ps. 1313. 
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disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lfldonesia. Untuk 

mernperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum yang tercantum dalam Surat 

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka 

Perseroan hams mengajukan permohonan sebagai badan hukum melalui jasa 

tekhnologi informasi Sistim Administrasi Badan Hukum {SABH), hal ini sesuai 

dalam Pasal 9 ayat (1) UU PT. 

Pengesahan Per.reroan sebagai bsdan hukmn dilakukan dalam jangka waktu 14 

hari setelah keluamya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Hal ini sesuai dengan PasallO ayat (6) UU PT. 

Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dahulu bemama 

Sisminbakum merupakan sebuah sistem kornputerisasi pendirian Badan Hukum yang 

diterapkan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang 

diharapkan akan mempercepat proses pembuatan serta mernperbaik:i sistem 

pendokumentasian. 8 

Sistim Administrasi Bsdan Hukum (SABH) dilakukan dalam rangka 

peremajaan sistem aplikasi yang telah hadir terlebih dahulu yaitu SISMINBAKUM. 

sehingga akan lebih mempennudah peke~aan (simplifikasi) dan diharapkan fungsi 

peJayanan akan Iebih cepat serta,. akurat efisien dan tepat waktu.9 

Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH) ini rnerupakan produk dari 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Man usia Republik Indonesia untuk menggantikan 

sistim manual yang sebelumnya dipergunakan dalam melakukan pengesahan 

Perseroan sebagai badan hukum. Sistim Mm.inistrasi Badan Hukum (SABH) 

mempunyai bebernpa keunggulan dari sistem yang lama, antara lain dalam hal. waktu . 

yang Jebih efisiensi, akurasi. dan kecermatan 

Pengertian Sistim Administrasi Bsdan Hukum (SABH) adalah Jenis pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum 

8 "Sistcm Administrasi Badan Hukwn (SABH)," 
<http:/lsisfr!..m.!>akum..go.i!Jik!Jllldanw'ncws la.php>, 10 Juni 2009. 

9 "Sistem Adnrinistrasi Bnd11n Hukum (SABH)," {a) 
<http:J/sisminbnkum.go .idlberita/data/pruses.nhR ?id--7 >. 10 Juni 2009. 
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Perseroan, pemberian persetujuan petubahan anggaran dasar. penenmaan 

pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perse.roan serta 

pemberian infonnasl Jainnya secant elektronik~ yang diselenggarakan o1eh 

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. m 

Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) UU PT disebutkan pennohonan untuk 

memperoleh Kepu!usan Menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (I) 

UUPT, makaPerseroan harus meng'liukan sll!tus sebagai badan ltukuro palinglarnhat 

dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian 

ditandatangani serta dilengkapi oleh keterangan mengenai dokumen pendukung, Jika 

telah lewat dari jangka waktu tersehut maka akta pendirian menjadi batal dan 

Perseroan tersebut menjadi bubar karena hukum. Hal ini sesuai dengan PasallO ayat 

(!O)UUPT. 

Sebelum Perserosn memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, perbuatan hukum yang 

dilakukan atas nama Perseroan hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi 

serta para pendiri dan Dewan Komisaris Perseroan secara bersama..sama dan mereka 

semua bertanggung jawab renteng atas perbuatan hukum tersebut Hal i.nl tercantum 

dalam Pasal 14 ayat (I) UU PT 

Perbuatan pendirl yang berkaitan dengan kepernilikan saham dan penyetorannya 

untuk kepentingan perseroan yang dilakukan oleh caJon pendiri dengan pihak lain 

dapat diperllitungkan sebagai bagian dari penyertaan caJon pendiri tersebut, tetapi 

tindaka.n tersebut tidak dapat mengika.t perseroan, hal lni berarti jika teijadi akibat 

bukum dari perbuatan tersebut, perneroan ridak dapat dimintekan 

pertanggungjawabannya.11 

10 Indonesit~ (a), Peraruran Menleri Departemen Hukum dan HakAsasl MaJ/usia Republik 
hukmesi'a Tentang 1'afrl Cora Pcngajtum Permolwnan Pengesohan Eadem Hulam1 Perseraan, 
Persetuj"an Pen1hahw; Anggaran Dasar, Penyampait111 PemberiraJman Pemhalwli(III Anggaran 
Dasardm1 Peruboltwl Data Pcrscroan, PcrMen No. Mtlli-02.Ali.Ol.Ol Tahun 2009,lN No. 17, Ps. 
1 anglm2. 

11 Jam.in CHntins, llukum Perseroan Terbafns (UJu/ang.Undang Nomar 40 T¢nm 2007), Cct 
I, (Bandung: PT Citra Aditya Baktt, 2007), him. 33. 
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Persoroan dalam melalrukan pengesahan sebagai badan hukum melalui SABH 

ini ada beberapa tahap yang harus dilalrukan, antara lain: 

l. PengeY.~.k.m1 .. Nama 

Setelah login pada aplikasi SABH maka hal yang pertama kali harus 

dilakukan yaitu cek nama Perseroan yang akan didaftarkan. Sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahurt 1998 Tentang 

Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, yang pada dasamya dibuat wttuk 

mengatur tata cara pengajuan pennohonan persetujuan pemakaian nama 

Perseroan serta pedoman penolakan permohonan persetujuan pemakaian 

na.rna Perseroan~ maka setiap pemak:a.ian nama PeiSeroan hams mendapat 

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia. ApabUa nama Perseroan tidak terdapat di database maka dapat 

dJlakukan proses pemesanan nama namun jika terdapat nama Perseroan 

yang sama dengan nama PeJSeroan lainnya maka harus mengganti nama 

tersebut 

2. Pengajuan Nama 

Setelah pengecek8fl nama sefesai dilakukan dan tidak ada masalah dari 

pengajuan nama ternebut maka tahapan selanjutnya yang harus dilakukan 

adalah melakukan pemesanan nama Perseroan. Pemesanan nama tersebut 

harus dilalrukan sebelum batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak nama 

Perseroan tersebut diterima. Apabila nama Perseroan tersebut disetujui dan 

telah diperiksa oleh Korektor, Kasie dan persetujuan Kasubdit maka Notaris 

dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Nama Perseroan 

akan terhapus dengan sendirinya oleh sistem apabila telah melewati masa 

berlakunya 

3, Pengisian Data (Pm DIA~ldan DIAN D 

Setelah proses pengecekan nama dan pemesanan nama selesai 

dilalrukan maka dilanjutkan dengan melakukan input terhadap data 

perseroan ke dalam pra DIAN yang telah disediakan oleh SABH Setelah 
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diperiksa oleh Korelctor dan tidak ada rnasalah maka dilanjutkan kepada 

pengisisan DIAN I. Pengisian DIAN I ini juga harus diperiksa oleh 

Korektor, Kasie~ Kasubdit dan persetujuan Direktur Perdata. 

4. Pemyataan Tidak K}!beratan atau Penolakan dari Menteri serta Pengiriman 

Dokumen Fisik 

Setelah DIAN I diisi~ maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

RepubUk Indonesia dapat menyatakan berkeberatan atau menoiak 

permohonan yang diajukan tersebut dalam SABH. Bila data~data tersebut 

yang telah dimasukan mendapat koreksi atau sesuatu yang harus diperbaiki 

dapat dilihat dengan detail kesalahannya melalui menu monitoring. Apabila 

data-data yang dimasukan diterima maka pada halaman monitoring telah 

terdapat tanggal dan jam pada status DIAN Tidak Keberatan Menteri dan 

diharuskan menyerahkan dokurnen fisik Perseroan tersebut selambat

lambatnya 30 hari sejak terdapatnya tanggal dan jam Tidak Keheratan 

Menteti Setelah Dokumen Fisik tersebut dikirim maka akan dilakukan 

pemeriksaan oleh Korektor, Kasie dan persetujuan Kasubdit Setelah itu 

semua dilakukan maka tinggal menunggu proses Surat Keputusan Menteri 

5. Menteri atau Peiah4tyang Berwenaog menerbJJ.kan Surat Keputusan 

Ten tang Pengesahan Bad an Hykum Perseroan 

Setelah dokumen fisik diterima dan selesai dlperiksa, maka Notaris 

akan memperoleh pemberitahuan bahwa pemohon tinggal menlltlggu proses 

Surat Keputusan (SK) Menteri mengenai Pengesahan badan hukum 

Perseroan paling lambat 7 hari namun dalam praktelrnya penerhitan Surat 

Keputusan (SK) Menteri tersehut selalu lebih dari 7 hari. Setelah dilakukan 

penamoran pada Surat Keputusan (SK) tersebut dan disahkan oleh DJrjen 

terkait maka Sura! Keputusan (SK) tersebut dieetak dan dikirimkan ke 

Notaris yang bersangkutan. 

Beberapa bulan terakhir ini. tetjadi permasalahan dimana banyak Perseroan 

Terbatas yang tidak dapat melakukan permohonan pengesahan akta pendirian 
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Perseroan Terbatas agar rnemperoleh status badan hukum, dialcibatkan karena akses 

menuju SABH di non-aktifkan. Hal ini sesuai dari Surat Pemberitahuan Tim 

Rekstrukturisasi SABH Direkturat Jenderal Hukum Umurn Departemen Hukum dan 

dan Hak Asasi Manusia rertanggal 2 Februari 2009, yang menyatakan bahwa seluruh 

peralatan daJam rangka Pendirian, Perubahan. Penyesuaian atau Pengesahan 

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas telah disita oleh piftak Kejaksaan Agung. 

Keadaan ini diakibatkan oleh teJjadinya dugaan kasus ftukurn dalarn proses SABH 

yang meruglkan negara dalam jumlah yang besar, Oleh karena itulah, Sistirn 

Administrnsi Badan Hukum (SABll) tidak dapat berjalan sampai waktu yang tidak 

dapat ditentukan, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum di antara seluruh 

pihak terkait proses SABH. Hal ini bukanlah hal yang menguntungkan kurena dengan 

teljadinya hal ini rnenimbulkan banyak perrnasalahan dalarn penerapan hukum 

perusahaan di Indonesia serta hai ini juga menimbulkan banyak pennasalahan bagi 

kinerja Notaris dalam hal berkaitan dengan pengesahan aka pendirian Perseroan 

sebagai harlan hukum. 

1.2. Pokok PermasaJaban 

Dalam pembahasan masalah penelitian kali ini penulis memberikan batasan

batasan rumusan permasaJahan yang akan diteliti yang meliputi : 

L Bagaimana cara penyelesaian pengesahan pendirian Perseroan Terbatas 

sebagai badan hukum yang jangka waktunya selarna 14 (empat belas) hari 

telah bernkhir dikarenakan Sistim Administrasi Badan Hakum (SABH) 

tidak dapatdiakses? 

2. Bagaimanakah akibat hukum terhada.p Para Pendlri at.au Pemegang Saham, 

anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris jika Perseroan Terbatas 

tersebut tidak dapat diakses dala.m Sistim Administra"ii Batlan Hukum 

(SABH) diluar kesalahan para pihak (Force Majeure)? 
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1.3. Metodel'enelilian 

Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian 

yang berfungsi untuk mengembangkan llmu pengetahuanr2. Daiam rangka 

memperoleh infonnasi Wltuk penelitian ini. maka metode penelitian yang digunakan 

adalah metode Nonnati~ yaitu penelitian yang mengacu pada norma-nonna hukum 

yang tertulis, baik yang dituangkan dalam bentuk peraturan rnaupun dalam bentuk 

Jiteratur lainnya 

Tipologis panelitian ini adalah bersifat eksplanatoris yang menggambarl<:an atau 

menjelaskan lebih dalatn tentang suatu gejala untuk mempertegas bipatesa yang ada. 

Jenis data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara dengan beberapa narasumber 

terkait dengan perrnasalahan SABH ini, sedangkan data sekunder dihimpun melalui 

penelitian kepustakaan sehingga didapatkan: 

1. Bah3ll hu.ku.m primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur 

dan berka:itan dengan Ketentuan-ketentuan mengenai Perseroan T erbatas 

yalmi Undang-undang No. 40 Tahun 2007. Ketentuan tentang Jebatan Nataris 

yalmi Undang-Undang No. 30 Tahun 2004, serta ketentuan peraturan 

perundang~undangan yang terkait lainnya 

2. Bahan huk:um sekunder untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer~ yang dapat terdiri dari buku-buku. artikeJ~ laporan penelitian dan tesis 

yang memhaha<; dan terkait dengan pendirian Perseroan Terbatas sebagai 

Badan Hukum melalui SABH 

3. Bahan hukum tersier yang digun.akan untuk menu.njang hahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder, contohnya seperti kamus. buku pegangan serta 

internet yang seluruhnya dapat disebut sebagai bahan referensi. 

~~ Soerjono Sockunto, PenganJar Penelilkm Hulmm, cetlii, (Jakarta: Universitas Jndonet~in~ 
Press, 1986), him. 7, 
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Pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi dokumen yalmi mencari 

dan mengumpu1kan data sekunder yang berltaitan dengan adanya Pengesahan 

Perseroan T erbatas Sebagai Badan Hukum Melalui Sistim Administrasi Bad an 

llukum. Analisis data yang digunakan adalah dengun pendekatan kualitatif sebagai 

basil pengumpulan data sekunder sebingga nantinya dapat ditarik kesimpulan yang 

dikaitkan dengan peraturan, konsep yang mempunyai relevansi wttuk menjawab 

rumusan permasalahan dalam penulisan tesis ini. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Penelltian ini akan disusun dalam tiga bab dengan sistematika penulisan sebagai 

beriknt: 

BAB I mengenai pendahuluan. Bab inJ menguraikan tentang Iatar belakang yang 

rnertiadi a.lasan penufisan tesis ini. pokok permasalahan yang berisi urnian masalah 

apa yang dibahas dalam tesis ini, metode penetitian dan sistematika penulisan. 

BAB TI mengenai pemahaman mengenai Perseroan Terbatas, Peran Notaris 

dalam Akta Pendirian dan mengenai SABH. Bab inj mengura:ikan tentang 

pemahaman pengaturan Perseroan Terbatas mengenai sistem hukum di Indonesia dan 

mengenai SABH sehingga dari pemaharnan tersebut dapat diketahui bagaimana 

kedudukan para pihak dalam akta pendirian Perneroan tersebut, sebingga kemudian 

dapat dipaparkan mengenai pendapat bagaimana seharusnya pengaturan mengenal 

aka pendirian Perseroan dalam SABH 

BAB ill merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari basil 

pembahasan yang merupakan jawaban ata.s pokok permasalahan dalam penelitian 

penulisan tesis ini, termasuk berisi saran dari Penulis. 
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BABll 

PENGESAHAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BAD AN 

HUKUM MELALUI SISTIM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH) 

2.1. Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Terbatas dihubnngkan dengan 

Undang~undang Nont<u·40 Talton 2007 Tentang Perseroan Terbatas 

2.1.1. Pengertian dao Dasar Hukum Perseroan Terbatas 

Perseroan Terbatas (Limited Liability Company, Naamloze Vennootschap) 

adalah bentuk yang paling populer dari seinua bentuk usaha bisnis. Yang dimaksud 

dengan Perseroan Terbatas menurut hukum Indonesia adalah suatu badan hukum 

yang didirikan berdasarkan pe~anjian antara 2 (dua) orang atau lebih, w>tuk 

melakukan kegialan useba dengan modal dasar yang selurulmya terbagi dalam 

saham-saham. Suatu Perseroan Terbatas biasanya dengan mudah dikenali da1am 

praktek, yakni dengan membaca singkatan PT di depan namanya 13 

Menurut Black Law Dictionary, Perseroan atau Corporation's adalah:14 

An entitiy (usu.a bussiness) having authority under law to act a single person 
distinct from shareholders who own and having rights to issue stock and axist 
indefinitely; a group of sucession of persons established in accordance with legal 
mles illto a (ega/ or juristic person that has legal personality distinct from rhe natural 
persons who make itnp, exists indefinitely apart from then, and ha;:; the legal powers 
that its constitution gives it, 

u Mnnir Fuady, Pengantar Hufamt Bisni,!, Menata Blsnis Modem di Era Glo&al, Cet II, 
(Uandllnlf: PT. Cilta Aditya Bakll,. 2005). hlm. 35. 

4 
Bryan A. Gamer, Black'sL«w Dictionary, 8 edition, (StPuul: West., 2004), Wm. 365. 
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Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam suatu Perseroan atau 

Korporasi merupakan suatu badan bukum dan tetpisah dari harta kekayaan para 

pendirinya maupun para pemegang sahaamya. 

Pada awalnya pengatunm mengenai Perseroan Terbatas ini diatur dalam Kitah 

Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), akan tetapi seiring dengan semakin 

berkembangnya bentuk Perseroan Terbatas ini, pemerintah membuat suatu peraturan 

kbusus mengenai Perseruan Terbatas, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 

Tentang Perseroan Terbatas. 

Sampai bulan dengan bulan M:uet 1995, Indonesia masih menggunakan Wvk 

{Wetboek van !Coophandel, Staatsblaad 1847-23} atau Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang (KUHD) dalam pengaturan Perseroan Tematas (PT) seperti yang diatur 

dalam Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal36 sampai dengan Pasal 56 dati 

perubahannya dilakukan dengen Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971; kemudian 

pengaturan Hukum Perusahaan atau Hukum Perseroan di Indonesia dilakukan 

perubahan, yaitu pada tanggal 7 Maret 1995 diundangkan Undang-undang Nomor I 

Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas Lemharan Negara Republik Indonesia 

(LNJU) nomor 13 Tahun 1995 dan Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia 

(LNJU) nomor 3678, setelah kufllDg lebih 12 (dua belas) tahun, pada tanggal 16 

Agustus 2007 diberlakukan Undang-undang Perseroan T ematas yang baru untuk 

menggantikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 yaitu dengan Undang-undang 

Nomor 40 TahW1 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Nomor 106 

tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756. ts 

Alasan untuk mengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dengan 

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, terdapat dalarn konsiderans Undang-undang 

Nomor 40 Tahun 2007 antara la.in:1G 

I$ Habib Adjic, Slatus JJadun Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggung .Jmvab So sial Perseroa:n 
Terbatas, Cel I. (Banclung: CV .Mandar Maju, 2008), hJm. l. 

16 Indonesia, op.dL, konsidcmns. 
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a. Bahwa perelronomian nasiona! yang diselenggarakan berdasar alas 
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, e:fislensi berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan 
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonoml nasional, perlu 
didukung oleh kelembagaan perelronomian yang kokoh da!arn rangka 
mewujudkan kes!ljahteraan masyarakat; 

b. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian 
nasional dan sekaligus rnemberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha 
dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi di era globa!isasi pada masa mendatang, 
perlu didukung oleh suatu Ulldang-Uildang yang mengatur tentang 
perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggatanya ikHm dunia 
usaha yang kondusif; 

c. Bahwa Perseroan 'I'erbatas sebagai salah sato pilar pembangunan 
perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih 
memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama 
berdasar atas asas kekeluargaan; 

d. Bahwa Undang-Undang Nomor I Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas 
dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan 
kebutuhan masyarakat sahingga perlu diganti dengan undang-undang yang 
baru; 

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan tuhagaimana dimaksud dalam huruf a, 
huruf b, humf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang 
Perseroan Terbatas 

Penjelasan UU PT tersebut ditegaskan bahwa:" 

a Dafam perkembangannya ketentuan dal.am undang-undang tersebut (UU 

PT Nomor 1 Tahun 1995) dipandang ridak lagi memenuhi perkembangau 

hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta 

kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sudah berkembang 

begitu pesat, khususnya era globalisasi. 

b. Meningkatnya tUiltutan masyllnlkat akan layaoao yang cepat, kepastian 

hukum. 

c. Tuntutan akan perkembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip 

pengelolaa.n perusahaan yang baik (good corporate govef!1ance). 

J? HabibAdjie,op.cil.,hlm.. 2. 
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Oleh karena itu, diperlukan suatu pemttmm baru yang lebih mengakomodir 

selurub kelemahan·kelemaban dari Undang·undang Nomor I Tabun 1995 Tentang 

Perseroan Terbatas maka oleb pemerintab dibuat suatu undang·undang baru 

mengenai Perseroan Terbatas. 

Dasar hukurn dari Perseroan Terbatas di Indonesia yang saat ini berlaku adalah 

Undang·undang Nomor 40 Tebun 2007 Tentang Persernan. Terbatas. Ketentuan ini 

mengubab peratumn sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor I Tebun 1995 

Tentang Perseroan Terbatas. 

Pengertian Perseroan Terbatas menumt ketentuan Paso! 1 ayat (I) UU JYf: 18 

"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut sebagai Perseroan, 
adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan 
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar 
yang selunthnya terhagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan dalam Undang"''lndang ini serta peratunm pelaksanaannya." 

Pengertian diatas dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa dolam suatu 

Perseroan Terbatas selalu 1erdapat unsur-unsur sebagai herikut: 

I . Mempunyai Status Badi!!!.J:Iukum; 

Seperti telah diuraikan sebelumnya.,. bahwa suatu Perseroan Tetbatas adalah 

merupakan suatu badan hukum, oleh karenanya pada hakekatnya Perseroan 

'ferbatas dapatdikatakan sebagai:19 

L Kumpulan atau asosiasi modal, yang mana adaiah bertujuan untuk 

menggerakkan kegiaran perekonomian dan atau tujuan khusus lainnya 

2. Kumpulan modal ini dapat melakukan perbuatan hukum dalarn 

hubungan-hubungan hukum, dan karenanya dapat digugat atau 

menggugat di depan pengadilan. 

3. Modo! yang dikumpulkan ini selalu diperuntukkan bagi kepentingan 

tertentu sesuai dengan peraturan perundang-wtdangan yang 

111 Indonesia, op.cit. Ps. l angka 1. 
w Gunawan Widjaja, Hak lmiWidu dan Kolektij Para Pemegang Safuun, Cel L (Jakarta: 

Foro.mSa.habst,2008), hlm.J. 
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mengatumya Sebagai suatu kumpulan modal, maka kumpulan modal 

tersebut harus dlpergunakan untuk dan sesuai dengan maksud dan 

tujuan yang sepenuhnya dlatur dalam anggaran dasamya, yang juga 

dibuat menurut peratunm penmdang-undangan yang berlaku. 

4. Kwnpulan modal ini mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk 

mewaklli kepentingan badan hukum ini, yang h.arus sesuai dengan 

maksud dan tujuan kumpulan modal ini, yang berarti adanya 

pemisahan antara kebendaan harta kekayaan yang tercatat atas nama 

kumpulan modal ini dengan pengurusan harta kekayaan tersebut oleh 

pengurus. 

5. Keberadaan modal badan hukum ini tidak dikaitkan dengan 

keanggotaan tertentu, dalam artian setiap orang yang memenuhi !))'atat 

dan persyaratan yang diatur dalam anggaran dasa:rnya dapat menjad1 

anggota badan hukum In! dengsn segala hak dan kev.tajibannya. 

6. Sifat keanggotaannya tidak permanen dan depat dialihkan atau beralih 

kepada siepepun juga, meskipun keberadaan badan hukum ini sendiri 

adalah permanen atau tidak dibatasi jangka waktu berdirinya. 

7. Tanggung jawah badan hukum dibedakan dari tanggung jawah 

pendiri. anggota, maupun pengurus badan hukum tersebut. 

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa dalam suatu Perneroan 

Terbatas, kurnpuJan modal memiliki kekuatan yang penting dalam membangun 

suatu Perseroan Terbatas. Modal jtu sendiri dalam Perseroan Terbatas, terbagi 

atas saharn-saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham. 

2. Pidh:ikan Berdasarkan Pe1janjian~ 

Dasar dari suatu Perseroan Teroatas adalah didirikan berdasarkan peJjanjian, 

maka di dalam Perseroan Terbatas ada pihak-pihak yang memhuat peljanjian 

tersebut Dalarn arti bahwa terdapat lebih dari saru orang atau sekurang

kurangnya dua orang alau dua pihak yang terlibat dalam pendirian suatu 
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Perseroan Tetbatas 20
. Apabila sesoomng ingln melakukan petjanjian maka harus 

lebih dari 1 (dua) karena tidal< mungkin jika suatu pe!janjian dilakukan hanya 

seorang dtri tanpa orang lain. Sumu petjanjian hams rnemenuhi syarat-syarat 

sahnya suatu peijanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kiteb Undang

Undang Hukum Perdata?1 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung malma 

bahwa para pihak yang membuat petjanjian telah sepakat atau ada 

persesuaian kemauan atau sating menyetujui kehendak masing-masing 

yang dilahilkan oleb pam pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan, dan 

pentpuan. 

2. Kecakapan untuk membuat suato perikatan; 

Cakap (bekwaam) merupakan syarat umum untuk dapat 

me!akukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, 

sehat aka! pikiran dan tidal< dilamng oleh suatu perundang-undangan 

untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum tertentu. 

Dalam pasal !330 Kill! Perdata disehut sebagai orang-orang yang 

tidak cakap untuk membuat suatu pelj.anjian; 

1. Orang-orang yang belum dewasa; 

2. Merekayang ditaruh di bawah pengampuan·, 

J. Orang perempuan dalarn hal-hal yang ditetapkan oleh 

Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang

Undang te1ah melarang membuat peijanjian-petjanjian 

tertentu, misal orang yang telah dinyatakan pailit oleh suatu 

badan yang berwenang tidal< dapat melalmkan suatu 

perbuatan hukum dan dalam perkembangannya khususnya 

10 I Gusti Rai Widjaya (a), Hukum Pemsnhoan (Undang-Undang dan Peraturcm Pelaksanaan 
Undang~Undang Di !Jidang U.Wta), (Jaka:rtb: Kcsaint Blanc, 2003), h1m. 134. 

11 
Riduan Syabnmi. Seluk-BeltJk danAsas-llsas Huknm Perdala, Cet. I, (Bandung: Alumni, 

2000}, hint.214. 
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mengenm kedudukan wanita yang telah bersuami yang 

dianggap tidak cakap berbuat hukum telah diubah 

pengaturannya menjadi cakap untuk melak:ukan petbuatan 

hukum, walaupun tidak rnelalui instrumen hukum yang 

tepa!, yaitu melalui Sura! Edaran Mahkamah Agung 

(SEMA) No.3 Tahun !963. 

3. Suatu hal tertentu; 

Sualu hal lertentu dalam peljanjian adalah barang yang menjadi 

suatu objek peljanjian. Menurut Pasal 1333 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, barang yang menjadi objek suatu perjanjian harus 

tertentu, setldak-tidaknya harus ditentukan jenisoya, sedangkan 

jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat 

direntukan atau diperbitungkan. Hak-hak dan kewajiban kedua belah 

pihak jika limbul suatu perselisihan harus dapat ditetapkan dan 

dianggap cukup jeias dan prestasi harus mungkin untuk dapat 

dilaksanakan oleh para pihak yang menyepakati. 

4. Suatu sebah yang halat 

Sebah yang hal a! ini merupakan syarat yang terakhir dalarn suatu 

syarat sahnya suatu peijanjian. Mengenai syarat ini disebutkan da.lam 

Pasal 1335 Kitah Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan 

bahwa suatu peijanjian tanpa sebab atau telah dibuat karena sesuatu 

sebab yang palsu atau terlacang, tidak mempunyai kekuatan hukum 

serta isi perjanjian atau prestasi yang telah disepakati ridak boleh 

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan 

mencakup norma kesopanan, ketertiban umum dan kesusilaan . 

Suatu perjanjian haruslah memenuhi unsur-unsur tersebut diatas jika salah 

satu tidak dipennhi maka ada 2 (dua) akibat hukum dari perjanjian tersebut yaitu 

batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Dua syarat yang pertarna, dinamakan 

syarat-syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang 

Univernitas Indonesia 

Analisis Pengesahan..., Luqman Rahmadi, FH UI, 2009



19 

mengadakan peljanjian, dan jika kedua syarat tersebut tidak dipenuhi alau 

dilanggar oleb salah salu atau kadua beleb pihak maka akibat hukumnya adalah 

pe~anjian tersebut dapat dibalalkan, sadangkan dna l;)'arat yang terakbir 

dinamakan syarat~syamt obyektif karena mengenai. pe~anjiannya sendiri oleh 

obyek dari pemuatan hukum yang dilakukan itu dan apahila zyarat-syarat tersebut 

dilanggar oleh salah salu pihak saja maka peljanjian tersebut diauggap balal demi 

hukum atau sejak awal perjanjian tersebut tidak pemah ada dan kewajiban

kewajiban yang lahir dati peljanjian tersebut dianggap tidak pemah ada. 

Perjanjian atau kontrak dapat didefinisikan sebagai berikut: 22 

"Hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hokum 
yang lain dalam bidang harra kekayaan. Perlu diketahui bahwa subjek hukum 
yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain 
berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah 
disepakatinya." 

Jadi dalam suatu perjanjian harus memenuhi unsur-unsur antara lain: ada 

hubungan antar subjek: hukum,. subjek hukum yang satu berhak atas pelaksanaan 

prestasi (pembayaran) dan pihak atau subjek hukum lainnya beihak Wltuk 

melaksanakan prestasi. 

3. Melakukan Kogiatan Usaha dengan Modal Dqar yang Selurubnya Terbagi 

At!!!; Saham; 

Berdaserkan Pasal I ayat (I) UU PT yang menyebutkan bahwa PT adalah 

badan hukum yang merupakan persekutuan modal, karenanya dalam mengeloia 

suatu perseroan diperlukan adanya modal, yang disebut modal dasar perseroan 

atau authorized capital. Modal perseroan dibedakan antara modal dasar, modal 

dJtempatkan atau modal dikeluarkan, dan modal dlsetor. M()dal ini terbagi atas 

saham-saham yang dimiliki oleh para pemeg1lllg saharn. 

4. Memoouhi Persyarat.an yang Pitetapkan Dalam Undoog-Undang. 

n Sal~ H.S., Perkembangr.m Hukum KontmklmwminaatDi Indonesia, (JIIkarta: Sinar 
Gml.ika, 2003}, him. L 
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Selain ketiga persyarntan diatas, unsur lain dari suatu Perseroan Terbatas yang 

penling adalah bahwa Perseroan Tematas tersebut diharuskan memenubi 

persyaratan-persyaratan tertentu sebagaimana tercan1um dalam Undang-undang 

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroao Terbatas. 

Jika salah satu unsur diatas tidak dipenuhi maka suatu badan atau persekutuan 

tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatuPerseroan. 

Pendirisn suatu Perseroan Telbatas haruslab memenuhi persyaratan tertentu 

agar dapat dialrui sebagai suatu badan hukum yang mandiri. Persyaratan tertentu 

dimaksud meliputi peiSyaratan material dan persya:ratan furmal. Persyaratan material 

meliputi adanya kekayaan yang dipisahkan (terpisah), mempunyai tujuan tertentu dan 

memilild organlsasi yang teratur. Sedangkan pe:rsyatatan furmalnya, Perseroan 

Terbatas harus didirikan dengan suatu akta otentik yang dibuat di hadapan notaris 

yang merupakan akta pendirian23• 

Salah satu persyaratan material yang harus dimiliki suatu Perseroan Terbatas 

agar dapat dikalakan sebagai suatu badan hukum yaitu kukayaan turpiseb. Dalam hal 

ini kekayaan terpisah tersebut rnemba\\.'a akibat, antara lain:24 

L Kreditur pribadi dad para persero dan atau para pengurusnya tidak 

mempunyai hak untuk menwltutharta kekayaan bad an hukum itu; 

2. Para persero dan juga para pengurusnya secara pribadi tidak dapat 

menagih piutang badan hukum dari pihak ketiga; 

3. Kompensasi antara hutang pribadi dan hutang badan hukum tidak 

diperkenankan; 

4, Hubungan hukum~ baik perikatan maupun proses-proses antara pam 

persero dan atau para pengurusnya dengan badan hukum dapat saja 

te~adi seperti halnya antarn badan hukum dengan pihak ketiga; dan 

:o Rachmadi Usman, op.cit., hlm. 54~55. 
24 Agus Budlarto, Serf Hu!arm PenMahator: Kedudukan Hukum dan 'J'cmggung Jawab Pe:ndiri 

Persero(Dt TerbCJt(lS, (Jakarla: Ghtdia Indonesia. 2002), hlm. 30. 
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5. Pad a kepailitan, hanya pam kreditur bad an hulrum itu saja yang dapat 

menuntut harta kekayaan yang te:rpisah itu. 

Persyaratan material lainnya yaitu tujuan tertentu dapat ditemukan dalam 

anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas. Dal8!11 anggaran dasar tersebut harus 

dicantumkan mengenai maksud dan tujuan suatu Perseroan Terbatas. Adanya 

organisasi yang teratur dari suatu Perseroan Terbatas ditandai dengan. mempunyai 

anggaran dasar yang terdapat dalam akta pendirian Perseroan tersebut. 

Selain itu. pada dasamya suatu Perseroan Terbatas juga mempunyaj ciri-dri 

atau peJSYaratan-persyamtan sekuran.g-kurangnya sebagai berikut25 

I, Memilikl status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum, yaitu 

sebagai suatu b.adan hukum (art!ficial), yang sengaja diciptakan oleh 

hukum wttuk membentuk kegiatan perekonomlan. yang dipersamakan 

dengan individu manusia, orang-perorangan; 

2. Memihki harta kekayaan tersendiri yang dicatatkan atas namanya sendici, 

dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan termasuk 

peijanjian yang dibuat. Itu berarti Perseroan dapat mengikatkan dirinya 

dalam satu atau Jebih perikatan, yang berarti menjadik8n Perseroan 

sebagai subjek hukum mandiri (persona standi in judicio) yang memiiiki 

kspasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat di hadapan 

pengadilan; 

3. Tidak lagi membebankan tanggung jawabnya kepada pendiri, atau 

pemegang sahamnya., melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya 

senrliri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri; 

4. Kepemilikannya tidak digantungkan pada perorangan tertentu, yang 

merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Setiap saat saham Perseroan 

dapat dialihkan kepada siapapun juga menurut ketentuan yang dlatur 

:zs Gunawan Widjaja {a), Ris;lro Httkum PemilH,;, Direksi dun Komisaris Pcrseroan Terba/as 
(Seri Pemahanum Perseroan Terbatas), Cel i, (JakariB: Niaga Swadaya, 2008), hlm" 11. 
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dalam Anggaran Dasar dan undang-undang yang berlaku pada suatu 

1N11ktu tertentu; 

5. Keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan ridak lagi 

dihubungkan dengan eksisrensi dari pemegang saharnnya; 

6. Pertanggungjawaban yang murlak terbatas, selama dan sepanjang para 

pengurus (Dtreksi). Dewan Komfsaris, dan atau Pemegang Saham tidak 

melakukan pelanggaran terbadep hal-hal yang tidak boleb dilakukan. 

Jika merujuk pada UU PT, ada beberapa persyaratan yang harus dipenubi dan 

dilkuti dalam proses pendirian suatu Perseroan Terbatas, antara lain:u; 

l. Sebagai bentuk perjanjian, Perseroan Terbatas harus didirikan oleb sekurang

kurangnya 2 (dua) orang; ketentuan lni diperberat dengan adanya kewajiban 

untuk retap mempel1l!hankan jumleb pemegang saham sekurang-kurangnya 2 

(dua) orang. 

Hal ini diatur da1am pasa1 7 ay.at {I) UUPT. yang dimaksud dengan "'orang"' 

dalarn ketentuan ini adalah orang perserorangan, baik warga negara Indonesia 

maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan ini 

menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan 1nJ PT bahwa pada dasamya 

sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan peljanjJan. 

karena itu mernpunyai lebih dari satu pemegang saham. 

2. Dibuat dengan akta notaris, yang berarti bahwa perjanjian pendirian Persero.an 

Terhatas tersebuttidak dapat dibuat di bawah tangan, tetapi hams dibuat oleh 

pejabat umum yang ditunjuk untuk mernbuat akta pendirian tersebut, yaitu 

Notaris (pasal 7 ayat (l) UU PT). 

3. Dalam bahasa Indonesia. bukan dalam bahasa Iainnya UU PT pun mengatur 

hal ini dalam pasal 7 ayat (l ). Jika inging dibuatkan bahasa lainnya (selain 

bahasa Indonesia) adalah sah saja, tetapi bukan menjadi dasar untuk dapat 

diajukan dalam rangka pengesahan akta pendirian tersebut. 

26 
Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja (a), Seri Hu!atm Bisnfs Perseroan Terbatas, (Jakarta: 

Raja Gmfindo Persada:, 1999), hlm.20. 
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4, Mencantumkan perkataan Perseroan Terbatas {atau PI Tbk untuk Perseroan 

Terbatas terbuka), dalam hal ini jika Perseroan tersehut telah melakukan 

_penawaran umum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

5. Disahkan oleh Menteri rnelalui Surnt Keputusannya. Pasal 7 ayat (4) UUPT 

menyatakan bahwa "Perseroan memperoleh status badan huknm pada tanggal 

diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum 

perseroan". Ketentuan ini menegaskan bahwa perbuatan hukum perseroan 

sebagai badan huknm mula! berlaku sejak tanggal diterbitkanya keputusan 

Menteri mengenai pengesahan badan hukurn perseroan. Pengesahan ini 

dilakukan me1alui jasa teknologi informasi Sistim Adrninistrnsi Badan Hukum 

(SABH) secara elektronik oleh Menteri. 

6. Didaftarkan berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tehun 1982 teUtang Wajib 

Daftar Perusahaan, 'termasuk semua perubahannya Hai ini diatur dalam pasal 

29 UU PT. Adapun tujuan dati pendaftaran perusahaan ini adalah untuk 

mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu 

perusahaan dan merupakan sumber infonnasi resmi Wltuk semua pihak yang 

berkepentingan mengenai identitas perusahaan yang tercantum di dalam daftar 

perusahaan yang t:ereantum dl dalam daftar perusahaan dalam rangka 

menjamin kepastian berusaha" 

7. Diumumkan dalam Berita. Negara Republik Indonesia, tennasuk semua 

perubahannya HaJ ini diatur dalam Pasal 30 UU PT. Pengumuman Perseroan 

dalam Tambahan Berita Negara RepubHk Indonesia difakukan oleh Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Man usia Repuhlik Indonesia, 

8. Untuk Perseroan Terbatas tertutup ditentukan besarnya modal dasar sekurang

kurangnya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan pada 

saat pendirian minimum 25% (dua puluh lima persen) dari nJiai nominal 

modal dasar harus sudah ditempatkan dan disetor penuh. Hal ini diatur dalam 

pasal32 ayat (I) dan 33 ayat (1) UUPT. 
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2.1.2. Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan Terbatas 

Penggunaan Nama Perseroan ini masih memakai Peraturan Pemerintah Nomor 

26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. Dikarenakan peraturan 

yang baru belum dikeluarkan oleh pemerintah maka penggunaan Nama Perseroan ini 

masih memakai Peraturan Pemerintah ini. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

!59 VUPT, yang berbunyi sebagai berikut: 

"Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor I Tahun 1995 
tentang Perseroan Terbatas dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang .... 
lfll. 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama 

Perseroan Terbatas, mengatur antara lain bahwa Nama Perseroan merupakan nama 

diri Perseroan yang perolehannya harus diajukan kepada Menteri dengan suatu 

pennohonan guna mendapat persetujuan. Permohonan ini dapat diajukan bersamaan 

atau Iebih dahulu secara terpisah dari perrnohonan pengesahan akta pendirian atau 

permohonan akta persetujuan akta perubahan anggaran dasar. Persehljuan pemakaian 

nama Perseroan yang diajukan lebih dahulu secar:a terpisah dari permohonan 

pengesahan akta pendirian atau permohonan persetujuan akta perubahan anggaran 

dasar diberikan dalamjangka waktu 15 (lima betas) hari.27 

Penggunaan NamaPerseroan tidak boleh memakai nama yang: 28 

(1) a. Telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama 
pada pokoknyadengan namaPerseroan lain; 

b. Bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau 
kesusilaan; 

c. Sarna atau mirip dengan nama lembaga negara, 
lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, 
kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan; 

d. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan 
usaha, atau menunjukkan maksud dan hljuan Perseroan 
saja tanpa nama diri; 

71 
Jo.min Ointing, op.cit., him. 40. 

28 Indonesia, op.cit., Ps. 16. 
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e. Terdiri alas angka atau rangkaian angka, huruf atau 
!llllgkaian huruf yang tidak membentuk kata; a tau 

f. Mempunyai arti sebagai Perseroan, badao hukum, atau 
persekutuan perdata 

(2) Nama Perseroen harus didahu!ui dengan frase "Perseroan 
Terbatas" atau disingkat «PT". 

(3) Dahnn hal Perseroan Terbuka se!ain ber!aku ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada akhir nama 
Perseroan ditambah kata singkatan "Tbk". 

(4) Ketentuan lehih Janjut mengenai tata cara pemakaian nama 
Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Dalam setiap penggunaan Nama Perseroan diwaji.bkan untuk rnemakai Nama 

Perseroan sesuai dengan tata bahasaindonesiayang baik dan benar, 

Mengenai tempat kedudukan~ Perseroan mempunyai tempat kedudukan yang 

berada di seluruh wilayah Republik Indonesia Dalarrl anggaran dasar 'Perseroan 

tersebut biasanya juga dicantumkan dalam pasal tertentu mengenai kedudukan dari 

Perseroan tersebut Hal ini se!aras deagan ketentuan Pasal 5 UU Pf, yang berlmnyi:?!J 

(1} Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara 
Republik Indonesia yang ditentukan daJam anggaran dasar. 

(2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuru dengan tempat 
kadudukannya. 

(3) Dalam surat-menyurat, pengumuman yang ditetbitkan oleh Perseroan, 
barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus 
menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan. 

Pasal 17 UU PT juga mengatur bahwa dalam setiap Perseroan Terbatas 

mempunyai tempat kedudukan dalam daerah 'Wilayah kotamadya atau kabupaten di 

dalam seluruh wilayah Republik Indonesia. 

29 {bid., Ps" 5. 
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2.1.3. Jangka Waktu Benlirinya Perseroan Terbatas 

Sesuai dengan Pasal 6 UU PT, jangka wa!ctu PeiSeroan Teri>atas ditentukan 

dalam anggarnn dasar, baik jangka walctunya teri>atas maupun jmgka waktu 

Perseroan tersebut tidak: terbatas. 

Apabila Pen;eroan didirikan untuk jangka waktu terbatas, jangka waldu rersebut 

harus disebutkan secara tegas dan jelas dalam anggaran dasar. oontoh: untuk waktu 2 

tabun, 5 tahun, 10 tabun dan seterusnya Begitu juga, apabila Perseroan didirikan 

untuk jangka waktu tidak terbatas, harus disebutkan dengan tegas dan jelas dalam 

anggaran dasar. 

2.1.4. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan Terbatas 

Pasal 2· UU PT mengatur bah wa setiap Perseroan harus mernpunyai maksud dan 

tujuan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan yang tidak bertentangan 

dengan norma-norma yang antara lain norma kete:rriban, norma kesusiiaan. serta tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

Kegiatan usaha dari Perseroan rnerupakan kegiatan yang dijalankan oleh 

Perseroan dalam mencapai maksud dan hljuannya serta harus dicantum~an dalam 

anggaran dasar Perseroan tersebut 

Maksud dan tujuan Perseroan yang dicantumkan dalam unggaran dasar 

memiliki 2 (dua) aspek. Pertama, maksud dan tujuan Perseroan ini merupakan 

sumber kewenangan bertindak bagi Perseroan. Kedua, menjadi pembatasan ruang 

lingkup kewenangan bertindak Perseroan yang bersangkutan selain dibatasi oleh 

peraturan perundang~undangan dan anggaran dasar.30 

2#1.5. Modal dan Saham Perseroan Tel'ba.tas 

Berdasarkan Pasal l ayat (I) UU PT yang menyebutkan bahwa Perseroan 

T erbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, karenanya dalam 

:» Jamin Girlfing, op.ciL, him. 17. 
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mengelola suatu perseroan diperlukan adanya modal, yang disebut modal dasar 

perseroao atau authorized capital. PermodaJan dari suatu Perseroan Terbatas dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut:31 

1. Modal Dasar 

Modal dasar sering diistilahkan dengan authorized capital atau equity. 

MDdal dasar ini merupakan seluruh modal dari perusahaan seperti tertulis 

deri anggaran dalam dasamya, baik yang sudah ditempatkan maupun 

tidal<, baik yang sudah disetor maupun belum. Mudal dasar inilah yang 

sering dipakai sebagai kriteria agar suatu Perseroan Terbatas dapat 

digolongkan ke dalam kategori tertentu. Dalam Pasal 32 UU PT 

ditentukan minimal modal dasar perseroan besamya Rp 50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah). Penetapan besamya modal dasar perseroan 

terSebut tentunya disesuaikan dengan keadaan perekonomian dan nilai 

uang Rupiah. 

2. MDdal yang Ditempatkan 

1-fodal yang ditempatkan ini sering disebut juga dengan issued capital. 

Ini merupakan modal yang telah dialokasikan kepada pemegang saham 

tertentu. Jadi sudah dikeluarkan dati portepeJ. 

Modal yang ditempatkan adalah saham yang telah diambil dan 

sebenamya telah teljual kepada para pendiri maupun pemegang saham 

perseroan. Jadi, para pendiri demikian juga para pemegang saharn 

perSeroan telah menyanggupi untuk mengambil bagian sebesar atau 

sejurnlah tertentu dari saham perseroan~ dan o1eh karena itu dia 

mempunyai kewajiban untuk membayar atau meiakukan penyetoran 

kepada perseroan. 

Pada Pasal 33 ayat (I) UU PT mensyaratkan bahwa modal yang 

dltempatkan paling sedlkit 25% dari modal dasar. 

11 Munir FUBdy (a), Hukum Pemsohtmn Dalam Paradigm a Hukum Bisnis (Berdasarhm 
UtulangMUndang Nomor 40 Talmn 2007), Cel. Jli, (Bandung: PT Citra Atlitya Bakti, 2008), him. 24. 
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3, Modal Setor 

Modal setor disebut juga paid up capital. Ini merupakan modal yang 

ditempatkan, tetapi lelah disetor penuh oleh pemegang sahamnya Pasal 

33 ayal (l) UU PT mensyaratkan bahwa seluruh modal ditempatkan sudah 

harus disetor pada saat pendirian Perseroan Terhatas 

4. Modal/Saham dalam Portepel 

Jni dimaksudkan sebagai modal perseroan yang be[um ditempatkan. 

Jadi, jumlah modal dasar dikurangi dengan modal yang ditempatkan. 

Modal dalam portepel ini disebut juga unisslled capital. potential capital, 

atau port folio. 

5. Modal Ditempatkan Tidak Disetor 

Merupak:an selisih antara modal diternpatkan dan modal setor. Dlsebut 

juga issued and <mpaid up capital. 

6. Modal Non-equity 

Modal non-equity merupakan modal perusahaan yang didapat dari 

pinjaman perusahaan terSebut Iadi, tidak dibayar oleh pemegang saham, 

tetapi dibayar dari pinjaman perusahaan yang nantinya akan dibayar 

kemba1i oleh perusahaan tersebut kepada pemberi pinjamatL 

7, Total Investasi 

Yang dimaksud total investasi adalah keseluruhan investasi yang 

dilakukan oleh pemegang saham dan oleh perusabaan tersebut terhadap 

jalannya bisnis perusahaan yang bersangkutan. Jadi, total investasi 

merupakm penjumlahan antara modal saham dan modal non-eq~lity. 

Modal saham disini dimaksudkan tidak lain dari equity dari perusahaan 

yakni keseluruhan modal dasamya (diternpatkan atau tidak) 

Saham merupakan modal Perseroan yang memiliki nilai nominal, setiap 

pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimillkinya. 
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Pengaturan bentuk bukti pemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai 

dengan kebutuhan.32 

Pasal 60 ayat (!) dan penjelasannya dari UU PT disebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan saham adalah suatu benda bergerak dan memberikan segala hak 

kepemilikan kepada pemegangnya. Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak 

memberikan hak kebendwm kepada pemegangnya, hak mana dapat dipertahankan 

terhadap setiap orang" 

Pada umunmya penyetoran atas saham ada!ah dalam bentuk uang. Namun 

demikian 1idak tertutup kemungkimm penyetoran atas saham dalarn bentuk lain 

sehingga mengakibatkan penyelornn alas saham dapat dilakukan dalam bentuk ul!llg 

dan atau dalarn bentuk lalnnya. Dafam bentuk lain itu bisa berupa benda berwujud 

atau benda tidak berwujud yang dapat djnilai dengan uang, dan penilalan harga 

ditetapkan oleh ahli atau tim penilai yang tidak terikat pada Perseroan. 

Saham yang dirnaksud pada uraian di atas ada1ah bagian pemegang saham di 

dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angke dan bilangan yang tertulis pada 

surat saham yang dikeluarkan oJeh perseroan atau yang disebut nominal saham. 

Dalam ketenluan UU PT melarang apahila aria saham yang dikeluorkan Perseroan 

tanpa nominaJnya. Seriap saham juga memberikan hak yang tidak dapat dJbagi 

kepada pemiliknya. 

Menurut Black 1t:cw Dictionary, Saham yang didefinlsikan sehagai Stack. adalah 

sebagai beriknt 

St.ock is proportional part of a rorporation,s: capital represented by the number of 

equal units (or ahares) owned., and granting the holder the right to participate in the 

company's general management and to share in its net profitsor eam!ngs.34 

31 larnin Ginting, op.cif., him. 71. 
:u Munir Fuady (a), cp.cit., him. 37. 
J.l Bryllll A. Gruner. op.cit., him. 1456. 
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Dapat diartikan bahwa saham merupakaa bagian dari Perseroan yang diwakili 

oleh jumlah nomimal saham dan dapat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam 

RUPS dan mempunyai deviden. 

Pemegang saham adalah sesoorang yang memitiki dan mempunyai hak 

kebendaan temadap suatu saham. Sehagai subyek hukum pemegang saham 

mempunyai hak dan kewajiban yang timbul atas saham tersebut. Selalcu pemegang 

hak, pemegang saham berllak mempertahankan haknya temadap setiap ofllllg. Kepada 

pemegang saham dibarikan bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya 

Bukti pemHikan saham atas tunjuk beropa surat saharn. sedangkan bukti pemilikan 

saham atm nama,. diserahkan kepada para pemegang saham dan ditetapkan dalarn 

Anggaran Dasar sesuai dengan kebutuhan. Hak dan kewajiban pemegang saham balk 

temadap perseroan maupun terlladap pemegang saha:m lainnya berada dalam 

hubungan perikatan, sebagaimana diatur dalm Undang-Undang dan Anggaran Dasar 

Perseroao. 

Suatu Perseroan Terbatas, pemegang saham merniliki h.ak untuk menentukan 

kebijakan-kebijakan ataupun tindakan-tindakan sehubungan dengan kegiatan yang 

akan dilakukan oleh Perseroan Terbatas tersebut. Sebelum berlakunya Undang

Undang Nomor I Tahun 1995 tentang Perseroan Teroall!S atau UU Pr yang lama, 

dapat dikatakan bahwa pemegang saham secara mutlak bert.anggung jawab secara 

Jerbatas alas segala tindakan yang dilakukannya sehubungan dengan Pr yang 

dimilikinya tersebut. Begitu juga dalam UU PT yang saat ini betlaku, tanggungjawab 

para pemegang saharn banya sebatas pada saham yang dimilikinya. Hal ini tercantum 

dalam Pasal J ayat (1) UU Pr yang menyatakan bahwa "Pemegang saham perseroan 

ridak bertanggung jawab secara pribadi ata.s perikatan yang dibuat atas nama 

perseroan dan tidak bertanggung jawab atas keruglan perseroan melebihi saham yang 

dimilildnya". 35 

11 [ndonesin, ;;p.cit., Ps. 3 ayat {1). 
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Dapat dia:rtikan bahwa saham merupakan bagian dori Perseman yang diwakiti 

oleb jumlah nornimal sahom dan dapat mempunyai hak unluk berpa:rtisipasi dalam 

RUPS dan mempunyai devidan. 

Pemegang saham adalah seseorang yang merniliki dan mempunyai hak 

kebendaan terhadap suatu saham. Sebagai subyek hukum pemegang saham 

mempunyai hak dan kew,.iiban yang limbul atas saham tersebut Selaku pemegang 

hak, pemegang saham berhak mempertahankan hakuya terhadap setiap orang. Kapada 

pemegang saham diberikan buk~ pernilikan saham untuk saham yang dirnilikinya 

Bukti pemilikan saham atas tunjuk berupa surat saham, sedangkan bukti pemilikan 

saham atas nama, diserahkan kepada para pemegang saham dan ditetapkan dalam 

Anggaran Dasar sesuai dengan kebutuhan, Hak dan kewajiban pemegang saham baik 

terliadap perseroan maupun terlladap pemegang saham Jainnya berada dalam 

hubungan perikatan, sebagaimana diatur dalm Undang-Undang dan Anggaran Dasar 

Perseroan. 

Suatu Perseroan Terbatas, pemegang saharn memiliki hak untuk menentukan 

kebijakan-kebijakan ataupun tindakmHindakan sehubungan dengan kegiatan yang 

akan dilakukan oleh Perseroan Terbatas tersebut. Sebelum berlakunya Undang· 

Undang Nomor J Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas alan UU PT yang lama, 

dapat dikatakan bahwa pemegang saham secara mutlak bertanggung jawab secara 

terbatas atas sega1a tindakan yang dilakukannya sehubungan dengan PI' yang 

dirnilikinya tersebut. Begitu juga dalam UU PT yang saat ini berlaku, tanggung jawab 

para pemegang saham hanya sebatas pada saham yang dimilikinya. Hal ini tercantum 

dalam Pasal 3 eyat (I) UU PT yang menyatakan bahwa "Pemegang saham perscroan 

tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama 

perseroan dan tidak bertanggungjawab alas kerugian perseroan melahilii saham yang 

dirnilikinva ... 35 - . 

3~ Indonnsi~t,op.cii.,Ps. 3 ayat{l), 
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Tanggung jawab para pemegang saharn hanya sebat>\S pada harta kekayaan 

mihk pribadinya yang telah dimasukkan pada Perseroan Terbatas 36
• Dengan kata 

lain, para pcmegang saham tidak berl<eW<ijiban untuk melunasi hutang-hutang 

Perseroan Terbatas jika basil penjualan harta kekayaan Perneroan Terbatas masih 

belum mencukupi. Demikian pula pihak ketiga tidak dapat menuntut para pemegang 

saham untuk memenuhi kewajiban Petseroan Terbatas seandainya harts: kekayaan 

Perseroan Terbatas tidak meneakupi. 

Jelas bahwa pemegang saham. suatu Perseroan Terhatas mempunyai tanggung 

jawah yang terbatas atas segala kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas. 

Pemegang saharn hanya bertanggung jawab sebatas nilai saham yang dimiltkinya 

Harta pemegang sahant tidak dapat dijadikan objek jarninan atau turut disita untuk 

untuk menutupi pelunasan utang atau kerugian yang timbu1 dari kegiatan usaha 

perseroan. 

Pada uraian sebelumnya telah dijeJaskan bahwa pemegang saham memiliki 

tanggung jawab yang terbatas. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas 

nilai saham yang dimilikinya, tidak sampai kepada harta pribadinya terhadap segala 

kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan perseroan. Namun melalui Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseman Terbatas teijadi perubahan yang cukup 

mendasar, yaitu dalam beberapa keadaan atau kondisi, pemegang saham dapat 

di!un!ut untuk bertanggung jawah secara pribadi. Dalam UU PT dia!ur kemungkinan 

pemegang saham harus bertanggungjawab sampai dengan harta pribadinya Ada hal

hal terten!u dari lindakan pemegang saham yang dapat dimintakan pertanggung 

jawaban secara pribadi. Pengecuaiian berlakunya doktrin keterbatasan tanggung 

jawab tersebu~ daiarn hukum Perseroan prinsip inl d.inamakan dengan dolctrin 

piercing the corporate veil atau lifting the corporate veifP_ 

36 Rachmadi Usman, op.ciL, Wm. 148. 
31 Munir Fuady (J>),PengontarlluAum Bisnis. Cet. L (Bandung ·PT. Adityn Bakti, 2002), 

hlnL38. 
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Prinsip atau doktrin ini dapat dlberlakukan jika temyata pemegang sabam 

menyalahgunakan bentuk Perseroan Terbatas tersebut maka menjadilah ia hams ikut 

bertanggungjawab secara pribadi. Artinya jika kekayaan Perseroan To!batas tidak 

mencukupi, maka dapat diminta untuk dicukupi dengan harta kekayaan pribadi 

pemegang saham, atau bahkan jika perlu langsung dapat dimintakan 

pertanggungjawabannyadari harta kekayaan pribadi pemegang saham". 

Dalam UU PI, pengaturan mengenai doktrin piercing the corporate veil atau 

lifting the corporate veil ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (2), dimana dinyatakan 

pemegang saham bertanggung jawab secara lidak te!batas dalam hal:" 

I. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak 

terpenuhi; 

2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tirlak 

Jaugsung dengan. itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk 

kepentingan pribadi; 

3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat daiam pelbuatan 

mel a wan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau 

4. Pemegang saham yang befSllngkutan baik langsung maupun tidak 

Iangsung secam melawan hukum menggunakan kekayaan PerSeroan, 

yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk 

melunasi utang Perseroan. 

Keempat hal yang rnenyebabkan teijadinya piercing the corporate veil at.au 

lifting the corporate veil je1as rnenunjukan bahwa;40 

l. Dalam ha1 pertama jelas pemegang saham tidak secara senus 

menghendaki status pertanggung jawaban terbatas yang hanya 

diperoleh segera setelah Perseroan Terhatas didirikan tersebut 

mendapat pengesahan dari Menten dan Hukum dan Hak Asasi 

:m RudhiPraselya, KedudukmMandiri Pf!T!Jemtm 1'erbatas,(Bandung: PT. Citra Aditya 
llnkti, 1996), hlm. 226. 

:» lnrlonesla, op.cil, Ps. 3 ayat (2). 
40 

Gunawan Widjedja {a), vp.cif., hlm, 38. 

Universitas Indonesia 

Analisis Pengesahan..., Luqman Rahmadi, FH UI, 2009



33 

Manusia Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) 

UU PT. menyatakan bahwa Perseroan harus memperoJeb pengesahan 

dari Menteri dan Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Jndonesia 

2. Hal kedua, terkait dengan teori keagenan, dimana pemegang saham 

dengan itikad buruk telah rnemanfaatkan Perseroan untuk kepentingan 

dirinya sendiri. Dalam konteks demikian maka Perseroan hanya 

dijadikan sarana untuk melaksanakan tujuan dari pemegang saham 

Perseroan. 

3. Hal ketiga, memmjukan bahwa pada rindakan pemegang saham yang 

bertentangan dengan hukum ifroud). Dalam hal ini perlu diperhatikan 

adagium bahwa siapa yang telah menerbitkan kerugian kepada orang 

lain, bertanggungjawab.atas kerugian yang diterbltkannya tersebut. 

4. Hal ~eernpat. berkaitan dengan penggunaan harta kekayaan secara 

tidak sah yang menyebabkan harta Perseroan menjadi berkurang 

sehingga Perseroan tidak dapat melunasi kewajibannya kepada 

kreditor Perseroan. 

Selain apa yang diuraikan diatas, dalam UU PT juga mehndungi pemegang 

saham minoritas apabila terdapat kerugian bagi dirinya. hal ini tercantum daJam Pasal 

6! UUPT,yangberbunyi: 

(I) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap 
Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan 
Pen;eroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai 
akibat keputusan RUPS, Direksi .. dan/atau Dewan Komisaris. 

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diajukan ke pengadilan 
negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. 

Berdasarkan uraian Pasa1 dia.tas, dapat kita ketahui bahwa UU PT sangat 

meiindungJ pernegang saharn minoritas dari keadaan atau kondisi apabila rnereka 

dirugikan atas suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan Perseroan Te:rbatas 

tersebut 
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Berda<arkan uraian di atas terlihat jelas bahwa UU Pf tidak hsnya meogatur 

bentuk tanggung jawab terbatas pemegang saham. Akan tetapi, juga mengatur 

1indakan-tindakan dari pemegang saham yang mengharuakan pemegang saham 

bertanggung jawab penuh secant pribadi atas kerugian yang ditimbulkan oleh 

perseroan ternatas terhadap pihak ketiga. Hal ini untuk memherikan perlindungan 

kepada masyarakat secara umum agar terhilldar dari kerugian atas tindakan-tindakan 

pernegang saham suatu perseroan terbatas. 

Doktrin piercing the carporate veil lni bertujuan untuk mengbindari hal-hal 

yang merugikan para pihak yang dirugikan terutama bagi pihak luar Perseroan dari 

tindakan sewenang-wenang atau tidak layak yang dilakukan atas nama Perseroan~ 

baik yang terbit dari suatu transaksi dengan pihak ketiga ataupun yang timbul dari 

perbuatan rnenyesatkan atau perbuatan rnelawan hukum. Tindakan yang terbit dari 

suatu hubungan kontraktual misalnya jika terdapatnya hal-hal yang luar bia<Ja dalam 

Perseroan, seperti Perseroan tidak pemah membuat untung, atau percampuradukkan 

antara bisnis dan finansial perseroan dengan pemegang saharn. Prinslp piercing the 

corporate veil ini juga diterapkan tethadap yang non-kontraktual, seperti jika tetjadi 

pe.rbuatan meJawan hukum.,jika gagal mengikuti furmalitas dari suatu Perseroan, atau 

jika terjadi pemisahan antara dua Petseroan secarn arti:fisiai41 _ 

Dengan demikian tanggung jawab para pentegang saham terdapat kemungkinan 

untuk dimintakan tanggung Jawllb penah secara pribadi apahila hal-hal sebagaimana 

disehutkan dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT teljadi. 

2.1.6. Status Badan Hukum Perseroan Terbatas 

Dari uraian dan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa salah satu karakteristik 

mendasar dari suatu Perseroan Terbatas sebagai corporation adalah sifat badan 

hukum dan pertanggungjawaban terbatas dari Perseroan Terbatas. Dalam bahasa 

Belanda istilah badan hukum dikenal dengan sebutan "'rechtspersan" dan daJarn 

41 Rachmadi Usman, op.cil., hlm. 154. 

Universitas Indonesia 

Analisis Pengesahan..., Luqman Rahmadi, FH UI, 2009



35 

kepustakaan tradisi hukum common law seringkali disebut dengan istilah-istilah legal 

entity,juristic person, atau artificial person, 

Menurut Menurut Black Law Dictionary, Badan Hukum atau Legal Entity 

adalah sebagai berikut:42 

A body, other than a natural persons, that can function legally~ sue or be sued, 

and make decisions through agents, 

Menurut Subekti, badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang 

dapat merniliki hak -hak dan melakukan perbuatan seperti seorang man usia.. serta 

memiHki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat hakim43 

Sedangkan menurut Rochmal Soemitro. badan hukum adalah suatu bedan yang 

dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.'14 

Menurut Mnchtar Kusumaatrnaja dan B. Arief Sidharta, badan hukum adalah 

pendukung hak dan kewajtban berdasark_an hukum yang bukan manusia, yang dapat 

menuntut atau dituntut subjek bukum lain di muka pengadiian:45 

Dari keempat pengertian diatas dapat diketahui bah\¥3. suatu badan hukum 

adalah suatu badan yang dibentuk karena hukum serta termasuk bagian dari subjek 

hukum yang dapat mempunyai hak dan kewajiban layaknya orang pribadi dan dapat 

menuntut atau dituntut di muka pengadilan. 

Badan hukum memiliki ciri-ciri yang khas dan berbeda dari badan non hukum, 

ciri-cirinya antara lain:46 

lS2, 

1. Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang 
menjalankan kegiatan barlan hukum tersebut; 

41 Bryan A Garner, op.cit .• hlm.913. 
43 Suhel-1.:1, Pokok-Po!«Jk Huhtm Perdata. Cet. XXXH, (Jakart!: PT. futer Masa, 2005), hlm. 

44 Roohrrntt Soemitro, Potutttuum Perseroan 1'erbatas. df!1lgan Uudang-u:ndang Pajak 
Perseroan. (Bandung: PT. Eresoo, !979), him. 36. -

45 Mochi.ar K.usl.lllll.llitmaja dan B. AriefSidharw., Penganwr Jlmu Hukum, Suatu Pcngenalan 
Pertanw Ruang lingl:up Berlahmya Hu!amt, Cct. f. (Bnndung: Alumni, 1999), hlm. 82. 

46 lbid. 
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2. Memiliki hak-hak dan lrewajiban-kewajiban yang terpisah dari hak-hak 
dan keWlljibl!Jl-kewJ\jiban orang-orang yang menjalankl!Jl kegiatan badan 
hukum tersebut; 

3. Memiliki tujuan tertentu; 
4. berkesinambungan (memiliki kon1inuitas) dalam arti keberadaannya tidak 

terilret pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajiban
kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankan 
berg anti. 

Menurut pandangan para ahli bukum dan dok:trin-doktrin suatu Perseroan dapat 

dikatakan memiliki status bad an hukum jika. mempunyai uosur-unsur, an tam 1ain:
47 

I. Adanya harta kekayaan yang terpisah; 
2. MempWiyai tujuan tertentu; 
3. Mempunyai kepentingan sendiri; 
4. Adanya organisasi yang terntur. 

Kedua pendapat tersebut, pada dasa.mya rnempunyai konteks yang sama dan 

oleh karena itu suatu badan hukum memiliki ciri-clri sebagai berikut: 

L Memiliki kekayaan sendlri yang terpisah dari kekayaan pendirinya 

maupun pemegang sahamnya~ 

Dalam hal ini suatu Perseroan Terbatas memiliki pemisahan harta dari · 

para pendiri maupun pemegang sahamnya sehingga tidak tetjadi 

percampuran harta Perseroan dan pendi ri rnaupun pemiliknya.. 

:t Mempunyai tujuan tertentu; 

Suatu Perseroan hams memiliki maksud dan tujuan, hal ini juga diatur 

oleh U!J PT serta dalam anggaran dasar suatu Perseroan. Olah lrerena 

begitu pentingnya hal ini dJanggap sebagai salah satu ciri dari badan 

hokum. 

3. Adanyaorganisasi yang teratur; 

Perseroan selalu mempuny& struktur organisasJ yang tetap dan tidak 

berubah. Dalam Perseroan ada yang bertindak berdasarkan 

i(l R. Ali Rldho, Joc.cil. 

Universitas Indonesia 

Analisis Pengesahan..., Luqman Rahmadi, FH UI, 2009



37 

lcewenangannya untuk melakukan tindakan pengurusan, untuk mengawasi 

rindakan pengurusan Perseroan juga mempunyai organ khusus yang 

menangani masa.Jah pengawasan" 

4. Mempunyai kepenlingan sendiri; 

Kepentingan dalam Perseroan berbeda dengan kepentingan para 

pendiri maupllil pemegang sahamnya Jadi daiam hal ini harus dapat 

dibedakan antara kepentingan Perseroan dengan para pendiri maupun 

pemegang sahamnya 

5. Disahkan oleh instansi yang berwenang. 

Sudah tentu apabila ingin menjadikan Perseroan suatu badan hukom, 

maka harus ada pengesahan dari instansi yang herwenang. Apahila tidak 

ada. pengesahan sebagai badan hukum maka Perseroan tersebut tidak bisa 

dikatakan memiliki status badan hukum. 

Jika dipergunakan status hukum dari suatu badan usaha sebagai kriteria., secara 

yuridls badan usaha dapat diklasifikasikan sebagai berikut 

l. Badan Usaha heroentuk badan bukum, teuliri atas: 

a Perseroan Terbatas. 

b. Koperasi. 

c. Yayasan. 

2. Badan Usaha yang bukan badan bukum, terdiri atas: 

a Usaha Dagang Perorangan. 

b. Firma. 

c. Commanditaire Vennootschap (CV) 

Seperti yang telah kita ketahui bahwa apabila ingin mendirikan Perseroan 

Tetbatas maka harus memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari instansi 

yang berwenang, dalam hal ini adaiah Menteri dan Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia. Hal tersebut juga disebutkan dalam Pasal 7 ayat ( 4) UU PT. 

Selama status Perseroan Terbatas sebagai badan hukum belum diperoleh, 

Perseroan Terbatas yang bersangkutan ridak berbeda dengan firma. persekutuan 
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komanditer, atau persekutuan perdata43• Oleh karena itu, sebelum Sll!tus badan hukum 

te~penuhi sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (4) UU PT, segala kegiatan 

Perseroan yang menimbullnm kerugian temadap piliak ketiga, peruegang saham atau 

pemilik Perseroan harus bertanggang jawab penuh secara pribadi. Akao tetapi, 

tanggung jawab penuh ini tidak semata-rnata hapus dengan diperolebnya status badan 

hukum. 

Oleh karena itu, maka terdapat 2 syarat yaitu syarat fonnil dan syamt materiil 

yang hams dipenuhi oleh Perseroan Ternatas agar dapat menjadi badan hukum: 

1. Syarnt Fonnil, yaitu:49 

a. Akta pend irian dibuat daJam bentuk aktaNotaris; 

b. Akta pendirian dibuat dalarn babasa lndonesia; 

c. Harus sekurangnya didirikan oleh dua orangibadan hukum yang cakap 

dan berwenang untuk bettindak dalam hukum sebagai pendiri; 

d. Nama Perseroan harus mengikuti aturan yang teJah ditentukan; 

e. Persyaratan modat harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan; 

f Harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia dalarn jangka waktu 60 hari terl1itung sejak 

penandatanganan akta pendiriannya untuk memperoleh pengesahan, 

dan seterusnya. 

2. Syarat Materiil, yang terdiri atas:30 

a Kumpulan atau asos:iasi modal, yang mana adalah bertujuan. untuk 

menggerakkan. kegiatan perekonomian dan atau tujuan. khusus hUnnya. 

b. Kumpulan modal ini dapat melakukan perbuatan hukum dalam 

hubungan-hubungan hukurn, dan karenanya dapat digugat atau 

menggugat di depan pengadilm . 

.u; Rnchmadi UsrnJlll:, Icc. cit. 
49 Gunawan Widj.edja (a), cp.cit., blm. 17. 
10 Gunawan Widjadja,lcc.cit. 
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c. Modal yang dikumpulkan ini selalu diperuntukkan bagi kepentingan 

tertentu sesuai dengan peraturan pe.rundang-undangan yang 

mengatumya. Sebagai suatu kumpulan modal, maka kumpulan modal 

tersebu! harus wpergunakan uutuk dan sesuai dengan maksud dan 

tujuan yang sepenebuya waiur dalam anggaran dasarnya, yang juga 

wbuat menurut peraturon perundang-undangan yang berlaku. 

d. Kumpulan modal ini mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk 

mewakili kepentingan badan hukum ini, yang harus sesuai dengan 

maksud dan rujuan kumpulan modal ini, yang berarti adanya 

pem.lsahan antara kebendaan harta kekayaan yang ten::atat atas nama 

kumpulan modal ini dengan pengurusan harta kekayaan tersebut oleh 

pen gurus. 

e.- Keberadaan modal badan hukum ini tidak dikaitkan dengan 

keanggotaan tertentu., dalam artian setiap orang yang mernenuhi syarat 

dan persyaratan yang diatur dalam anggaran dasarnya dapat menjadi 

anggota bad an hukum ini de.ngan sega!ahak dan kewajibannya. 

f Sifat keanggotaannya tidak permanen dan dapat Walihkan atau beralih 

kepada siapapun juga, meskipun keheradaan badan hukum im sendiri 

adalah pennanen atau tidak dibatasi jangka waktu bcrdirinya 

g. Tanggung jawab badan hukum dibedakan dari tanggung jawab 

pendiri, anggota, maupun pen gurus badan hukum tersebut 

2.1.7. Organ~organ Perseroan Terbatas 

2,1,7.1. Rapat Umum Pemegang Saham 

Rapat Umum Pemegang Saham atau biasa disingkat "RUPS" merupakan organ 

Perseroan yang tertinggi. Organ inilah yang menentukan setiap kebijak:an mengenai 

Perseroan dan ke depannya Perseroan mau seperti apa. RUPS mempunyai 

kewenangan yang tidak dirniJiki oJeh Direksi maupun Dewan Komisaris, o1eh karena 

itulah RUPS dikatakan mempunyai wewenang tertinggi dalam Perseroan yang tidak 
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dimiliki oleh Direksi maupun Dewan Komisaris" Dalam RUPS, pernegang saham 

berhak untuk memperoleh ketenmgan yang berkaitan dengan kegiatan Pe.rseroan dari 

Direksi rnaupun Dewan Komisaris, sepanjang dalam konteks mata acara rapat dan 

tidak bertentangan deogan kepentingan Perseroan" 

Pada dasamyaRUPS ada 2 macam, yaitu: 

L RUPS tahunan, dan 

2" RUPS lainnya 

Dalam UU PT, pengaturan mengenai RUPS ini tercMtum dalam Pasal 15 UU 

PT, yang berbunyi :" 

(!) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi 
atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan daiam Undang~ 
Undang ini danlate:u anggaran dasar. 

(2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan 
yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan 
Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak 
bertentanga:n denga:n kepentingan Perseroan, 

(3) RUPS dalam mala acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, 
kecuali semua pernegang saharn hadir dan/atau diwakili daiam RUPS 
dan menyetujui penambahan mata acara rapat. 

(4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui 
dengan suara buiat 

Dalam setiap pengambilan purusan dalam RUPS harus berdasarkan kuorum 

atau dengan musyawarah secara mufakat apabHa seluruh pemegang saham 

menyetujui mata acara rapat tersebut. 

2.1.7 .2. Direksi 

DireksJ dalam Perseroan bertugas untuk menj alankan tindakan pengurusan dan 

kegiatan atas Perseroan dimaksud baik di dalam maupun luar pengadilan. Direksi 

berwenang Wltuk menjalankan tindakan pengurusan Perseroan seha.ri~hari dan 

membuat kebijakan yang diangg2p tepat untuk mengemhangkan Perseroan tersebut. 

jl Indoncsia,tJp.cit., Ps. 75 
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Dalam melakukan pengurusan tersebut Direksi diharuskan memiliki itikad baik dan 

hertanggung jawab dalam melakukan tugasnya.. Direksi Pemeroan terdiri atas satu 

orang Direksi atau lebih. Hal ini tercantum dalam Pasal 9Z UU JYI', yang berbunyi:" 

(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan 
Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. 

(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud 
pada nyat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipnndang tepat, dalam 
batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran 
dasar. 

{3) Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau 
lebih. 

(4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun 
dan/atau mengelola dana masyarakat. Perseroa:n yang menerbitkan 
surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Teibuka 
wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. 

(5) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi alan lebih, 
pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi 
ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. 

(6) Dalarn hal RUPS sebagaimnna dimaksud pada ayaf (5) tidak 
menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi 
ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. 

Untuk rnenjedi seorang Direksi memedukan pengangkatan dari RUPS, syaraf

syarat dan lata cara pengangkatan Direksi diafur dalam Pasal 93 den 94 UU JYI', yang 

berbunyi:s3 

Pasal93 
(!)Yang dapat diangkaf menjadi anggota Direksi adalah orang 

persoorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam 
waktu 5 (lima) tahnn sebelurn pengangkatannya pemah: 

:n Ibid, Ps, ~Xt 

a dinyatakan pailit~ 
b. menjadl anggota Direkst atau anggota Dewan Komisaris 

yang dinyateksn bersalah menyebabkan suatu Perseroan 
dinyatakan pailit; atau 

53 Ibid, Ps. 93 dan Ps. 94. 
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c. dihukum !<arena melalrukan tindak pidana yang merugikan 
keuangan negara dan/alan yang berkaitan dengan sektor 
keuangan. 

(2) Ketentuan persyanrtan sebagaimana dlmaksud pada ayat (I) tidak 
mengurangi kemungkinan instansi tekeis yang berwenang menelapkan 
persyaratan tambahan be!dasarkan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pernenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat 
(2) dibukekan dengan sural yang disimpan o!eh PeiSeroan. 

Pasal94 
(I) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. 

(2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi di!akukan o!eh 
pendiri dalarn akla pendirian sebagaimana dimaksud dalarn Pasa! 8 
ayat (2) hurufb . 

(3) Aoggota D.ireksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat 
diangkat kernbalL 

(4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan 
pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata 
cara pencalonan anggota Direksi. 

(5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan. penggantian. dan 
pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai 
berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pambementian tersebut 

(6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mu!ai ber!akunya 
pengangkatan, penggantian, dan pemberhentiao anggota Direksi~ 
pengangkatan. penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi 
tersehut mu!ai ber!aku sejak ditutupnya RUPS. 

(7) Dalam hal terjarli pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian 
anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota 
Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam 
jangka waktu paling larnbat 30 (riga puluh) hari terhitung sejak tanggal 
keputusan RUPS tersebut. 

(8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum 
dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang dia:iukan atau 
pemberitahua.n yang disa.mpaikan kepada Menteri oleh Direksi yang 
belum tercatat dalam daftat Perseroan. 

(9) J'emberitahuan sebagaimru1a dimaksud parla ayat (8) tidak terruasuk 
pemberitahuan yang disampaik:an oleh Direksi baru atas pengangkatan 
dirinya sendiri. 
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Mengenai k~iban Direksi Perseroan diallu dalam Pasal 100 UU PT, yang 

berbWlyi sebagai berikut:!H 

(I) Direksi Wajib: 
a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah 

RUPS, dan risalah rapat Direksi; 
b. Membuat laporan !ahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang tenlllng Dokumen Perusaha.an; dan 

c. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan 
Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hurufb dan 
dokumen Perseroan fainnya. 

(2) Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Persoroau, dan dokumen 
Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada eyat (!) disimpan di 
tempat kedudukan Perseroan, 

(3) Atas permohonan tertulis dari pemegang saha:m, Direksi memberi izin 
kepada pemegang saham untuk rnemeriksa daftar pemegang saham, 
daftar khusus, risalah RUPS sebagaimaua dimaksud pada ayat (!)dan 
laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan 
laporan talmnan. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3} tidak menutup 
kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal 
menentukan lain, 

Direksi Perseroan, jika yang ber.;angkutan melakukan kesalahan dalam 

menjalankan pengurusan atau menjaiankan pengurusan Perseroan tersebut den,gan 

itikad yang tidak baik maka dapat dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalarn UU 

PT, kecuali jika Diraksi Per.;eroan ter.;ebut dapat membuktikan sebaliknya. 

2.1.7.3. Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris mempunyai tugas WJtuk mela.kukan pengawasan atas 

kebijakan pengurusan. Apahila pengurusan tidak borjalan dengan sebagaimana 

mestinya sudah menjadi tugas Dewan Komisaris untuk rnemberi nasihat atau 

memberitahukan hal tersebut kepada Direksi Perseroan, Pemberitahuan ini dilakukan 

>~ Ibid, Ps. 100. 
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somata-mala untuk kepentingan Perseroan agar beljalan dengan sebagaimana 

mestinya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. 

Dewan Komisaris terdiri atas sa.tu orang anggota atau )ebih. Dew:an Komisaris 

yang terdiri lebih dari satu anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan 

Komisaris dalam bertindak harus berdasarkan Sum Keputusan Dewan Komisaris. 

Hal ini menjadi salah satu perbedaan antara Direksi dengan Dewan Komiseris 

disamping perbedaan dari sudut tugas-tugasnya. 

Pengaturan mengenai Dewan Komisaris ini terdopat dalam Pasal 108 UU PT, 

yang menyebutkan babwa:55 

(I} Dewan Komisaris meJakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, 
jalannya pengurusan pada umumnya, balk mengenai Perseroan 
maupun usahaPerseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. 

(2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(l) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud 
dan tujuan PerseroarL 

(3) Dewan Komisaris rerdiri atas 1 (satu) omng anggotaatau lebih. 
(4) Dewan Komisaris yang terdiri allis lebih dari l (satu) o!llng anggota 

merupakan rnajelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat 
bertindak sendiri-sendiri, rnelainkan berdasarkan keputusan Dewan 
Komisaris. 

(5) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun 
dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan 
surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka 
wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan 
Komisaris. 

SehUn Dewan Komisaris, bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha 

dengan prinsip syariah juga terdapat Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas 

Syariah terdiri allis seorang ahli syariah atau lebih, yang diangkat oleb RUPS atas 

rekomendasi Majelis Uiama Indonesia 

y; Ibid, Ps. 108. 
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Untuk rnenjadi seonmg Dewan Komisaris diperluken pengangkatan dari RUPS, 

syarat-syarat dan tata cara pengangkatan Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 111~ 

yang berbunyi:.ffi 

(I) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS. 
(2) Untuk pertamakali pengangkatananggotaDewan Komisaris 

dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (2) hurufb. 

(3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan 
dapat diangkat kembali. 

(4) Anggaran dasar mengaturtata cara pengangkatan, penggantian, dan 
pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta dapat juga mengatur 
ten tang pencalonan anggota Dewan Komisaris. 

(5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan 
pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mula.i 
berlakunya pengangk:atan, pengganrian, dan pemberhentian tersebut. 

(6) Dalam hal RUPS tidak menentukan saar mulai berlakunya _ 
pengangkatan, penggantian, dan pemherhentian anggota Dewan 
Komisaris, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian mulai 
berlaku sejak ditutupnyaRUPS. 

(7) Dalam hal teljadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian 
anggota Dewan Kornisaris. Direksi w~ib memberitahukan perubahan 
tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam 
jangka waktu paling lamb at 30 (tiga pulub) hari terhitung sejak tanggal 
keputusan RUPS tersebut, 

(8) Dalam hal pemberitehuan sehagaimana dimaksud pada ayat (7) bel urn 
dilakukan, Menteri menolak setiap pemberitalman ten tang perubahan 
susuoan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada 
Menteri oleh Direksi. 

Mengenai kewajiban Dewan Komisaris Perseroan diatur dalam Pasal 116 UU 

PI', yang berbunyi sebagai berikut:" 

a. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya~ 
b. Melaporkan kepadaPerseroan mengenai kepemilikan sahamnya 

dan/atau keluarganya padaPerseroan tersebut dan Perseroan Jain; dan 

56 Ibid. 
Sl!bid, Ps.. 116. 
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c. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telab dilakukan 
selama tabun bukn yang baru lampau kepadaRUPS. 

Sarna seperti tanggung jawab Direksi Perseroan jika Dewan Konrisaris 

melakukan kesalahan atau menjalankan pengawasan Perseroan tecsebut dengan itikad 

yang tidak baik maka dapat dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam UU PT, 

keouali jika Dewan K<>misaris Perseroan tersebut dapat membuktikan sebaliknya 

Z.l..Prosedur Pendirian Perseroan Terbata.s Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor40 Tahun 2007 Tentang Peneroan Terbatas 

2.2.1. Puan Notaris daJam Pembuatan Akta Pendirian Perseroan 

Terbatas 

Pasal 7 ayat (1) UU PT. menje1askan bahwaPerseroan harus didirikan minimal 

oleh 2 orang dan dengan akta Notaris yang berbahasa Indonesia Ketentuan datam 

ayat ini menegaskan babwa atunm yang berlaku dalam Undang-undang, bebwa pada 

dasamya suatu Perseroan sebagai badan huknm, diharuskan Wltuk didirikan 

berdasarkan petjanjian dimana perjanjian tersebut harus dibuat lebih dari 1 orang. 

UU PT dengan konsekuen mempertahankan prinsip yang berlaku, berdasarkan 

undang-undang ini bahwa pada dasamya sebagai badan hukum, Perseroan dibentuk 

berdasarkan peljanjian dan karena mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham 

(kecuali pendirinya adalab BUMN)." 

Pefjanjian tersebut harus dibuat dengan ak:ta notaris sebagaimana yang 

diamanatkan oleh Undang~undang. oleh karena itu, perjanjian tersebut tidak dapat 

dibuat dibawah tangan dan hanya dengan akta notaris perjanjian tersebut dapat 

dibuat. 

Suatu akta iaiah suatu tulisan yang memang dengan sengaJa dibuat untuk 

dij'adikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani59. Sehingga dapat 

m Hcrlien Budiono, Kumpul;;m Tullsan Hukum Peniata di Bidang Kenotariattm, Cet I. 
(Bandtm~ lJT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 11. 

RSoebekti, Hulmm Penrbuktia11, {Jakarta: .Pn!dnya Paramim, 1995), him. 25. 

Universitas Indonesia 

Analisis Pengesahan..., Luqman Rahmadi, FH UI, 2009



47 

dikatakan bahwa unsur-unsur yang penting untuk suatu akta ialah adanya kesengajaan 

untuk mencipt:akan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu, 

Dalam hukum acara perdata dikenal 3 macam surat atau akta yalmi"'; 

l. Sural biasa; 

2. Akta otentik; 

3. Akta bawah tangan. 

Untuk mengetahui petbedaan dari ketiga macam surat ini, yalmi dapat dilihat 

dari tara pernbuatannya. Untuk sehelai surat biasa biasanya dibuat tidak dengan 

maksud untuk dijadikan bukti, namwt hila dikemudian hari surat itu dijadikan bukti, 

maka hal itu adalah suatu kebetulan saja. Yang termasuk dalam kategori surat biasa 

ini adalah surat-surat cinta, surat-surat yang berlmbungan clengan korespondensi 

dagang, dan sebagainya61
. 

Sahingga dapat dikatakan dari bukti-bukti tulisan itu yang dapat dipandang 

untuk pembuktian yang sangat berhargn a&lah golongan akta, balk itu akta otentik 

maupun akta yang dibuat dibawah tangan. Namun pada prakteknya walaupun 

keduanya metupakan pembuktian yang sangat penting, masih ada tingkatan kekuatan 

pembuktian yang berbeda diantara keduanya,. yakni dimana temyata akta otentik 

memiliki kekualim pembuktinn yang lebih kuat dibnndingkan dengan akta yang 

dibawah 1angan. Hal ini clikarenakan unsur-unsur yang terdapat pada akta otentik 

tersebut yang tidak dimiliki oleh akta dibawah tangan. 

Suatu akta otentik, menurut Pasal 1868 Kitah Undang-undang Hukum Perdata, 
ialah:62 

"suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat 
oleh atau di hadapan pegawai~pegawai umum yang berku<tSa untuk itu di tempat di 
mana akta dihuatnya." 

«~ Retnowulan Sutantlu, Hokum Aoora Perr:lata dalam Teori dan Praktek, (Bandung: Mundar 
Maju, 2002),hhn.. 59. 

61 /bid hlm. 64 
ct K.iw.b Undan~-Undang Hukum Perdata [.Burgelijk Wetboekj. cp.cit., Ps. l86K 
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Apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentisitas, hal mana terdapat 

pada akta Nouuis, maka menurut ketentuan dalam Pasal 1868 Kitab Undang.-undang 

Hukum Perdata, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan~persyaratan 

berikut:63 

I. Akta itu harus dibuat "oleb" (door) atau "di hadapan" (len voerstaan) 

seorang pejabat urnum; 

2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-IIDdang; 

3. Pejabat umum oleh- atau di hadapan siapa akta itu dihoat, harus 

mempunyai wewenang illltuk membuat akta itu. 

Dari definisi dan persyaratan-persyaratan tersebut diatas, untuk dikatakan 

sebagai suatu akta otentik maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 

I. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang; 

2, Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang; 

3. Pejab.at beiWellang itu didalam wiiayah kewenangannya 

SehJngga untuk akta-akta lainnya yang tidak memenuhi wtSur-unsur diatas 

adalab bukan merupakan akta otentik namun merupakan akta di bawah Iangan. 

Menurut Pasal I ayat (I) Undang-undang Nomoc 30 Tentang Jabatan Nouuis 

(untuk selanjutnya disebut UU JN), Notaris adalab Notaris adalab pejabat umum yang 

berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan Jainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang ini.64 

Sehingga dari definisi Notaris tersebut menunjukkan bahwa unsur pejabat 

uruuru scperti yang disyaratkan oleb Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata telab dipenuhi oleb Notaris. Se!ain itu diperkuat pula Salah satu kewenangan 

Notaris adaiah membuat alcta otentik. Ha1 tersebut sesuai dengan Pasal 15 UU JN, 

b 
~ . ., 

yang etuunyt: 

m G.H,S !.umban Tublng, Peroturnn Jabalan Notaris (Notmls Reglemen(),CcL liJ, {Jakarta; 
Erlanggn, 1983), h!m. 4S. 

64 
Indonesia (b), Undang-Undang Jabatmz Nalaris, UU No. JO, LN No. 117 tahun 2004, TI,N 

No.4432,Ps L 
6

'j Ibid, Ps. IS. 
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(I) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua petbuatan, 
petjanjian, dan keretepan yang diharuskan oleh peraturao perudang-undangan 
dan/atau yang dikehendaki oleh yang berl<epentingan untuk dinyatakan dalam 
akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, 
memberikan grosse, sali.nan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang 
pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugasakan atau dikecuaikan kepada 
pejehat lain atau orang lain yang diretapkan oleh Undang-Undang. 

(2) Notaris beiWenang pula: 
a Megesahkan tanda Iangan dan menelapkan kepestian tanggal sural di 

bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 
b. Membukukan surat-surat di baweh tangan dengan mendaftar dalam 

buku khusus; 
c. Membuat k<l'pi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan 

yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat 
yang bersangkutan; 

d. MeJakukan pengesahan kecorokan futokopi dengan surat aslinya; 
e. Memberikan penyuluhao hukum sehuboogan dengan pembuatan akta; 
t: Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau 
g. Membuat akta risalah lelang. 

(3) Selain kewenangan seba&'llirnana dimaksud pada ayat (l) dan (2), Notaris 
mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang
undaogan. 

Suatu akta Notaris layaknya akta otentik memiliki kekuatan pembuktian baik 

lahirieh, formil maupun materiil yang terlihat sebagai berikut: 

a Lahiriah dikarenakan akta Notaris mempunyai kemampuan untuk membuktikan 

dirinya sendiri sebagai akta otentik,mengingat sejak awal yaitu sejak adanya niat 

dari pihak (Pihak-pihak) yang berl<epentingan untuk membuat atau melahirkan 

alat bukti, rnaka sejak saat memperniapkan kehadirannya itu telah melaiui proses 

sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata jo UU lN Dan banya dengan melihat dari bentukuya, lambang garuda 

pada akta tersebut, nama Notaris yang membuat maka secara lahiriah/bentuknya 

orang mengetahui bahwa itu ad Wah otentik (akta otentik). 

b. Formil dikarenakan dari akta ini dibuktikan bahwa epa yang dinyatakan dan 

dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak

pihak yang dibuat oleh atau dihadepan Pejabat yang berwenang dalam 
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nrenjalankan jabatannya. Dalam arti funnil al<ta otentik menjamin kebenamn dari 

hal-hal seperti: tanggal, tanda Iangan, komparan,dan tempat akta dibual Selain itu 

pula Notaris juga membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang 

dilibat, didenga:r dan dialami sendiri oleb Notaris sebagai Pejabat umum dalam 

menjalankan jabatannya. 

c. Materiil artinya babwa secarn yuridis isi dari akta tersebut talab membuktikan 

keberndaannya sebagai yang benar terhadap satiap omng, yang membuat atau 

menyuruh mernbuat akta itu sebagai tanda bukti tethadap setiap orang, yang 

membuat atau menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya 

(termesuk ahii wacisnya atau yang mendapat hak darinya). 

Selain itu. keotentisitasan suatu akta Notaris itu adaJah dimana suatu akta 

tersebut telah memenuhi unsur-unsur "'perbuatan" atau "VerliJden''. yakni tahap~tah.ap 

seperti: penyusunan, ' pembacaan, dan penandatanganan di hadapan saksi~saksL 

Dikarenakan apabila .salah satu dari ba.! tersebut tidak diiakuka.n maka otentisitas akta 

akan hilang dan akta yang betsangkutan bukan merupakan akta orentik melainkan 

akta dibawah Iangan. 

Namun teihadap akta dibawah Iangan, oleb Notaris dapat ditingkatka.n derajat 

pembuktiannya dengan cara yang dinamakan iegalisasi dan waarmerking seperti yang 

diatur pada Pasal 15 ayat (2) huruf a UU JN. Legalisasi dimaksudkan hahwa Notaris 

berfungsi untuk mengesahkan tanda tangan dari pihak atau pihak·pihak yang ada 

dalam akta tersebut, sebingga dikemudian hari pihak a tau pihak-pihak tersebut tidak 

bisa mengingkari tanda tangan tersebut. Setain itu juga Notaris menetapkan kepastian 

tanggal surat di bav.'ah tangan tersebut sehingga menjamin pula kebenarannya 

Pasal 1 ayat (I) UU PT disehutkan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang 

didirikan berdasarkan peijanjian yang dioyatakan di hadapan Notaris. Undang

undang ini telah menyatakan bahwa l)erseroan Terbatas merupakan suatu petjanjian 

fonnil. di mana akta pendirian Notaris merupakan syarat mutlak 
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(bestaansvoarw(1Jln/e) untuk adanya Perseroan Tarbatl!S."' Akta Notaris yang 

dimaksud adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas. 

Suatu akta otentik, demikian pula akta pendirian Pers:eroan Terbatas mempunyai 

kekuatan pembuktian lahiriah (uitwendige bewijskracht), dimana akta itu sendiri yang 

membulctikan dirinya sebagai akta otentik, yang tidak dimiliki surat dibawah tangan. 

Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. Mengenai segala hal yang tercantum di dalam akta pendirian dijamin 

kebenaran fonnilnya iformele hewijskrachL) babwa benar para pendiri ada 

menerangkan seperti tersebut di dalam akta Perseroan Terbatas, di sarnping dijamin 

pula kebcnaranlkepastian tanggal akta, identitas yang hadir serta tanda tangannya. Di 

samping itu, akta pendirian Perseroan Terbatas mempW1yai alat bukti materiil 

(materiele bewijskracht) ya.itu isi dari akta itu dianggap dibukt!kan sebagai benar 

terhadap setiap orang yang menyuruh atao meminta untuk diadakan!untuk dibuatkan 

akta itu sebagai tanda bukti terhadaplbagi dirinya Akta pendirian Perseroan Terbatas 

mempunyai fungsi pembuktian untuk adanya Perseroan Terbatas tersebut.67 

Dalam UU PT telab ditegaskan dalam Pasal 8 UU PT yang menyatakan bahwa 

akta pendirian memuat anggaran d<ll>ar dan keterangan lain berkaitan dengan 

pendirian perscroan, yang se1uruhnya berbunyi sebagai berikul:611 

(I) Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keternngan lain berl<aitan dengan 
pendirian Perseroan. 

(2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memuat sekurang~ 
kurangnya: 

a Identitas dan data diri pendiri perseroa:rt, seperti~ nama lengkap, temp at 
dan tanggal lahir, pekOijaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan 
pendiri perseorangan. atau nama, tempat kedudukan dan aiarnat 
lengkap serta nomor dan tanggaJ Keputusan Menteri mengenai 
pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan; 

* Hcrlien Budiono, op.cit., hlm. 45. 
flJ Ibid. 
o;, lndanesia., op.cil., Ps 8.. 
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b. ldentitas dan data diri anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang 
pertuna kali diangkat, yang memuat; nama lengkap, tempat dao 
tanggallabir, peke~ aan, temp at tinggal, kewargaoegaraan; 

c. Data-data pemegang saham, seperti; nama pemegang saham yang telah 
mengambil bagian sabam, rincian jumlab sabam, dan nilai nominal 
sabam yang telab ditempatkan dan dise1or. 

(3) Dalam pembuatan akta pendirian, pendin dapat diwakili oleh orang lain 
berdasarkan sural kuasa. 

Sejak akta pendirian ditandatangani olab para pendiri, maka sejak saat itu 

Perscroan Terbatas berdiri Mengenai hubungan, antara para pendiri Perseroan 

T erbatas dikuasai oleh hubungan kontraktuat akan tetapi hubungan tersebut belum 

menciptakan status badan hukum. Dengan demikian, segala akibat hukurn yang 

timbul adalab tangguug jawab para pendiri secara pribadi69
. 

Akta pendirian tersebut menurut mempunyai fungsi intern yaltu sebagai atunm 

main para pemegang sabam dan organ perseroan, dan fungai ekstem terhadap pihak 

ketiga sebagai Jdentitas dan pengaturan tanggung jawab perbuatan hokum yang 

dilakukan oleh yang berhak atas nama perseroan 70
, 

Selain itu, perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan 

penyetorannya yang dilakukan oleh calon pendiri seheium perseroan didirikan, harus 

dicantumkan dalam akta pendirian. Dalam hal perbuatan hulrum tersebut dibuat 

dengan akta yang bukan alcta otentik, maka alcta tersebut dilekatkan pada aJcta 

pendlrian. Sedangkan pcrbuatan hukum yang dibuat dcngan akta otentik, malca 

nomor. tanggal dan nama scrta tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentik 

tersebut disebutkan dalam akta pendirian Perseroan. Apabila hal ini t1dak dipenuhi, 

perbuatan hukum ternebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak 

mengikat perseroan. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 12 UU PT, yang 

berbunyi:71 

w Abdulkadir Muhummad, Hulamr Pers(!foan Indonesia, Ccl I, (Bandung; Citro Adilya 
Bokti, 1996), hhn. 12. 

1tllhid., hlm 14. 
' 1 Indonesia., op.cit .• P3. 12 
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(I) Pemuatml hukum yang berkaitml dengw kepemiiikan saham dan 
penyetorannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan 
didirikan, harus dicantumkan dalarn alrta pendirian. 

(2) Dalam hal petbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada aya! (I), 
dinyatakan dengan alrta yang bukan alrta otentik, akta tersebut diiekatkan 
pada alrta pendirian. 

(3) Dalam hal peJbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
dinyatakan dengan akta otentik. nomor. tanggal dan nama serta tempat 
kedudukan notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam 
akta pendirian Perseroan. 

(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (I), ayat (2), dan 
ayat (3) tidak dipenuhi, perlluatan hukum tersebut tidak menimbuikan bak 
dan kewajiban serta tidak: mengikat Pemeroan. 

53 

Dalarn akta pendirian yang dibuat dengan akta otentik. maka Notaris harus 

:mematuhi bagian dari akta Notaris yang diatur dalam Pasai. 38 UU JN, yang 

rnenyatakan sebagai berikut:72 

(I) Setiap alcta Notaris terdiri dari: 
a. Awal akta atau kepala akta; 
b. Badan akra; 
c. Akhir atau penutup akta 

(2) Awal aktaatau kepalaaktamemuat: 
a. Judui akta; 
b. Nornor akra; 
c. Jam, hari, tanggal» bulan, dan tahun; dan 
d. Nama lengkap dan temp at kedudukan Notaris. 

(3) Badan akta memuat: 
a. Nama lengkap. tempat dan tanggallahir, kewarganegara.an, pekerjaan, 

jabatan, kedudukiDJ, tempa! tinggal para penghadap dan/atau orang 
yang mereka wakili: 

b. Keteranganmengenai kedudukan bertindakpenghadap; 
c. lsi alcta yang rnerupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang 

berkepentingan; dan 
d. Nama Iengkap, ternpat dan tanggal Iehir, serta pekerjaan, jabalml, 

kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. 
{4) Akhir atau penutup akta memuat: 

a. Uraian tentang pembaca:an akta sebagaimana dimaksud dalam Pa.sa( 16 
ayat (l) hurufl atau Pasal16 ayat (7); 
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b. Umian ten1ang penendalanganan dan tempat penandatllnganan atau 
penedemahan akta apahila ada; 

c. Nama lengkap, tempat dan langgal lahir, pekerjaan, jabaian, 
kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan 

d. Uaraian tentang tidak adanya perubahan yang te~adi dalarn pembuatan 
akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa 
penambah~ pencoretan. atau penggantian. 

(5) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti kbusus, dan Pejahat Sementam 
Notaris, selaio memuat kerentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat 
(3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, 
serta pejahat yang mengangkamya 

2.2.2~ Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas 

Prosedur pendirian suatu Perseroan Terbatas hams memenuhi persyaratan 

sebagaimana diatur dalam Pasal7 UU PT, penjelasannya sebagai berikut: 

L Sebagai bentuk perjanjian, Perseroan Terbatas ~arus didirikan oleh 

sekurang-kurangnya 2 (dua) orang; ketentuan ini diperberat dengan 

adanya kewajiban untuk tetap mempertahankan jumlah pemegang saham 

sekunmg-kurangnya 2 (dua) orang. 

Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat (!) UUPT, yang dimaksud dengan 

"orang" dalam ketentuan ini adalah orang perserornngan, baik warga 

negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. 

Ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan UU PT 

bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum. Perseroan Terbatas didirikan 

berdasarkan perjanjJan, karena itu mempunyai lebih dari satu pemegang 

saham. 

2. Dibuat dengan akta notaris, yang berarti bahwa peljanjian pendirian 

Perseroan Terbatas tersebut tidak dapat dibuat di bawah tangan, tetapi 

hams dibuat oleh pejabat umum yang ditunjuk untuk membuat akta 

pendirian tersebut, yaitu Notaris (pasal 7 ayat (1) UU PT). 

3. Dalam bahasa lndenesia, bukeu dalam bahasa lainnya. UU PT pun 

mengatur hal ini dalam pasal 7 ayat (l). Jika ingin dibuatkan baha<a 
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lainnya (se!ain bahasa Indonesia} adalah sah saja, tetapi bukan menjadi 

dasar Wltuk dapat diajukan dalarn rangka pengesahan akta pendirian 

tersebut 

4. Setiap _pendiri w~ib mengarnbH bagian saham saat Perseroan didirikan. 

Pendiri harus memiliki bukti kepemilikan saham atas Perseroan tersebut 

sehingga dapat mengarnbil keputusan dalam RUPS. Ketentuan ini tidak 

berlaku pada sa.at Perseroan melakukan peleburan. 

5. Mencanturnkan perl::ataan Perseroan Terbatas (atau PT Tbk untuk 

Perseroan Terbatas terbuka), dalam hal ini jika Perseroan tersebut telah 

melakukan penawaran umum berdasarkan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku; 

6. Disahkan oleh Menteri melalui Surat Keputusannya Pasal 7 ayat (4} 

UUPT menyatakan bahwa "Perseroan memperoleh status badan hukum 

pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan 

badan hukum perseroan"_ Ketentoan ini menegaskan bahwa perbuatan 

hukum perseroan sebagai bad an hukum mulai berlaku sej ak tanggal 

diterbitkanya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum 

perseroan. Pengesahan ini dilakukan melalui jasa teknolog1 informasi 

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik oleh 

Menteri. Apabila setclah Perseroan memperoleh status badan hukum, 

pemegang saham menjadi kerang dari 2 orang maka dalamjangka waktu 

paling lama 6 bulan sejak keadaan terscbut pemegang saham yang 

bersangkutan wajib menga1ihkan sahanmya kepada pihak lain atau 

Perseroan mengeluarkan saham ba.ru. 

7. Didafurkan berdasarkan Undang-Undang No. 3 Talmn 1932 tentang 

Wajib Daftar Perusahaan, tennasuk semua perubahannya Hal ini diatur 

dalam pasal 29 UU PT. Adapun tujuan dari pendaftaran perusahaan ini 

adalah untuk mencatat bahan~bahan keterangan yang dibuat secara benar 

dari suatu perosahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk 
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semua pihak yang berkepentingan rnengenai identitas perusahaan yang 

tercantum di dalam daftar perusahaan dalam rnngka meojamin kepastian 

berusaha 

8. Diumumkan dalam Berita Negara RepubHk Indonesia, tennasuk semua 

perubahannya. Hal ini diatur dalam Pasal 30 UU PT. Pengumnman 

Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan 

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepuhlik Indonesia. 

9. Untuk Perseroan Tetbatas tertutup ditentukan besarnya modal dasar 

sekurang-kurangnya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan 

ketentuan pada saat pendirian minimum 25% (dua puluh lima peisen) dari 

nilai nominal modal dasar harus sudah ditempatkan dan disetor penuh. Hal 

ini diaturdalam pasal32 ayat (1) dan 33 ayat (1) UUPT. 

IO. Ketentuan yang mewajlbkan Perseroan didirikan oleh 2 orang tidak 

berlaku pada Perseroan yang seluruh sahamnya dimillkl oleh negara dan 

Perscroan yang bc~gerak dalam bidang Pasar Modal. 

Secara garis besar, Pendirian suatu Perseroan Terbatas terdiri dari 4 tahap. 

antara lain sebagai berikut 73 

L Tahap Akta Notaris 

Tahap ini merupakan tabap paling awal dalarn suatu pendirian 

Perseroan Terbatas. Akta Notaris tersebut dlperlukan untuk merumuskan 

akta pendirian Perseroan yang di dalamnya terdapat anggaran dasar 

Perseroan tersebut. Para pendiri diwajibkan WJtuk membuat akta pendJrian 

Perseroan Terbatas berbentuk akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris. 

Para pendiri tidal< diperbolebkan membuat akta dibawab Iangan untuk akta 

pendirian ini. Akta pendirian lni merupakan angga.ran dasar dari Perseroan 

yang bersangkutan. 

2. Tahap Pengesahan oleh Instansi yang Berwenang 

n Munir Fu.ady (a), op.cit, him. 75. 
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Akta pendirian yang notarial dari Perseroan Terbatas tersebut haruslah 

diajukan ke Menteri Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusja 

Republik Indonesia untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan 

hukum. 

3. T ahap Pondaftaran dalam Dafter Perusahaan 

Anggaran dasar yang te!ah disabkan oleh Menteri Departemen Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selanjutnya diprose 

pendaftarannya dalam daftar perusahaan yang disediakan untuk itu. 

4. 'fahap Pengumuman dalam Berita Negata Repuhlik Indonesia 

Setelah pendaftaran seJesai dilakukan, maka Menteri Departemen 

Hukum dan Hak Asasi Manusla Republik Indonesia harus mengumumkan 

keberadaan Perseroan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Dengan demikian secara singkat dapat. disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan pendirian Persernan T etbatas (PT) merupakan rangkaian tindakan yang tidak 

terputus atau prosedur Perseroan Terbatas dihadapan Notaris kemudian diajukan 

kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk 

memperoleh pengesahan sebagai badan hukurn, didaftarkan dalarn da:f'tar Perseroan 

dan terakhir diumurnkan dalam Tambahan Berita Negara RepubJik Indonesia 

(TBNRI). Jika semua prosedur tersebut telah ditempuh~ maka Perseroan Terbatas 

yang didirikan telah sempuma dari aspek hukumnya dan mernpunyai kedudukan 

mandiri. 74 

2.2.3. Pengesahan Perseroan Terbatas Scbagai Badan Hukum 

Sebagaimana diuraikan diatas. Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang 

berwenang membuat akta otentik mengenai _perbuatan, peljanjian dan penetapan 

tennasuk akta pendirian suatu Perseroan. DaJam proses pengesahan suatu Perseroan 

menjadi badan hokum oleh Notaris di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 

'M Habib Adjie, op.cit., ltlm... 28. 
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Republik Indonesia di1akukan secara online melalui Sistem Administrasi Badan 

Hulrum (SABH). 

Untuk memperoleh pengesahan tersebut dalam rangka mendapatkan pengakuan 

sebagai suatu Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang mandiri, para pendiri 

atau kuasanya biasanya Notaris, mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan akta pendirian perseroan. Hal ini sesuai 

dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU IT, yang menyatakan bahwa Perseroan 

memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum perseroatL73 

Permohonan untuk pengesahan sebagai badan hukum tersebut diajukan oJeh 

Notaris meialui SABH dengan cara mengisi Dafiar lsian Akta Notaris I (untuk 

selanjutnya disebut DIAN I) setelah perriakaian nama yang diajukan kepada Menteri 

terSebut telah disetujui dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung .. 

Menurut Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU PT, pengesahan permohonan tersebut 

dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistern administrasi badan hukum secara 

eJektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengisi format 

isian yang memuat sekurang-kurangnya:76 

a. Nama dan lempat kedudukan Perseroan; 

b. Jangka waktu berdirinya Perseroan; 

c. Maksud dan tujuan sena kegiatan usaha Perseroan; 

d. Jurnlah modal dasar, modal dltempatkan. dan modal disetor~ 

e. Alamat lengkap Perseroan. 

Pengisian DIAN I tersebut barns didahului dengan pengajuan nama Perseroan. 

Permohonan tersebut dapat diajukan sendiri oleh pendiri perseroan atau kuasanya 

Dalarn hal pendiri tidak: mengajukan sendiri pennohonan tersebut, akan tetapi 

memberikan kuasa kepada pihak lain, maka kuasa tersebut hanya dapat diberikan 

kepada Notaris (Pasal J I ayat (3) UU PT). 

75 Indonesia, op.clt., Ps-. 7. 
16 Ibid, Ps. ll. 
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Permobonan untuk rnemperoleh Keputusan Menteri Hukum dan H:ak Asasi 

Man usia sebagaimana dimaksud dl atas menurut Pasal I 0 ayat (1) UU PT. haros 

diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendinan 

ditandatangani dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen-dokumen pendukeng. 

Jika dokumen pendukung sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undanga:n, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia langsung 

rnenyatakan tidak berkeberntan atas peonohonan yang bersangkutan secant. 

elektronik Sedangk:an sebaliknya jika daftar isian tersebut tidak sesuai dengan 

keteatuan peraturan perundang~un.dangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Iangsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara 

elektronik 

. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (riga puluh) hari terhitung sejak tanggal 

pemyataan tidak berkeberatan sebagaimsna dlmaksud di atas pemohon yang 

bersangkutan wajib menyampaikan seca:ra fisik surat permohonan yang dilampiri 

dokumen pendukung. Apabila semua persyaratan. tersebut telah dipenuhi secara 

lengkap, paling lambat 14 (empat belas) nari, Menteri Hukum dan Hak Asasi 

M'anusia menerbitkan. keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang 

ditandatangani secara e1ektronik Sementara itu apabila persyaratan tentang jangka 

waktu dan kelengkapan dokumen pendukWlg sebagairnana dimaksudkan di atas 

dipenuhi, Menteri langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara 

elektronlk, dan pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud di atas menjadi 

gugur. Dalam hal ini pernohon dapat mengajukan kembali pennohonan untuk 

memperolen kepulusan Menten ternebut (Pasal lO ayat (5) sampai dengan ayat (8) 

UUPT). 

Apabila permohomm sebagaimana dimaksud di atas tidak di<ijukan dalam 

jangka waktu 60 (enam puluh hari), maka menurut ketentuan Pasai!O ayat (9) UU PT 

akta pendirian menjadi bat:.t! sejak jangka waktu tersebut Jewat Konsekuenslnya 

adalah Perseroan Terbatas tersebut tidak memperoleh status badan hukum dan 

Pecseroan Terbatas yang belum berntatus badan hukum bubar karena hukum. 
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Selanjutnya akta pendirian Perseroan Teroatas yang telah disahkan oleh Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia (Perneroan Terl>atas telah berstatus badan hukum), 

dicatat dalam Daflar Pen;eroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara 

Republik Indonesia. Pengumuman ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia dalam waktu paling lambat 14 (empat bolas) hari temitung sejak tanggal 

ditemitkannya keputusan pengesahan badan hukum perseroan tersebut (Pasal 30 UU 

PI). 

ZA.4. Pendaftaran Perseroan Terbatas dan Pengumuman Perseroan 

Terbatas dalam Berita Negara Republik Indonesia 

Perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Departemen 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia wajib untuk didallarkan dalam 

Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Departemen Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Hal ini sesuai dengan Pasal29 ayat (I) dan (2) UU PT, 

yang berbunyi: 

(1) Daftar Perseroan diselenggarak:an oleh Menteri. 
(2) Dallar Perseroart sebagaimana dimaksud pada ayat (I) rnemuat data 

tentang Perseroan yang meliputi: 
a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, 

jangka waktu pendirian, dan pennodalan; 
b. Alwnat lengkap Perseroan sebagaimanadimaksud dalarnPasal 5; 
c. Nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai 

pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (4); 

d. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan 
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (J); 

e. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal 
penerimaan pemberitahuan oJeh Menteri sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal23 ayat (2); 

f Nama dan tempat kedudukan notaris yang rnembuat akta pendirian 
dan akta perubahan anggaran dasar; 

g. Narnalengkap dan alamat pemegang saharn, anggota Direksi, dan 
anggota Dewan Komisaris Perseroan; 
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J. Neraca dan laponmlaharugi dari tahun buku yang bersangkutau bagi 
Perseroan yang wajib diaudit. 

Tujuan dari diadakannya Pendaftaran ini sebagai bukti bahwa Perseroan telah 

resmi terdaftar dan <iapat melakukan aktivitas yang sesuai dengan maksud dan tujuan 

dari Perseroan tersebut 11 

Mengenal Daftar Perseroan diatur dalam Peraturan Pelaksana yaitu Peraturan 

Menteri Hukwn dan Hak Asasi Marmsia Republik Indonesia Nomor M.OLHT.OLOl 

T almn 2008 Ten tang Daftar Perseroan. 

Sedangkan mengenai Pengumuman suatu Perseroan Terbata'i: dalam Berita 

Negarn Republik lndonesia diatur dalam Pasal30 UU PT, yang berbunyi: 

(l) Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik 
Indonesia: 
a akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana 

dimaksud dalarn Pasal 7 ayat (4); 
b. akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal21 ayat (1 ); 
c. akta perubahan anggaran dasaryang telah diterima pemberitahuannya 

oleh Menteri. 
(2) Pengumuman sebagaimana dirnaksud pada ayat (!) dilakukan oleh 

Menteri dalam waktu paling lambat 14 (ernpat belas) hari terhitung sejak 
tanggaJ diteiDitka:nnya Keputusan Menteri sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dan buruf b at au sejak diterimanya pemberitahuan 
sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf c. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tala cara pengumuman dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-oodangan. 

Tujuan Perseroan Terbatas diumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik 

Indonesia (fBNRI) adalah agar masyarakat mengetahui bahwa Perseroan Terbatas 

71 Hubib Adjie, op.clt., him. 25. 
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tersebut teleb sah keberadaannya dan dapat rnelakukan kegiatan-kegiatan usaha yang 

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas dimaksud,7s: 

Mengenai tata cara pengumurnan dalam Tambahan Berita Negara diatur dalam 

Peraturan Pelaksana yaitu Peraturan Menteri Hulrum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nornor M.02.HT.OUO TahWl 2007 Tentang Tata Cara 

Pengnrnuman PeiSeroan Terbatas Dalarn Tambahan Berita Negara Republik 

Indonesia. 

2.3. Aspek Hokum ntengenai Sistim Administrasi Badan llukum (SABH) 

2.3.1. Pengertian dan Dasar Ilukum Sistim Adminiatrasi Badan Hukurn 

(SABH) 

Terdapat berbagai macam pengertian dari Sisminbakum dari berbagai bukU dan 

pendapat para ahli. Sisminbakuni adaiah sistem kornputerisasi dalam proses 

peogesahan/persetujuan pendirian suatu badan hukum oleh Direktorat Jenderai 

Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.19 

Pertama kali kata Sisminbakum dinyatakan dalam Keputusan Menteri 

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M~OLIIT.OLOl. 

Tahun 2000 yang ntenyebutkan: 

Penerapan Sistim Administrasi badan Hukum adalah penerapan prosedur 
permohonan pengsahan Per-seroan Terlnrtas dengan menggunakan 
komputer atau dengan fasilitas home page/web site. 

Pengertian lain dapat dijumpai dalam pengaotar tentang Sisminbakum yang 

dimuat dalarn Majalah Media Notarial yang menyebutkan: 

S!SMINBAKUM (Sistirn Admittistrasi Badan Hukum) rnrupakan sistim 
komputerisasi dalam proses pengesahanfpersetujuan pendirian suatu badan 

?'li;Jhki,hhn.27. 
19 Muhammad Azhuri dan Rudllnd.mjnya, Mtmgen~:~l Sisminbakum, Ce1, II, (Bundung: CV. 

Dinomika Pute£a, 2001), hlm 17. 
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hukum otuk Direktorat Jenderal Adrninistrasi Hukum Umum Departemen 
Kehakiman dan Hak: Asasl Manusia Republik Indonesia.su 

Pada saat ini nama Sisminbakum teiah diubah menj:edi SABH, hal tersebut 

dikarenakan nruna Sisminbakum teiah didaftarkan hak ciptanya oleh PT. Sarnna 

Rekatama Dinamika (PT. SRD) sehingga oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi 

M"anusia Republik Indonesia nama Sisminbakum diganti dengan nama SABH at 

Ada beberapa alasan nama Sisminbakum diubah menjadi SABH, selain karena 

alasan diatas, ya1tu:82 

L Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak 

ingin lagi berpolemik karena pada dasamya nama Sisminbakum sudah 

didaftarakan hak ciptanya oleh PT~ Saran a RekatamaDinamika. 

2, Departemen Hukurn dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia ingin 

menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa De_partemen 

tersebut dapat menjalankan Sistem tersebut katena sebeh.tmnya sistem 

tersebut dipegang oleh pihak ketiga. 

Pengertian Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH) dapat diketahui dalam 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Ma.nusia Republik Indonesia Nomor 

M.HH-02.AHOLIO Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Pennohonan 

Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar~ 

Penyampaian Pemberitahuan Perubahahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data 

Perseroan, yaitu: 

Sistim Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah 
Jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan 
badan hukum Perseroan, pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, 
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan 

ro RomH Almasasmita, "Sislim Admmlstrasi Badmr Hukum ".Medin Notarial 6 (Jo.nuari 
2001), Wru. 6L 

81 Hasil WawiUlcara dengan Ketua Tim Rekstru1.1urisusi SABH. Bapak Dr. Freddy 1-Lms, 
tung:gal 17 Juni 2009. 

£!.Ibid. 
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hulrum oleh Direktorat Jendeml Administrasi Hukum Umum Departemen 
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 80 

Pada saat Jni nama Sisminbakum telah diubab menjadi SABH~ hal tersebut 

dikarenakan nama Sisminbakum telah didaftarkan hak ciptanya oleh PT. Saran a 

Rekatama Dinandka (PT. SRD) sehingga oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia nama Sisminbakum diganti dengan nama SAB:El 81 

Ada beberapa alasan nama Sisminbakum diubah menjadi SABH. selain karena 

alasan diatas. yaitu:82 

L Departemen Hukum dan Hak Asasi Man usia Republik Indonesia tidak 

ingin l.agi berpolemik karena pada dasarnya nama Sisminbakum sudah 

didaftarakan hak ciptanya oleh P:L Saran a Rekatama Dinamika. 

2. Depanemen Hukurn dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ingin 

menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa Departemen 

tersebut dapat menj alankan Sjstem tersebut karen a sebelumnya sis tern 

tersehut dipegang oleh pihak keriga. 

Pengertian Shrtim Administrasi Badan Hukurn (SABH) dapat diketahul dalam 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

MHH-02.AHOUO Tehun 2009 Tentang Tata Cara Pengl!juan Pennohonan 

Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, 

Penyampaian Pemberitahuan Perubahahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data 

Perseroan, yaitu: 

Sistim Administrasi Badan Hukum yang selanjumya disingkat SABH adaleh 
Jenis pelayanan yang diberikan kepada mw.-yarakat dalam proses pengesahan 
badan hukum Perseroan, pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, 
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasa:r dan perubahan data Perseroan 

mRomli A!masDSmita, "Sislim Admittistrasi Badm1 Jlukum", Medi1.1 Notarial 6 (Januori 
2001), hlm. 61. 

81 Basil W«w!lllcRrn dcngnn Ketti a Tim Rekstrukturisasi SABH, Bapak Dr. Freddy Haris. 
langf,ll.l 17 Juni 2009. 

fa Ibid. 
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serta pemberian informasi lainnya secara elektronik, yang diselenggarak:an oleh 
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. 83 

Peraturan Menteri tersebut sekaligus mencabut Keputusan Menteri Kehakiman 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor, M-QUIT.OLOJ Tahun 2007, 

tanggal 21 September 2007 tentang Tala Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan 

Badan Hukum dan Pernetojuan Perubahart Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. 

Penyampaian Pemberitahuan Perubahahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data 

Perseroan. 

Program ap1ikasi SABH dihadirkan dalam rangka peremajaan sistem aplikasl 

yang telah hadir terlebih dahulu yaitu SISMINBAKOM sebingge akan lebih 

mempermudah pekerjaan (simplifikasi) dan diharapkan fungsi pelayanan akan lebih 

cepat serta, akurat, efisien dan tepat waktu. 84 

1.3.2. La tar Be1akang Bcrlakunya Sistim Administrasi Badan Hulrum 

(SABH) 

SABH dibuat berdasarkan kebutuhan dan tuntutan yang berkembang di 

masyarakat dan kalangan pebisnis di fudonesia. Dengan sistim lama, kendala waktu 

masih menjadi hal yang memberatkan karena seluruh prosedur dilakukan secara 

manuaL Untuk sebuah Surat Keputusan Akta Notaris membutuhkan waktu sekitar 4 

sampai 6 bulan atau lebih. Kondisi ini berlangsung karena banyak pennohonan yang 

masuk karena banyaknya jum1ah permohonan yang masuk Sebagai ilustrasi. pada 

bulan November sampai Februari 2001 te.rjadi tunggakan pekerjaan yang harus 

diselesaikan sebanyak 15.000 buah permohonan.85 

to Wdonesia (11), Joe. ell. 
II£ "Sistcm Adtninisl.nlsi Badiw.Huk"1.JIP. (SABH}." Joe. cit. 
m Ibid. 
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Cara kerja Sistem lama yaitu sebagai berikut:" 

L Pada Sistem Lama seluruh pekeijaan dilakukan secara manual. muiai 

dari penerimaan berkas da.ri pJbak notaris yang meliputi pengecekan 

kelengkapan dan nama pembayaran dan pembuatan kartu kendalL 

Setelah ltu masuk ke dokumcntasl dtmana seluruh file masih 

berbentuk kertas Japoran baik pendirian, persetujuan dan laporan. 

Selanjutnya korektor memeriksa yang akan kembali diperiksa oleh 

Kasi Teknis. Kasubdit Badan Hukum yang nantinya akan diklarifikasi 

oleh Direktur Perdata. Tata usaha rnerupakan bagian akhir dari proses 

ini, pembuatan Dtaft Surat SK dan Laporan, klarifikasi final Surat 

Direktur Perdata yang dill!lljutkan Pencetakan SK yang akan 

ditandatangani oleh Ditjen. SeteJah jadi maka nQtaris akan mengambil 

dan dibuat dokumentasinya dl bagian Tata Usaha. 

2. Pada Sisrem Lama dimana seluruh proses dilakukan secara manual, 

sering timbul masalah keterlambaran, hal ini dikarenakan para petugas 

pembuat notaris harus memeriksa satu persatu permohonan yang 

masuk, sedangkan jumlah pennohonan yang masuk jauh lebih banyak 

dari kapasitas petugas yang ada. Resiko teJjadinya human error cukup 

besar dikarenakan setiap data harus dicocokan kepada dokumen yang 

eukup banyak. 

3. Untuk Notaris sistem lama akan membuat proses menjadi tidak 

effisien dikarenakan mereka harus mengecek ke De_partemen Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Repubhk Indonesia di Jakart~ ini dikarenakan 

selurub proses hanya dapat di lakukan dan dipantau di Jakarta. 

4. Penelusurnn tethadap proses yang sedang berlangst.mg sulit dilakukan 

karena tidak adanya sebuah sistem online yang dapat memantau proses 

pembuatan. 

~ "Sistcm Administrnsi Bndan HW.:um (SABH),"" (b) 
<http://sisminbakuro.go.idikumdanglnews2.phtp=, HJ Juni 2009. 
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Selain itu, beberapa hal yang mendorong pemerintah untuk menggunakan 

SABH, aataralain:"' 

L Waktu 

Dalarn hal ini SABH dibuat dikarenakan apahi!a masih 

menggunakan sistero lama maka prosedumya sangat memakan waktu 

yang lama 

2. Keamanan 

Keamanan data para pemohon dan Badan Hukum dijamln dengan 

adanya. sistem Keamanan SABH dimana setiap notaris diberikan user 

id dan Password yang berbeda. 

3. Kecermatan 

SABH merupakan sebuah sistem yang rnemiliki tingkat 

kecermatan yang 't[nggi sehingga tnenjamin SUrat Keputusan (SK) 

yang dlkeluarkan sesuai dengan peraturan yang ada Databa"!e SABH 

memuat seluruh Badan Hukum yang ada di Indonesia yang dengan 

rnudah dapatdi akses melaluijaringan komputer. 

4. Transparansi 

Reformasi, telah merubah segala pandangan masyarakat terhadap 

pelayanan Negara untuk warganya, haJ ini meliputi trasparansi atau 

keterbukaan. SABH menciptakan sebuah kondisi yang dimasa laiu 

tidak mungkin, melihat dengan jclas seluruh proses peijalanan 

pembuatan SK Pendirian Badan Hukum. Maksud dan tujuan 

Pengadministrasian proses Pendirian dan Perubahan Badan hukum 

(terbuka maupun tertutup) di Indonesia, ke dalam suatu Bank Data 

(Database) sehingga akan meningkatkan kinelja dari Departemen 

khususnya dihidang pel ayanan masyarakat. 

m "Sistcm Arlrninistmsi Badan Huh.-um (SABH)," (c) 
http://.sisminba.kum..go,idlkwndanf@.ewsl b.pJm, 10 Junl2009. 
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2.3.3. Maksud dan Tujuan Sisum Administrasi Badon Hukum (SABH) 

Pengadministrasian proses Pendirian dan Perubahan Badan Hukum (telbuka 

maupun tertutup) di Indonesia, ke dalam suatu Bank Data (database) sehingga akan 

meningkatkan kinetja Direktorat Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia eli bidang pelayanan masyarakat 88 

Pembuatan dan program aplikasi Badan Hukum ini dipergunakan sebagai 

pengelola, baik di daJam pengurusan akta perusahaan sampai pengesahannya maupWl 

sebagai pengelola bank data (database) perusahaan-perusahaan rli Indonesia Sistim 

ini akan terus berkembang dengan pengembangan ke aplikasi ke seluruh instansi yang 

terkait, sehingga pada akhirnya seluruh proses yang berhubungan dengan pengurusan 

dan eksistensi perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan pelayanan satu atap 

yang akan mempermudah pam Notaris dalam proses pengadministrasian .& 

pendaftaran perusahaan, 89 

2.3~4. Proses Pengesahan Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum 

melalui Sis tim Administnsi Badnn Hukum (SA BH) 

Pada saat sekarang yang dapat mengakses SABH hanyalah Notaris yaitu 

sebagai pihak yang berdasarkan lruasa dari Para Pendiri untuk meiakukan segala 

pengurusan dari Perseroan yang akan didirikan Para Pendiri tersebut. Selain Notaris 

dan Para Pendirinya, orang lain tidak diperbolehkan untuk memproses pengesaha.n 

Perse-roan sebagai badan hukum sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang. 

Pada 1ahap awal Notaris untuk dapat menggunakkan SABH harus mengajukan 

permohonan resmi untuk mendapat user id dan Password di Departemen Hukum dan 

Hak Asasi Man usia Republjk Indonesia. Pendaftaran inl tidak dipungut biaya, Notaris 

hanya mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh SABH dan untuk 

ss Rom.!i Allnasasmita, lac. cit. 
119 "Sistem Administrasi Badan IJukum (SABH)," (a) loc.df. 
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selanjutnya setelah furrnulir diproses Notaris akan mendapatkan User id serta 

password sehingga dapat mengakses situs SABH di ~inbakum.&9,id. 

SABH merupakan sebuah aplikasi kbusus yang diperuntukkan bagi Notaris, 

untuk itu diperlukan suatu pengamanan berupa password untuk dapat mengakses 

SABH.. Maka dari itu untuk memulai proses pendirian suatu Perseroan Notaris 

diharuskan mengisi user id dan password yang bersangkutan pada menu login. User 

id dan password diberikan hanya kepada Notaris yang telah mengajukan permohonan 

serta telah mengisi fonnulir yang disedlakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia. 

Trnnsaksi-transaksi dalam SABH antru:a lain; 

L Pendirian Perseroan (Daf\ar !sian Akta Notaris (DIAN 1), dalarn hal ini 

diperuntukkan untuk permobonan pengesahan status badan hukum 

Perseroan_ 

2. Permohonan Perserujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (Daftar 

lsilU! Akta Notaris (DIAN II), dalam hal ini diperuntukkan untuk 

perubahan anggaran dasar Perseroan. 

3. Penyampaian pemberitahuan perubahan angganm dasar dan perubahan 

data Perseroan yang diwajibkan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 

2007 Tentang Perseroan Terbatas (Daftar lsian Akta Notaris (DIAN IIJ). 

Tahap-tahap yang harus dilakukan oleh Notaris dalam SABH agar Pe~Seroan 

mernperoleh status badan hukum, sebagai berikut: 

l~ Pengecekan Nama dan Pemesanan Nama 

Setelah login pada aplikasi SABH maka hal yang portama kali hams 

dilakukan yaitu cek nama Perseroan yang akan didafiarkan datam data 

base. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 

Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. yang pada 

dasarnya dibuat untuk mengatur tata cara pengajuan pennohonan 

persetujuan pemakaian nama Perseroan serta pedoman pedormm 

penolakan permohonan persetujuan pemakaian nama Perseroan, maka 
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setiap pemakaian nama Perseman hams rnendapat persetujuan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik lndonesJa, 

Langkah pertama ini bertujuan untuk memastikan bahwa nama 

Perseroan ter:sebut belum terdaftar dan untuk memastikan nama Perseroan 

yang akan dipergunakan dapat diterima oleh pihak Departemen Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk melakukan proses ini, 

11ser memilih menu pesan nama dan melakukan input nama perseroan 

yang dikehendaki. Biia nama Perseroan yang di~ukan tersebut be1um 

terdaftar, maka yang haros dilakukan adalah melakukan pemesanan nama 

Perseman yang akan didaftarkan tersebut dan mendapat nomor kendali 

yang berisi keterangan-keterangan mengenai yang akan dilakukan Notaris. 

Apabila nama telah terdaftar maka proses tersebut dilanjutkan ke dalam 

DIAN II atau DIAN !II. 

Jika nama perseroan tersebut beJom terdaftar maka user diharuskan 

menekan tombo1 Pemesanan Nama Perseroan untuk mendirikan Perseroan 

Terbatas. User diharuskan mengisi data sebagai berikut: 

a Jenis Perseroan, terdiri dari: 

I) PTNonfasilitas Umum; 

2) PT Fasilitas PMA; 

3) PT Fasilitas PMDN; 

4) PTPersero BUMN; 

5) PT Peibankan; 

6) PT Lemhaga Keuangan Non Peibankan; 

7) PT UsahaKhusus. 

b. T empat kedudukan 

c. Nama Grup PT (jika ada) 

d. Singkatan Nama Perseroan {bila ada) 

Bila. data-data tersebut telah selesai dimasukkan maka selanjutnya 

ada1ah memonitoring proses pemeriksaan nama Perseroan tersebut Dabun 
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proses Jnl user dikenakan pembayaran sebesar Rp. 200.000,- yang 

dibayarkan kepada Bank BNI Cabang Tebet, Jakarta atas nama 

Departemen Hukum dan Hale Asasi Ma.nusia Republik Indonesia. 

Pembayaran ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia.90 

Dengan melakukan proses ini barulab nama Perseroan beserta data 

yang Wajukan tersebut diperiksa sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 tahun 199& tentang Pemakaian Nama Perseroan 

Terbatas. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara berjenjang dengan urutan 

sebagal berikut: 

a. Pemeriksaan oleh Korektor DIAN. apabila nama diSetujui maka 

pemeriksaan dilanjutkan kepada Kasie~ 

b. Pemeriksaan oleh Kasie, apabila nama disetujui oleh Kasle maka ak:an 

dilanjutkan dengan persetujuan Kasubdit; 

c. Persetujuan Kasubdit; 

ApabiJa nama tersebut tidak disetujui baik oleh Korektor DIAN 

maupun oleh Kasie, maka notifikasi penolakan beserta alasannya dikirim 

melalui email Notaris yang bersangkutan. Jika penolakan lebih dari 2 kali 

maka terdapat 2 akibat hukum bagi Notaris yang bersangkutan, yaitu: 

1. Notaris mengiritnkan surat penghapusan nama Perseroan Terbatas 

tersebut. kemudian transaksi sefesa.J; d'an 

2. Notaris melakukan tahap pengecekan nama dari awaL 

Jika nama ditolak kurang dati 2 kali atau terdapat kesamaan dengan 

Perseroan Terbatas lainnya. maka Notaris dapat mengirimkan surat 

w InOOnesia (c), Perature:n Penwnnlah Repuhlik Indonesia Tentang Jcni;; dan Tarii Atas Jcnis 
Pcnerimaan Ncgau: 13uk:an Pajak Yung Berluku Pada Deparlcmen Huk:um dan Hak Asasi Manu.sia 
Rcpublik Indonesia, PPNo. 38 Tahun2009, LN No. 77, angk:A J. 
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pemyataan tidak keberatan nama dari Direktur Perseroan yang namanya 

memiliki persamaan dengan Perseroan yang akan didaftarkan, surat 

pernyataan satu grup dari Direktur Perseroan induk atau perbaikan nama 

Perseroan. Kemudian diJanjutkan dengan disposisl Badan Hukurn dan 

pemrosesan surat oleh tim Customer Service. Setelah semua dilakukan 

maka nama Perseroan tersebut akan dicek secara bertahap oleh Korektor, 

Kasie dan Persetujuan Kasubdit. 

Sarna seperti proses diawal.langkah selanjutnya adalah memonitoring 

proses penggantian nama yang telah dilakukan, apakah nama Perseroan 

ten;ebut dapat diterima atau ditolak oleb Departemen Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia. 

Setelah itu Notaris diharuskan membayar biaya PNBP serta mengisi 

pembayaran tanggal PhTBP tersebut Apabila proses pemesanan nama 

Perseroan yang teJah diterima meJewatf bates waktu 60 (enam puluh) hari 

sejak nama Perseroan tersebut diterima maka nama Perseroan alum 

terhapus dengan sendirinya oleh sistem apabila telah melewati masa 

berlakuuya. 

2. Pengisian Data (Pra DIAN I dan DIAN I) 

Seteh.r.h pemba.yaran PNBP telah sclesai dibayarkan dan diisi tanggal 

pemhayaran PNBP pada sistem maka dilanjutkan dengn penglsian Pra 

DIAN I. Proses ini dilakukan dengan melakukan input terhadap data 

pemerom ke dalam DIAN yang telah disediakan oleh SABH. Selain 

memuat data perseroan, DIAN juga mencantumkan syarat-syarat yang 

mutlak hams dipenuhi oleh pemohon. 

I'm DTAN I (Prasyarat DIAN l) adalah proses lanjutan yang harus 

dila!ui setelah pengaj uan nama Perseroan dan sebelum tahap DIA:_'\i I 

Pada tahap ini diharuskan mengisikan tanda "centang" pada dokumen

dokurnen yang harus diserahkan ketika memasukkan dokumen fisik 
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Langkah-langkah yang barus dilakukan dalarn lliltuk pengisian Pra DIAN 

I yaitu pertama-tama pitih menu Pra DIAN I kemudian pilili nama 

Perseroan yang akan diajukan dalam proses DIAN I kemudian 

rnemasukan tanggal akta pendirian dari Perseroan tersebut serelah itu 

dalam tabap ini data-data yang harus di!engkapi diklasifikasikan menjadi 

liga bagian yaltu 

1. Prasyarat Wajib, yang terdiri dari: 

a Salinan aktapendirian; 

b. Bukri Pemhaayaran Biaya PNBP untuk pengumuman 

dalam Tambahan Berita NegaraRepublik Indonesia; 

c. Bukti Pembaayaran Biaya PNBP untuk pemakaian nama; 

d. ·aukti Pernbaayaran Biaya PNBP untuk Pengesahan; 

e. Surat Keterangan Alamat Lengkap Perseroan. 

2. Prasyarat Kondisional (yang harus dipiJih salah satu ), yang 

terdiri da.ri: 

a Bukti Setor Modal (Sura! Pemyataan Telah Menyetor, 

untuk DIAN 1); 

b. Dalam Hal Pendirian Perseroan dari CV rnenjadi PT, yaitu: 

Neraca Akhir Perusahaan Yang Dibuat Persoorangan, 

Fim1a atau CV 

c. Dalam Hal PeoyetoJ<Ul Modal dalam Bentuk Blll1ll1g 

(lnbreng~ yang terrliri dari: 

o Hasil Penilaian dari Juru Taksir (Appraisal). 

o Pengmnuman da!am Sumt Kabar Harian. 

3. Prasya.rat Opsional, yang terdiri dari: 

a. Salin an Akta Peleburan, 

Apabila Pendlrian Perseroan dilak:ukan dalam rangka 

Peleburan 

b. SK Menteri tentang status badan hukum Perseroan, 
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Apabila salab satu pencliri adalab Perseroan 

c. SK Menteri tentang status badan hukurn Yayasan, 

Apabila salab satu pencliri adalab Y ayasan 

d. SK Menteri tentang status badan hukum Perkumpulan, 

Apabilasalab satu pendiri adalab Perlrumpulan 

73 

Setelah selesai pada tahap Pra DIAN I selanjutnya memasuki proses 

DIAN I yang merupakan tahapan terakhir untuk pengisian data-data 

Perseroan. Bila data-data yang telah dlisikan sesuai menurut Direktur 

Jendral Administrasi Hukum Uroum, maka hanya tinggal memasukan 

dokumen fisik atau mengirimkan dokumen fisik Perseroan ke Departemen 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan tinggal 

menunggu proses klarifikasi data-data yang telah dimasukan dengan 

dokumen fisik, 

DIAN I Merupakan tahap terakhlr untuk mengisi data-data perseroan. 

Bila data-data yang diistkan sesuai atau' benar menurut -Departemen 

Hukum dan Hak Asasi Man usia khus.usnya Direktur Jenderal Administrasi 

Hukum Umum. maka pemohon tinggal memasukkan atau mengi.rimkan 

dokumen fisik 

Dataperseroan yang harus diisikan ke dalam formulir terbagi atas: 

I) Data pokok Perseroan. 

a) Alamat Perseroan; 

b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

c) Jangka waktu panclirian (terbatas atau tidak terbatas ). 

2} Akta Perseroan. 

Memuat data akta pendiri.an Perseroan, yaitu: 

a) T empat kedudukan; 

b) Nomordan tanggal akta 

3) Modal (Sabam). 

Berisi keterangan tentang jumlah dan saham. yaitu: 
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a) Modal dasar Perseroan; 

b) Modal ditellljJatkan; 

c) Modal diseror; 

d) Jumlah modal di.setor; 

e) Jum!ah selurub saham; 

f) J umlah saham ditellljJatkan; 

g) Nila! nominal saham. 

4) Pendiri Perseroan. 

Berupa data tentang identitas serta status pendiri perseroan, 

yaitu: 

a) Pemegang saham Perseroan; 

b) Pengurus Perseroan (minimal satu direksi dan satu 

komisaris). 

Data ini berisikan identitas pribadi yaitu nama lengkap, 

alamat, kota, tempat dan tanggal lahir, pelreljaan, nomor 

KTP don keworganegaraan. 

S) Maksud dau Tujuan. 

SABH telah menyediakan daftar rnengenai maksud dan tujuan 

perseroa Secara umum data maksud dan tujuan ini dibedakan 

berdasa.rkan jenis Perseroan, yaitu: 

a) Maksud dan tujuan yang diperuntukkan bagi jenis 

perseroan Non Fasilitas Umum, Perbankan, Lembaga 

Keuangan Non Perbankan dan Usaha Khusus. 

b) Maksud dan tujuan yang diperuntukkan bagi perseroan 

PMA, PMDN dan BUMN. 

Setelah kelima hal tersebut selesai maka Notaris rnengklik tombo! 

"Ya" apabila rnenyetujui rlata~data yang diisi tersebut Setelah data~data 

dalam DIAN selesai maka SABH akan melakukan penyirnpanan data 

DIAN tersebut daJam sistem untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dat 

Universitas Indonesia 

Analisis Pengesahan..., Luqman Rahmadi, FH UI, 2009



75 

oleh Korektor DIAN, Kasie dan Kasobdit Jika rerdapat koreksi dari ketiga 

korektor dan pejabat tersebut maka dilakukan pernberitahuan atau 

notifikasi kepada Notaris yang bersangkutan rnelalui email dan .. kemudian 

Notaris mengirimkan surat petbaikan data di DIAN dan pemaikan data 

DIAN ternebut dilakukan oleh Cuswmer Support Setelah hal ten;ebut 

dilakukan maka Notaris diharuskan mengisi data-data kembali dari Pra 

Syarat DIAN. 

4. Pemyataan Tidak Keberatan atau Penob.kan darl Menteri 

Seteiah FIAN I diisi, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusla 

Republik Indonesia dapat menyatakan berkeberatan atau menolak 

pennohonan yang diajukan tersebut dalam SABH Bila data--data tersebut 

yang telah dimasukan mendapat koreksi atau sesuatu yang harus 

diperbaiki dapat dilihat dengan detail kesalahannya melalui menu 

monitoring. Apablla data-data yang dimasukan diterima maka pada 

halaman monitoring telah terdapat tanggal dan jam pada status DIAN 

Tidak Keberatan Menteri dan diharuskan menyerahkan dolrurnen fisik 

Perseroan tersebut selambat-lambatnya 30 hari sejak terdapatnya tanggal 

dan jam Tidak Keberatan Menteri. 

Dalam jangka. waktu selamhat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak 

tanggal pemyataao Tidak Kebcratan Menleri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia, Notaris yang bersangkutan wajib 

menyampaikan surat permohonan secara fisik beserta keterangan 

rnengenai dokumen pendukung. 

5. Tahap l)engiriman Dokumen Fisik 

Tahap Dokurnen Fisik merupakan tahap atau proses terakhlr yang 

harus dipenuhi untuk melengkapi seiurub rangkaian proses pengesaban 
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badan hokum Perseroao sejak pemesanan nama, Pra DIAN I, pengisian 

DIAN l hingga penyerahan dokumen fisik. 

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud yang harus disampai:kan 

secara fisik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Menusia Republik 

Indonesia, meliputi;91 

1. Sahnan akta pendirian Perseroan dan jika ada sa.Hnan: akta 

perubahan pendirian Perseroan~ 

2. Salinan akta peleburan dalam hal pendirian Perseroan dilakukan 

dalam rangka peleburan; 

3. Ilukti pembayaran biaya untuk: 

L persetujuan pemakaian nama; 

"· 
iii 

pengesahan badan hukumPerseroan; 

pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Repo.blJk 

Indonesia. 

4. Bulcti setor modaJ Perseroan berupa: 

a Slip setoran atau keterangan bank atas nama Perseroan 

atau rekening bersama atas nama para pendiri atau 

pemyataan telah menyetor modal Perseroan yang 

ditandata:ngani oleh semua anggota Direksi bersama~ 

sama semua pendiri serta semua anggota Dewan 

Komisaris Perseroan~ jika setoran modal dalam bentuk 

uang; 

b. Keterangan penilaian para dari ahli yang tidak 

terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran 

modal daJam bentuk lain selain uang yang dlsertai 

pengumuman dalam surat kabar jika setoran dafam 

bentuk bend a tidak bergerak; 

91 Indonesia (a). cp.dl., Ps. 7. 
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c. Peraturan Pemerintah dan/atau surat Keputusan Menteri 

Keuangan bagi Perseroan Persero; atau 

d. Neraca dari Perseroan atau nemca badan usaha bukan 

badan hukum yang dimasukkan sebagai serornn modal. 

5. Surat keterangan a1amat lengkap Perseroan dari pengelola gedung 

atau surat pemyataan tentang alamat lengkap Perseroan yang 

ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua 

pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan 

6. Dokumen pendukung lain dari Instansi terkait sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Dokumen Fisik ini dapat dikirimkan kepada Departemen Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik lndunesia Gedung Direktorat Jenderal 

Admin.istrasl Hukum Umurn, Lantai I Jt HR. Rasuna Said Kav 6~ 7 

Jakarta 12940, Selain itu. Notaris ataupun kuasanya dapat langsung datang 

ke kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bera1amat 

seperti yru1g tersebut diatas, kemudlan menyemhkan dokumen pendukung 

tersebut kepada loket tisik yang berada di loket V-VIl. 

Setelah diiakukan pemeriksaan di loket. apabila terdapat kekurangan 

dokumen maka Notaris yang bersangkutan dapat mengirimkan 

kekurangan dokumen tersebut. Namttn apabila semua dokumen telah 

lengkap dalam pemeriksaan loket maka akan dilanjutkan kepada 

pemeriksaan oieh korektor, pemeriksaan Kasie dan persetujuan Kasubdit. 

Jika terdapat koreksi dalam hal pemeriksaan dokumen fisik yang 

dilakukan oleh korektor maupun Kasie maka ada 2 akibat hukum bagi 

Notaris tersebut, antara Jain: 

1. Apabila terdapat kekurangan dukurnen fisik maka Notaris yang 

bersangkutan menerima notifikasi atau pemberitahuan Jewat email 

dan setelah itu Notaris dapat mengirimkan kekurangan dokumen 
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ternebut serta dikirimkan atau diberikan kembali lewat luke! 

penerimaan dokumen fisik 

1. Apabila terdapat kesalaban pada DIAN I, setelab Notaris mendapat 

koreksi dari email maka Notaris mengirimkan surat perbaikan 

DIAN ke loket sural untuk kemudian perbaikan data ternebut 

dilakukan oleh Customer Support. Apabila hal tersebut telah 

dilakukan oleh Notaris maka Notaris yang bersaogkutan harus 

mengisi data dalam Pra DIAN I, 

6. Menteri Menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pengesahan Badan 

Hukum Persernan 

Setelah dokumen fisik diterima ·dan selesai diperiksa. maka Notaris 

aka.n rnemperoJeh pemberitahuan bahwa menunggu proses Surat 

Keputusan (SK) Menteri mengenai Pengesahan badan hukum Perseroan 

paling lambat 7 hari namun dalam prakteknya penerbitan Surat Keputusan 

(SK) Menleri tersebut selalu lebih dari 7 hari. 

Dalam tahap menunggu Sural Keputusan (SK) Menteri tersehut 

NQtaris dapat melihat pada monitoring tahap penyelesaian sudah sampai 

mana. DaJam proses penerbitan Surat Keputusan (SK) dapat kita lihat 

dalam monitoring antara lain, penomoran Surat Keputusan (SK), 

pengesahan Surnt Keputusan (SK) oleh Dirjen, Pencetakan Surat 

Keputusa.n (SK) serta pengirirnan Sumt Keputusan (SK) 

Mulai tanggai 18 Mei 2009 berrlasarkan surat pemberitahuan dari 

Ketua Tim Rekstrukturisasi SABH, pengiriman Sural Keputusan (SK) 

melalui YT. Pos Indonesia kepada masing-masing Notaris yang 

bersangkutan. 

Selanjutnya akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahk:an 

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Ma.nusia {Perseroan n~rbatas telah 

berstaius badan hukurn). dicatat dafam Daftar Perseroan dan diumumhn 
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dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman ini 

dilalrukan oleh Menleri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu 

paling lambat 14 (empat belas) ha.ri tertritung sejak tanggal diterbitkannya 

keputusan pengesahan badan hukum perseroan tersebut (Pasal 30 UU PT). 

2.4. Analisis Terhadap Penoalan Yuridis yang Ti:mbul Diakibatkan 

Ketidakpastian SABH 

2.4.1. Kasus Posisi 

Berdasarkan pokok permasalahan di dalam penulisan ini, rnaka analisa dalam 

kasus ini ditujukan kepada PT. X berkedudukan dt kabupaten Tangerang, didirikan 

dengan akta pemdirian tertanggal 14 November 2008 di hadapan Notaris Y. 

Berdasarkan Pasal I 0 ayat (1) UU PT, permohonan untuk memperoleh pengesahan 

sebagai badan huklim diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enarn puluh) ha.ri 

temitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani. Narnuu dalarn kenyataannya 

untuk memperoleh pengesahan sebagai badan huku~ PT. X ini baru dapat disahkan 

lebih da.ri jangka waktu yang telab ditetapkan dalarn UU PT yaitu lebih dari 30 ha.ri 

temitung sejak tanggal pemyataan tidak berkeberatan oleh Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusla Repubiik Indonesia yang diatur daiam Pasal 10 ayat (5) serta 

pengesahannya PT. X sebagai badan hukum lebih da.ri 14 (empat belas) ha.ri sehingga 

bertentangan dengan Pasal 10 ayat (6) UU PT . Hal ini terjadi dikarenakan adanya 

tidak dapat berjalannya sistem da.ri SABH. 

2.4.2. Penye1esaian Pengesahan Peddirian Perseroan Terbatas sebagai 

BadanHukum 

Bebempa bulan yang lalu Sisminbakum yang kemudian berubah namanya 

menjadi SABH tidal< dapat diakses secara online. Hal tet>ebut diakibatkan adanya 

dugaan kasus hukum yang melibatkan beberapa pejabat dalam Departemen Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dibeku.kannya akses menuju SABH 

tersebut membuat Notaris sebagai pihak yang menggunakan sistem ini menjadl pihak 
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yang paling dirngikan karena tidnk bisa rnelakukan pengesahan pendirian Perseroan 

untuk mendapatksn status badan hukum. Notaris harus menggunakan sistem te.rsebut 

agar suatu perusahaan dapat memperoleh status badan hukum sebagaimana tercantum 

dalarn Pasal 7 ayat (4) UU PT dan pengesahan badan hukum tetsebut ditandatangani 

secara elektronik oleh Menteri. Berdasarltan Pasal9 ayat (!), pendiri secara bersarna

sama mengajukM permohonan pengesahm baden hukum melalul jasa teldmologi 

informasi Sistim Adrninistrasi Badan Hukum (SABH). Namun apabila pendiri tidnk 

dapat menga:jukan pennohonan tersebut maka dapat mernberikan kuasa kepada 

Notaris untuk melakukan pengesahan tersebut Dari Pasal ten;.ebut dapat diketahui 

bahwa hanya sistent tersebut yang digunakan dalam hal pengajuan permohonan 

pengesahan badan hukum w1tuk Perseroan. 

Sejak Sisminbakum dihentikan, maka Departemen Hukum dan H.ak Asasi 

Manusia RepubHk Indonesia membentuk s:uatu Tim yang dinamakan Tim 

Rekstrukturisasi Sisminbakum, Hal terse:but sebagaima.na. temyata dalam Keputusan 

Menteri Hukum dan Asasi Maousia Republik Indonesia Nomor M.HH-04JN.04.03 

Tahun 2008 Tentaog Tim Reksturisasi Pengelolaan Sistim Adrninistrasi Badan 

Hukum (Sisminbakum) Direktorat Jenderal Hukum Umum. Tugas dan tanggung 

jawab Tim Restrukturisasi in! adaJah sebagai berikut: 

1. Melakukan evaluasi Pengelolaan Sistim Administrasi Badan Hukum 

(Slsminbakum) Direktorat Jenderal Hukum Umum~ 

2. Melaksanakan pemindahan data Sisrninbakum dari provider pengelola 

Sistim Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum} ke dalam penge.lo!aan 

Direktorat Jenderal Hukum Umum; 

3. Melaksanakan pengalihan sistem Sisminbakum dari Sisrninbakum dari 

provider pengelola Sistim Administrasi Badan Hukum (Sisminbnkum) ke 

dalam pengelolaan Direktorat Jenderru Hukum Umum. 

Atas tugas dan tanggungjawab yang diberikan lerhadap Tim tersabut mnka Tim 

tersebut bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Asasi Manusta Republik 

Indonesia Tim ini melaksanakan togas dan tanggungjawab tersebut diata.'i seJama 6 
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bulan" Kemudian, Wlillk kelancaran pendaftaran badan hukum yang sedang dalam 

proses pembenahan maka oleb Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik 

Indonesia dilakukan perpanjangan waktu Tim ini selama 6 bulan berikutnya Hal ini 

sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor MJlli-04JN04<03 Tahun 2009 Tentang Tim 

Reksiurisasi Pengelolaan Sistim Adminisrrasi Badan Hukum (Sisminbakum) 

Direktorat Jenderal Hukum Umum (lanjutan)" Tugas dan tanggWlg jawab Tim ini 

sebagai berikut: 

l" Melakukan pengelolaan Sis1im Adminis!rasi Badan Hukum (SABH) 

Direktorat Jenderal Hukum Umum; 

2< Meluksanakan perencanaan Sistim Adminislrasi Badan Hukum (SABH) 

dan pemindahan data dari sistem lama ke sistem barn pengelola Sistem 

Administrasi Badan Hukuffi ke dahrm pengelolaan Direktorat Jenderal 

HukumUmum; 

3" Melaksanakan pengalihan sistem Sisminbakum dari Sisminbakum dari 

provider pengelola Sistim Admlnistrasi Bad an Hukum (Sisminbakum) ke 

da!am pengelolaan Direktorat Jenderal Hukum Umum. 

Selain itu, dalarn pelaksanaan SABH ini juga memiliki kendala dan hambatan, 

antara lain: 

L Sistim SABH 

Seperti di ketahui bahwa perangkat sistem atau seiVer yang ada pada 

SABH masih meminjam dari Direktorat data Lansdcopy dan itu pun tidak 

dapat memenuhi standar minima.[ untuk melayani sekitar 9000 Notaris. 

2" Operasional SABH 

Dari segi operaslonal, pelayanan SABH ini membutuhkan biaya 

operasional yang cukup besar, sedangkan untuk pengajuan biaya tersebut 

membutuhkan proses yang cukup panjang karena harus mengikutl 

prosedur berdasarkan lretentuan peraturan perundang-undangan" 
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Dikaitkan dengan kasus diatas, bahwa paia pendiri dari PT. X membuat akta 

pcndirian dan telah ditandatangani olen para pendiri serta Notaris pada tanggal 14 

November 2008. seharusnya pengajuan permohonan Penreroan sebagai badan hukum 

berakhir paling lambat 60 hari SCJalk alkta pendirian PT. X tersebut ditandatangani atau 

pada tanggal l3 Januari 2009. Namun yang teljadi pengesahan Perseroan PT. X 

dilalkukan lebih dari 60 hari yaitu pada tanggal 26 Mei 2009. Hal tersebut 

dikarenalkan tidak bisa diaksesnya SABH dikarenakan terkendala dugaan kasus 

hukum dalam Departemen sehingga peralatan agar dapat beijalannya Sisminbakum 

disita oleb kejalksaan. Jika rnelihat peraturan perundang-undangan yang berlalku 

mengenai Pe.,eroan yaitu UU PT, menyatakan secara tegas dalam Pasal 10 ayat (l) 

UU PT bahwa permohonan untuk rnemperoleh Surat Keputusan Menteri mengenai 

status badan bukum dapat diajukan paling Jambat 60 hari sejak akta pendirian 

Perseroao ditandatangani. Oleh karena itulah, sudah sepatutnya jika Perseroan PT. X 

tersebut bubar karena hukum d~m ilia pendiriannya menjadi batal karena telah 

melewati jangka waktu dari yang dite!apkan dalarn UU PT yang dinyatakan dalam 

Pasal 10 ayat (9) UU PT. 

Selain itu PI.X tersebutjuga telah melewati jangka waktu pemyataan keberatan 

dari Menteri yaitu selama 30 hari sejak format isian (DIAN 1) diterima oieb sisrem, 

Hal tersebut berdarnpak juga pad a pengesahan PT. X sebagai badan hukum lebih dari 

14 hari sebagaimana yang diatur da1am UU PT. 

Pembekuan sistem tersebut, menimbuJkan reaksi dari para Notaris selaku 

pengguna dari sistem tersebut sedangkan daiam UU PT juga tidak diatur secara jelas 

apabila sistem tersebut tidak dapat belja1an atau diakses karena kejadian ini diluar 

kesalahan dari Notaris. 

Untuk rnengantisipasl hal in1, Departemen memberikan keJonggaran kepada 

N<ltaris untuk dlbcrikan tenggang waktu yang Jebih dati 60 hari selama ada 

pembekuan SABH tersebut sehingga berdarnpak mengeyampingkan Pasal 10 ayat (l) 
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UU Pr.'" Namun sampai sekarnng Departemen belum mengeluarkan pemtui1!11. 

meng1lllai jangka waktu rernebut. Oleh karena itu, masalah jangka waktu ini 

menimbulkan polemik bagi para pihak. Sudah sepatulnya jika Departemen 

mengeluarkan Surat Keputusan menl!l'nai jangka waktu tersahut secepalnya sehingga 

dapat menimbulkan kepastian hukum bagi para pihak. 

Cam penyelesallll1 untuk menghindari terlewamya jangka waktu 60 hari 

sebagaimana diatur dalam UU PI~ sebaiknya jika akta pendirian Perseroan yang telah 

ditandatangani oleh para pendiri dan Notaris maka selanjutnya Notaris yang 

bersangkutan langsung mengakses ke SABH untuk mengajukan permohonan 

memperoleh status bedan hukum atas Perseroan tersebut. Hal tersebut juga 

meminimaHsir kejadian apabila Notaris lupa mengajukan pennohonan untuk 

memperolah status badan hukum yang mengakibatkan hapusnyajangka waktu 60 hari 

teiSebut 

Jika dikaitkan dengan kasu.s dfatas, Notaris Y dalam hal ini tidak melanggar 

ketenluan dalam UU Pr karena data-data yang dimasukkan ke dalam SABH adalah 

di hari pada saat akta pendlrian ditandatangani oJeh Notaris dan para pendirinya. 

Namun karena SABH tersebut tidal< dapat diakses karena adanya dugallll kasus 

hukum ter.rebut maka pengesahannya PT. X sebagaj badan hukum telah melewati 

jangka waktu 60 hari sebagaimana yang diatur dalam UU PT. 

Dalam keadaan darurat seperti ini sudah seharusnya pemerintah melakukan 

terobosan hukum melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang~Undang (Perpu) 

katena tidak bisa diaksesnya SABH ini meoimbulkan kontroversi di kalangan 

pebisnis yang berdarnpak pada perekonomian nasional. 

Untuk mengisi kekosongan hukum yang ada dikarenakan tidak diatumya hal 

sepeti ini dalarn UU Pr sudah sepatutnya pemerintah membuat suatu peraturan 

khuS11s agar perekonomian dapat berjalan lancar kembali. 

:n Basil Wawancara doogun Ketua Tim Rek!>ln.!!..1urisasi SABH, Bnpnk Freddy Haris, loc.cit. 
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2.4.3. Akibat Hokum Terhadap Para Pendiri atau Pemegang Sahatn, 

anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam l'erseroan 

Terbatas 

Pasal 7 ayat (I) UU PT, menyatakan bahwa peffieroan didirikan oleh 2 (dua) 

orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia Dengan 

demikian jelas bahwa dalam hal penempatan sejumlah saham dalam pendirian 

perseroan tentunya didasarkan padasuatu pe~anjian. 

Dengan demikian berdasarkan Pasal 7 UUPT, Perseroan dapat didirikan 

minimal oleh 2 (dua) orang dan yang teEpenting di antara rnereka sudah sepakat 

{be:rjanjl) untuk mendirikan perseroan tersebut Dalarn hal ini tidak terkecuaH juga 

bagi sepasang suami isteri yang masih terikat tali perkawinan untuk ikut mendirikan 

suatu perseroan karen a dalam UU PT tidak diatur secara jelas mengenai hai tersebut 

Sebagaimana disebutkan daiam Pasall4 ayat l UU PT, setiap perbuatan hukum 

atas nama Perseroan yang be1um memperoieh status badan hukum, hanya boleh 

dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua 

anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara 

tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut Ketentuan ini dimaksudk~ lliltuk 

rnenegaskan bahwa anggota Direksi tldak dapat melakukan perbuatan bukum atas 

nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, tanpa persetujuan 

semua pendiri, anggota Direksi lalnnya dan anggota Dewan Komisaris. 

Jika dalam keadaan normal apabila akta pendirian teffiebut tidal< di,Yukan 

dalam waktu 60 hari sejak: akta pendirian tersebut ditandatangani maka akta 

pendiriannya menjadi batai dan Perseroannya bubar karena hukum sehingga 

mempunyai akfbat hukum pemheresannya dilakukan oleh Para Pendiri. 

Namun yang teJjadi sekarang adalsh keadaan dimana di 1uar kesalahan para 

pihak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Olah karena itu, Departemen juga 

rnemberikan pengecuallan rnengenai akibat hukum yang dilakukan oleh para pendiri 

atau Pemegang Saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris berkaitan dengan 

pendirian Perseroan ten;ebut bahwa Perseroan tersebut tetap dapat mengajukan 
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permohonan status badan huku.m dan baik Pam Pendiri, anggota Direksi dan Dewan 

Komisaris tell!p dapat menjalankan tindakan hukumnya dengan tetap berpadoman 

kapada Pasal 14 ayat I UU PT dimana setiap perouanm huku.m Perneroan tersebut 

yang be!um mempunyai status badan hukum hanya boleh dilukukan oleb semua 

anggota pendiri, anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara bersama-sama 

Akibat hukum bagi pant pendtri atau pemegang saha:m., Mggota D.ireksi dan 

Dewan Komisaris apahila Perseroan tersebut belum dapat disahkan yang diakibatkan 

tidak dapat diaksesnya sistem SABH tersebut yaitu para pendiri atau pemegang 

saharn, anggota Direksi dan Dewan Komisaris apabila melakukan tindakan hukum 

atas nama Perseroan maka mereka semua berfindak secara tanggung renteng atas 

tindakan hukum tersebut Hal tersebut dikarenakan sebelum Perseroan Tetbatas 

memperoleb status badan huku.m maka Perseroan yang bersangkutan tidak berbeda 

dengan firma. perselcutuan komanditer~ a1au persekutuan perdata 

Dikaitkan dengan kasus posisi diatas~ seharusnya pendirian PT. X sesual dengan 

ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (9) UU PT, jika telah melewati jangka 

waktu 60 hari yang diatur dalam UU PT maka seharusnya P"L X terSebut bubar 

karena hukum namun karen& sistem SABH yang tidak dapat diakses dan buka 

kesalahan dari calon pendlri atauptm Notaris maka Departemen memberikan 

pengecualian bagi Perseroan yang belum mernperoleh status badan hukum tersebut. 

Selama pendirian PT. X bel urn memperoleh status bad an hukum dari instansi 

terkait, maka akan mempunyai akibat hukum bagi pendirian PT. X tidak berbeda 

dengan firma, persekutuan komanditer, atau persekutuan perdata dimana setiap caJon 

Pendiri mempunyai tanggung jawab secara renteng. Namun jika telah memperoleh 

status badan hukum maka PT. X dapat menjaJankan Perseroan sebagaimana yang 

diatur dalam UU PT. 
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L Cara penyelesaian adalah Notaris harus Jangsung mengajukan 

permohonan untuk memperoJeh status badan hukum kepada Menteri 

Hulrum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia setelah akta pendirian 

ditandatangani oleh para pihak namun dikarenakan SABH tidak dapat 

diakses secara online di fuar kesalahan dari Notaris maka Departemen 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republlk Indonesia memberikan 

pengecualian kepada Notaris mengenai jangka waktu pengesahan 

Perseroan sebagai badan bnkum yaitu lebih dari 14 hari dimana hal 

tersebut bertentangan dengan jangka waktu yang diatur dalam UU PT. 

2. Akibat hukum terhadap para pendiri atau pemegang saham. anggota 

Direksi dan anggota Dewan Komisaris jika Perseroan tidak dapat 

melakukan akses ke SABH bukan disebabkan kesalahan dari para pihak 

yaitu selama Perseroan tersebut bclum memperoleh status badan hukum 

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

sebagaimana yang diamanatkan oleh UU PT maka para pendiri atau 

pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris 

bertanggung jawab secara renteng atas peibuatan hukum yang dilakukan 

atas nama Perseroan sampai status badan hokum Perseroan tersebut 

diperoleh dari Menterl Hokum dan Hak Asasi Manusia.. 
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3.2. Saran 

1, Keadaan darurat yang terjadi pada saat sekarang berkaitan dengan 

pengesahan badan hukum Perseroan membuat pemerintah harus 

mengeluarkan suatu peraturnn dalam bentuk Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang (Pe~pu). 

2. Tidak diatwnya pengaturan mengenal lewatnya jangka waktu Perseroan 

Terbatas sebagai badan huk:um dari UU PT dengan realita yang terjadi 

sekarang maka diperlukan suatu regulasi khusus dalam bentuk Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Pe!pu) yang mengatur mengenai 

telah lewatnyajangka waktu permohonan pengesahan pendirian Perseroan 

melalui SABH. 

3. Seharusnya Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia memberikan sosiaJisasi kepada seluruh Notaris dan para pihak 

yang terkait terhadap tidak bisa diaksesnya SABH ini sehingga 

menimbulkan kepastian huk:um bagi para pihak. 
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M£NTERI HUKIJM.I'iAN HILK~I MANUSM. 
. iUiPUGLIK INDONt$ti\. : -

DENGAN AAHMA T TUHAI\' YANG MAHA ESA 

· MENTERHIUXUM DAN HAK ASAS! MANUS!A REPUBUK !NptJNES!A, 

Menimbang: a. 

b. 

bahvio!r._ PerntUia,tt Menteti Hukum dan Hall:_ ,Asu.si M~i:. }'ion:t_o_r 
M~OI.HT.O{.IO T•!ttin 2007 t<:rllang T.,;,eam P!'llgaj~ Pennoh~non 
P<nt\e>ahan Jl;idll!l HUkum dim· \>~juan Perubahan Al!s~ 
D_IISil,t, _Pcn).ampaiarr P:embe:ritohuan ?erubah8n -Anggaran O.asar_ dlln 
Peru!r.il~~ l)at;i -Ptrseronn. belum optimal Qalain mendukung . 
penirlgkatan ~~yanan adiniliistr.lsi -Pefseroail yaD_g- akutlt> cC{flit, 
eiisien, dan _erektif seh!ngg,a pedu ~iganti~ · 
bahwa berda,sarkan ~~ban.Sa.n seoagailnana dimWufi daWn hUruf 
·a, f).;:tlu_me~ltlpk:io_ .Pei-a~uran Meliteii HUkurn dHn -Hak-Asasi Manusia 
-~cntang -Tuta C_aro Pcng.ajuafi Permohonan Pengesahan -Dadan ~Ul:,um 
PerserOin. Pt-~lujuan hrubahan _Anggaran_ Oasar~ P~yanlpaian 
Penlberilahuml Perubahan Anggaran- Pasai, ·_Wiln Perubahlm Dilro. . . . 

P¢rsero:m; 

Men:gingat: L Ulid.!tris~Undati£ Nonior 40 Tahun i007 tentang_ Perseroan T-erba\3$ 
(Lcmb3ran Negara Republik_ llldonesie. Tahun 2007 No!OOI' 106, 
T-ambalum Leml:mrun-Nt;ata RepUblik Indonesia- Norilor 47$6); 

2" Pernli!NI!\ __ Pr<;sid~n ~omor 9 Tahtin 2005 tentlulg .Ktdu:dukan, 1_:ug~ 
fungsl. Swn;imur OfgariisaSi ;Iari 'tats Kerja X~im: N¢gan 
-Rt:Publik lndo-nesla sebagslmaila_ tdah bebetaJ)!A :kali diUbah ternkhli 
de:ngD.n· Perat~ni.:n Presiden Nol'Mr20 l'ahun 2008; -· 

J. Pei'attil'all Menteri Huk:um_ dan: Hlik Asasi Manusia Nom~r 
M.09.rR07.W Tllhun 2007 tentang 9r~i ~an Tntn. K~ti~ 
DepDrtemen ijukum dan f!ak_ 1\.S:asi. -M~- RP:pub_li~ to~~ 
s_¢bilgaimr::na !el.1h diub.ah._del}gari .~~~· Ment~-Hukiim_ daR Hak 
AsMi_Maitusl~ l'olo-mOrM,HH;QI.OT.OtAll tahiui 200S; 

MEMUTUSKAN' 

Mcnctapkan' PERA TURAN MENTER! HIJKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
TllNTANO TATA CARA PENGAJUAN 'PERMOHONAN 
P£NGESAI-IAN BADAN HUKUM PERSEROAN, PERSETU1UAN 
PER\!BAHAN ANGG,'\R.AN DASAR; PENYAMPAIAN 
PEMJ>ERITAHUAN PERUBAHAN AN9GAAAN OASAR, DAN 
PERUBAliAN DATA PERSESOAN; 

I 
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B~l 
KE'I1lNTUAN JJMUM 

>.· ..... / ):'J>Sal.l 
Dalam l'etl!~~ti ini yong <!imaJ<sud ~"*' . . 
t. Feisefo~' .. ·t~f}>;,rtas yling selaJljU\flXa d~b:ut l>~~o~ adalah -ba~ h~ yao_g 

melllpal;an · p;,.ekuman modal. didirlkan .. berdasatkan. pe!)wjjian, D1<1al<llklm kegihltu> 
usa{,>, dengim modal · dasor yang seluruluiya teroegi daiom $1!11~ . dan !Jlemenuh.i 
pC,rsyaxa!mJ yang ditetapkan Qalam Undaa~Undang Nomor 40. Ttihun .2007 ten!J!Qg 
Perser'oan Terbatas sertli p<:tilllltanl'el~ya.· . 

1. Sisn.h Adroinislr.jSi :iladl!ll Huknm yang selanjutnya dislngkat S.ABH adal.ah jenis 
¢iajtnnon yeng diberikl!ll l<epoda masyaxakat ~ proses pengesoban bedan llul<um 
Pirreri>a!l, (>erriberian {lersetujUan .peilibahan -Mgganm dasar, J)enirim.Jlan p'emb¢rltahuan 
pe_rubaha:n anggaran _dasur, -d~1_ pC:rub~hrut dit~t- Pet~i:o~ se·rla penibcrian )iiformasi 
[~y;t ~cara ·eJeh.~ronik. yang disctert&g?JUkW.\ oleh DirekJorat Jt:Dderal AdmiD.iStr:Ssl 
HU!:Wn Umurn. · 

3. Data Jsiar; Akta Noll!ris yllllg selanjutnya dislngkat DIAN adali!h format isilm yang 
dl!illi:ubn secor> eleldronik: . · . 

4. Data !sian· Aktt! Notaris I yanpelanjuonya disinglwt DIAN 1 adaltih fonnat isian upfllk 
penn_ohonau peng;sribaO _status:lla4an flllf,."Utn ~etse:roan. _ 

5. 'Da!a.l>ian Al<!a Not!>risll yang SO!lu)jutnya disingkat DL',N ll adali!h format isian WltUk · 
pcfm9l111nan persetUj~ perubahan· anggaian dasaf Pe~roan. 

6. Data !sian Ak!a Notari~ II! yang selanjutnya disingkat PIAN ill adaltih fotnllll isian \llliUli. 
penyampaian patnberitahuan paro'baban llllggaran dasar dan peruliahan dl\la Perneroan yang 
di'Najibkon oleh llndan!Hindang Nomor 40.Tahuh 1001 tentang Perserollll Terbatas. 

7. RVPS.adaluh:Rapai'Uil!uro .P<megang Saham. 
S. Menleri adaltih Menterl Huk\uh dan Hak Asasi ll!fanusiu Repuhlik Indonesia. 
9. Pejabai yAng-Oltunjuk adalah Dire~ Jcin{:leri!l Ad!Ilinlstrasi HUkun_1 Umffin, 

BA!lli 
P.ENGESAHAl'< BAJ)AN llUKUM.PERSEROAN 

Pasal2 
(l) Pennriho~:penges'- badan huku~ Pmeroall di_ajukanoleh- pendiri at~u notaris kcpad<1 

Menteri ·at au Pt.)itbat yang DitunjUk, 
(2) Dala•u ~ pandirl -t~~ m~jtikan. senrlirL ~nnbhomm ~bagaim_llna d.im(lksLid padu. ay;1t 

(!), pendiri lwtya dapat membed k'Uasa kepada.notaris. · 

. . . ~3 
Pennohorian sebaga.illlOrul dimaksud dalant Paso! 2 diajuklm olch .~ atau notaris mela!ui 
SABH ~ngan eara.mengisi DlAN I setelah penl!lkaian l!;tn'la disetlliUl 0!eh Mentqi at.uPe:jaba1 
yang Ditunjuk dan.dilengkapi keterangwr !1luhgenai dt>kamen pendlllan:ig. · 

Pasal4 
(I) Menterl atau Pejabat yang Ditunjuk dapat menyatakao tidak berkeberntan atas pennohonan 

at~u menolak permo1tonan yang diajukan sebagain\allll dimaksud dalam Pnsil2. 
(2) Pemyataan· ti<fak berkcbenitnJ.i ata_\l pen6lnkan ~bagainuu\11 dimakSud pad a ayal (1) 

diberitahukBn la,igsung melalui SABH. · 

__ ; 
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. Pasal5 
(!) Jika PWl t¢bagaimana dinlaksud dalam l'B3al 3 ay1!! {1) dan keteran&an m•n.genai 
~ P!';)il<k»'nl! tOi.U. seSUil ~C..gan 'lfe\f:ntwu\ p~. JlC<Ull~uru!aogan, 
Mentl:ii' )l.~au>Pejabat y~ng Dituo)uk lalipc iruin.}'allli<M tidal!: berke1lemtnn. AI&S 

(2) r.i~;;;,~";!~~\:~juliim penuobQnanwl\lib ~pailoo W...,a fisik s;uui· 
perii\dilq~ Y!I\'IJ! dilampiri dOkunt~ p<odukul\~ dan dlbuktiknn d- lal¥1•• tconmo. 
dahuri · · wr,J:Ill paling lambat ~0 (Iii!' puluh} bari. !oi:hifung sejak Uinggal pemyati!Jln tldok 
!Jor.keb<:i'atim scbag.aiml!ll4 diroaksud paduyat(!). . . 

(3) 1\U.'.~ua parsyaralal) sebasaimilna dilriaksud pada ayat {2) relah dipenubi ·~"""" 
Ielitll>liP. · ;!alam wal<tu paling laml>at 14 (empat bolas) l,.rj, lyl.~ori illau l'e)ubat yanll 
tsii:i4l]ukiuenetbhklui ke_putuStm tentnng ~gf.stiban ~ huli.lm F_meroan; 

(4) Keptltuian wntOI)g pangesohan. badun 1\ulrum l'erseroan sebugalm!m• dlltiaksud pllda 
~yit'(3) ditandtUM:gwli seqnra elek[rotJik . 

. Pasal6 
(l) Apab11a \lalam J,atas walctu 30 (til!".puluh) !tan fisik surat permobonan YI!IIS dilrunpiri 

dQkutnen pendukung sebal!"rmana. dimuksud datam Pasal 5 ayat (2) tid!~!< dlsampaikan, 
Mentetl ~uau Pejabat ·yang D~tunjuk" l~ugsung memberitahukttn- hal ~Cfseb!Jt _kepada- pendiri 
~tau p.ptariS· ·n1.cla1Uf SABH. dan pernyauWl,_ tidak. he_rkebCiatM Sebagaimana dinia:~~q 
dalain l'asal 5 ayat (l) rneJljadi gugur. · 

(2) Jil;.a pendid atil~ .n<liaris dapat membuktiknn tclab Jpell)'ainpoilam secw:a 1\sik surat 
~9honan yaug dilnmJ?iri dokumeu ·pendukwig- dalam ~ waktu ~gainlana 
-or~ do.iam Pasai-S a)iat (2)) m~a perYntaan ti.dak berkebe. tldak IDenjadi.gUgur. 

(3) Pendiri ajnu notaris scbagaimana dimo.ksud pada ay~t (2) nicn)iiunjll!ilcaa ~ fisik surat 
permohonan kedua yang:- dilarupiri- _dolt. moen, penduk:Ung dalam ~ -paling lambat 30 
(tiga puluh) hail tcrhitting sejak -tailggal pemhecltahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
Q~ . . 

(4) Dalam bal peryataan <idak berlrebe;.tlan gugur. pendiri atau notoris sel>Qguimana diriiak:suil 
pllda aY.,t (!) dapat meng;tjUkan J:emba)i pett110bal1an until!( mempero!Ob i;"aplll\l$llll 
Menteri nlelalui cam sebaguimaoa dimaksud dalam. Pasa!J ayat (!} aengan mempedtatikan 
kettmtu~ batas waktu 60 (cnain puluh) _hari terhitung sCjak ·tanggal a¥;ta ¢ndlriaQ-. 
di~tanganL 

(5) Dalam bal pennohorum untuk n>emperolelt KepulUSBJ'I Menteri tidak diajulam dalam 
jangka \l..'ak.'t\1 60 (enan\ puluh) hari terbitung sejak _uuiggal akta pendliian_dit_andatangani) 
muka alru! pendirian menjadi baial i<rhitwtr, ~uk lewatnya jangka wakiJJ teraebut dun 
Pers:eroan yang-_ betum memperoleh status badau tlUkum bubai karena hukum dan 
pembcresaollyadil•lmkan oldt pelldirl. · 

Pasul7 
Do<umon p<ndukuag sebagaimana dimuk""d dalam Pasal5 ayat (2) meliputi: 
a. """"'"'ukta pond irian PerseroM dan jika lldu salii\an ukta perubabM pendiriaa P~; 
b. sa)man ~'lll paleburan dalam hal pendirianPer:i6roan dllukukan dalam rangkapcl¢buraa; 
c. l>ak!i pambayarlll> biaya uo!>lk: · · · · · · · 

l. _ m~n;tptroleh Pe~iujuan pen)akalan nama Persero_~; _ 
2. memperoloh kep<Jtuson pengesail$ blitlliil hukum Perseroaa; dan 
3. . penguruuuum dalam TambabM Berita Negans Republik Indonesia. 

d. ~ktt setor fuOdal Perser:oan bcrupa: 
l. .slip setoran atau keiemn"gan bimk at.os lla.t\ta Persero_ru)·atau rekening he:rsama atas 
n~ _ _para fen4iri atau pemyataan teJ~h menyetor mQQal -Perseroan iu1g 
-dirandatangam olch ~ua JtPggota_ Direksi bc.rsama~Sama semun pendiri' serta semua 
anggota DeWal) KoPlli;ariS Pen.1e!6an, jika_ setomn_fuodai da(am. bentllk unng; 
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2. ketO~ penil~taq dari ah]i )'llllg udal; temtililis! alati bUkti: pemb~l~ biUlllliiil:<i 
~9iiri:~M&1 .dalam b<intUI<: lain lli'iain imjlg yong msertai.pongun,uman dalal'tl surat 
>i;!J{ai'jilll!$er<lr.ndaiam.bentukbondii~bergel'ak;. . ·, . . 

3. 'Peiiilul8if P<merinl$: dalJ/o\llil surat kepiilusSn Menteri ~ blls• Pexsoman j(<'•'·.u.·.. . ' 
4. _::n~~ta~t ~meroou atau ne~_- Qari ~an ~?lia- hlikan badan lUikUn\ ._yang-_ 

':~ukkan-seb0.g.ai_set9rat)-m~at _ _ : · 
slJ!lli !i,<1t•ringan ~I IIi nat i~ngl!;ap Pets~>roan dll!'i pengelola gt<lilll&alitl! sural jlem~~~~ 
ten~~ a!;u'llllt Jengkap Pw;-erOt!n y.ng ditarnla~[ <~l¢h semua anggoto DtreksJ 
b<riiiJiia,>;nna semua pendiri scmscniua ang~ota DeWim·Komisaris l'ersero!ll!; dan 
dot.u.n.n' penduk1Jilg 1\\ln dll!'i instansi tetkait scsuai. dongan peratuian perundw)g
Undartgan. 

BAJJ.!ll 
PERscl'IJJUAN PERUilAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN 

Pasal'8 
(I) -_Rerubiuum anggarart d_asac terti:riih ~arus. -~eridapat -Pcrsetujuan Menferi Jitau Pejiibat yang 

Ditunjuk. · . 
(2) Perubahan nnggara11 da51lr tertellt\1 Sebat~iil,lW dimak.sudj)aP_tfayat (I) meliputi: 

a. ~a..Pe·rseroan danlataU teropat ke9udukanPcrsetoari; 
b. ~~d dan tuju_an ~cna-kcgiatall usaha Pei'SCfoan;-
c. jangka wak:tU htrdirlnya Perseroan;-
d. b'esa.m}'a modal dB.Stlf~- - _ 
e. pel)gurant;an modal diteropatkan d!ll'i iiisetor;"dru:tl$n 
f. starus Petseroan- yang cemuup-merijadi'Perseroan Terbllkl;t.atati Sebaliknya.. _. 

(3) Pcru~an anggoian dasar seb2gwmana dfmal:sud pada ayal (2) dlmuat atau dillya!akan 
da1Wn akta 11ol9ris daian~ ~~sa ~a~nesia. _ _ _ 

(4J Perulmban anggilran dasar ynng tidal< diJllunt dn\run okta bedta acan~. rap•,t'l'll11& dibuat 
nowis Mills dinyillakan d>iNu akta notariS dalam wakiu p;ilfug lambat 30 (liga pUiull) bari 
tcmillmg sojal; tanggal kepurusnn )tUPS. 

(S) Perubt!han anggaran dasar tidak boleh 'dinyatakan d.1lam aktit ootru-is setelt!h lewat bataS 
'Yflklu 30. (tiga puluh) hari setiagllimat)a dimakSild pada ayal (4)c 

(6) Pcnnohonan persetujuan peruballan anggaran dasar terlenru sebagaimana dimaksud pada 
aya,t (2) diajukan kejlada Menteri_ a_tau -Pej~llJ YanG Ditunjuk,_ daiam wakt:u paling lam hat 
30 (tiga puluh) .hari terhifung sejak Utilggal al<ta notaris y•ng li:)emuat perubahan anggarnn 
dasar. . 

(7) Si:telllh lewat batas waklu 30 (tiga piJluh) hori sebaL'llim.ana ditnaksud pada ayat (6) 
p..,.ohonan perse!U)U!ll! perubahan angl!"ran dasar tidal< dapal diajulau! kep<iila Menteri . 
afuu l'ejabat yang Ditunjuk. · · 

. P.asa!9 
Petmohorinn pers<:tujuan perubt!han ang(!nran dasar terte.otu P"""""an ~ru..na dimaksud 
dalarn Pasa!S ayat (!) dt!n ayat (2) dltljukan ole!> notai;s melolui SAJ3H <leilgan cora meugisi 
DIAN ll dau dileugiolpi katerangan roengenai dok\llnen peudui<:Ung. 

l'asallO 
Dalam ba!J>em1ohonan persetujuan perubamn anggaran dasar sebagalmana <limaksud daiam 
P~i 9 menyangkut jug? men~•""! pe':'~ahanna:na l'erse.roan. n>aJ:~ ~emwhOl1tlllJ1Cle•tlliuan 
dia;ukan setelah pernal<man nama dJSetu;w Meruen ntau Pe;abal yang dttunjukc 
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. Pasalll 
Ketentuan scll~s~i~\lina dimaksud dlllam ~Uat ( Pilsol 5, dlln Jlasal 6 ml>latis mutandis hetlaku 
juga untuk P"!l!\aJ~ajt.pelmohonan Jl<:!SO!Ujuon.pmbaban ·!lnggoran dllSlJI'. · 

-.:-~:';.\)'';• 

. __ ~- _.:-'·· -- Pasall2 
Di.lk~rh~tt~_i~~Uk~a.-p_ermohonnn persetuj~~i.P~iubahan anUamn dD.sar n·u;;liJ>1lti: 
a. Salituil1-at~ia_ perubahati. _a.ngga:mn dasrir'Pers~roan;: · 
b. Nomor'Pokok Wajih Pajak (NPWP) yang.~lle!llll!Sasi aleb notacis: 
c. ~~i~riibayaranpermOIWrum·p~ttljwm:-p::r:ubahim~~llfl das.ttr; . • 
d.. bu)(lij>Ombayar.m pengllmuman dalllt!\ TambnbanBentaNeg!!Ill Repuhl•k JJt(loncs;a: 
e. bUI.ii setor mOdal I'erseroan dari bank atas nama Pe_.,lin atau noraca Pe<;>eroan jika 

Mba.bfll'l.nngga~n dasunnengenar ·penti1gk6tati n\o·da~ 'Pe_~u~ 
f. pi:niluJnuman &lam Sl.ll11t kabar jika perubohan angganln dasar mengenai penglll1lllgan 

~I; . . . 
g. Sunit keterangan- a)arual lerigkap 'Peiseroan tlaii pengelOia. gedung :ala~ surat pe_myataan 

tentang- 8.trunat lifngktip PcrscrQan dad direksi Petscroau jika 81amat leJ).gkap .Pecierdlin .. 
berubah;_ dan · 

b. dokumen p_eqdu~-ung lain dari-instarlsi·tctkait _scSllai_d~gan peraturwt penindang:~u®an~: 

llAll.IV 
PEN)' AMP AlAN PEMBERITAHUAN PERl,JBAHAN ANGGARAN DASARPBRSEROAN 

DA!'lPERUI.lAHAN DATA PERSBROAN 

Pasall3 
(I) Perubahun ailggaran dasar Persoroon .sci a in sebagaimlll1a dlmakaud dlllam P..;al. 8 ayat {2) 

diberitilhukan qreb notaris kepilda Men~~ atau P~ibal yang Ditllnjuk. --
(:1) Peru)>cllan ang~ d"""' sebagaimana dimnkaud padii ayat {1) dlmuat a tau dinyatakan 

dalam' al"'ta-uQtariS dalam_baha,sa I®onesia, - -
m Pemberitalmnn pc<1lhal\an angg.;.,, das>r sobagaimal)a dimaksud pada ayal (I) 

dis;unpaiklin dalam wal..~u paling lombat 30 (tiga puluh) had terhltung sejak tanggal akta 
tititruis y~ng-meJ_\iU!lt ~bahari ariggll.tan daSar, 

(4) Apabila batas waktu 30 (tiga puluh) bari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telcll 
,terlampaui, pembedtabuWI perubcllan an!lllaran dasal' tidak dllpat diSampai\:an kepuda 
Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk. 

Pasal!4 
(1) Dalw!> iml terdapot perubaimn duu. Persero&t,.maka perubaban dato terscllllt dih!:ritahuklin 

olch notaris liepada Menteri alllu Pejabat yarig Ditunjuk. · · 
(2) Da<a p..,.roan scllagai>nana dimalisud pada •Yilt (1) mejiputi: 

•. . perubabl!ll nama peme~aog.,UU!Jndan Jmnli>li sahanj yang d!millkinya; 
h. peruba!mn """"' ruiggota Dirf;!Ui duti/o!au Dewan K0i4isari•: 
e. Pl:ll!bahan l!l:in)atleogkitp Perscroan; · 
d. pernbubarai1 Perseroan; rum · 
e, b~ya-s'tatus Juidim hukutn Jro.rena hukym ~,tkibat peilggabungan, pcleboom; dan 

pemi.,U.an murni •. 
(3) · Dalam bal perubalu!n .data Pemeroan mengelll!i telnh beml<himya proses liknidasi, maka 

petubtilian data tersebut ·oiberltai>Ukl\ll oleh likuldator kepado Menteri atau Pejabat yang 
Ditunjuk:. · · 

( 4) Da~~ !tal p~bab"'! data Perse.roan si!bagaimana dituaksud pad a ayat (2J memedukan izin 
d~! l~'?St te_rkatt, pemb~tahuan kepadn Menteri atim Pejahat yang Dltunjrik 
d•sarupatkan dillam \Vaklu. paling lam bat 14 (ompal betas) hari terhjtung sejak iilngga!.izlti 
tmcllul diterbitkm). • · · · · · .· · · 

L---·· 

I 

Analisis Pengesahan..., Luqman Rahmadi, FH UI, 2009



' ' : ', Pas:ill5 •. •· 
P~mberitalt~i>~l»ha•t ariJ!ganin dasnr Sllbagaimw difu.j<sud dalam I'Jj;at IS dan.perubaban 
dam Pe~:'>i!)lagaimana dill~Aksqd .dalam Pasal l•fgiajokart h1alalur SASH doogao cera 
monglsi QJA!\fllldan.dilengk•pi keteinnll'!n·· mengcnai dQl<Ul))Oll.pend~kull!l, 

. . Pasall() 
·KetentuBri·SC:bng,aihuma diluaksud:daiam ~i A. ·Pa;sal _5; dan-:pa$al 6 mulatis Jllu\~is ~rlaku 
juga.- u~t\ik : pr.:nyampstan -pemberitalm<a:Q pefubri,hai1 -- ~n~aran. d~ dan :p~bal~au duta_ 
Perseroati.-

Posall7 
· Do1:illnen peodukung perllberi!alnlau peri!j>ahan ant;genui. dasar melip\lti: 
a. •aliruur<tlcta peruballan anggamn dlisllr P<I$Cr0on; .. 
b. sali!IOJl aktit ponggabungan bagi peruballai! an~SIIll!h da$ar yang tidak n•emerll.lkall 

~rSetUjUan;- - _ _ -
.c. bukti pembayaran pengu111Un>an dalrunTambalum: Berila Negara ~ublik Indon«Sia; 
d. bul-ti- -sCtor m-odal dati bMk alllS --nama Perseroan atau _ne~ea: _Pe®Qiin jika- -perubaban 

ru:iiiSaTan·d~_mengcnai penlQgko.tap modal diiempatktin-datl disetor d;Uam 11lj}gka ii19dlil 
dSsar; dan - -

e.. dokumen pendublng lain darl ·iustunsi terkail sesuai __ dengan Pctaturan _ptrundang
u~dllngan. 

Pasall& 
Do l-umen penduktllig-pembciitahuaJ) perulmban (!a1a PerSeroan -meliputi: · 
a, pe_rubaha.J) narrfn pc:megang. saha.'ll 'befl!"pa s:tlin3;11. al..-la perubah_an- nama pemcg_an_g saha~n 

da.njuml~h-saham yang dinillikinya dile1_igkapi dcngan akt.irpemind<$an.hak aUcl saham. 
b._ _pcrnbahall-SUSllnan oanli\ anggoia,.Di~i .dan/atati Dew:~tl K.om_~ari$ _bertipa _sa_litl~ akta 

per_uba}tarr- natl)a anggOta. Dircks! danfatau Dewan KQlll.isaris d_ilcOgkaPi: dengan Berita 
Aeara RIJPS atau notu!a RUPS ruav keputUSI!n pemegang Slihtmi di luatRLJl>S. . 

c. .perubaluiti, 3.lamat lengkap · Per~c:~n berupa Surar k<;+~gan alama~ -lenglg\p -dari 
peogelola gedung alau SU!lll pom)'ataan tentang alaru•t Jengkltp .Perneroan dan direl;;i 
P~rseroari. · - - ---

d. pembqb~ PerSeroan berupa: 
t. Berita Acara _!\UPS atau not~la RIJPS datt PCil!lumuman pembubarail ~alam surot 

kabar, jikaj>e,.eroanl>uber berdasarkan kepulUSOI! RIJPS; 
2. Berifa Acari! RIJPS atau nonlla RuPS, jika .PC!Seroiln berl<hir l<arenajangk/4 wall;tu 

berdicinya Perseroan ynng direr.pkll!i dalorn Ollll!WM ~ telilh berakiiir; · 
3. penetupa,n pengadiflin,jika Perseroan bubar betdUarkBn,penetAp8n }lengadilan; 
4: surat :ki!temnw;m dari 1ikuid!'t6r y;mg -ro~yalatin ha.ria-.P4]lit Pm~!lli.:.ti~lccukilp 

untuk tnembayor biaya kepailjtan, jikn Peiseroan J;>u],ar peng.n d.ii:abutnya !c<pailltim 
berda:;arkan putusan pengadilim niaga yang Ielah mempunyai keknatan bukum yang 
to!np' 1 ' " 

5t surB't kete.rangan dari frurator yang me~lya~_ -~wa ~~ -yang. telah 
dinyatakan pailit ba<ad• dalaill kea<laan i)lS(ilvensi,jika. I'erserolln bubar katerio b~rta 
peilit Pe..,ereon y;mg Ielah dinya!al:'au peilit betadacdalan1kead!ian inrolvensl; atau 

6. sUral k¢terang~ dllri im.:~si Yltlll! menctthut -izilt -usB'ha Perserban) jika Pers'eroim 
bubar karena diCab~tJ.tya izin usaha Pcrseroon. , - · -

e. berakhimya Stntu.s badan bulrurn_Perseruan ~arena' hukun:l berupa: 
L sallnruvakla penggabungM;jika tetjudi peuggabungan; · 
2, salinan al.~• pelebuUI!i,jil<a te.~adipelebut.Ul; atati · 
3. saliniln akta pemisabao, jika tetindi P.,misaba<i. 
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--. ·. f f. teJail~~~ijny(r,proseslikuid_~iJ?~erom:berup;l~/--. . . _, _ _ __ .. ,_ . 
1-. ~~1)~tihtit~tl9-atilik':'i4tltor, ~~~ kpr:,1tof mt:nl\e'nat pertan.g~nwa~vaban hasd aktur 

:jli~se&,Ji~uidasl dan ~ilgumuma:u_ daHun ~~f kabat mengenat pelw\a.Saf)_ -d~t~ 
·_:_~lpebasan:kepada lilfu_ide.to! at au ~ur~_~r; _. _ . __ . . . 

2. <:~&t#num~ daltm1· S'Qrnl .ka\lar" men·genai hasiL pc!_Qggabungan, pelebJJtan. ntau 
: pihrtisahan. 

. Pusa! 19 
(l) DlA'.'I J, DlAN If. dan DIAN Ill .Obagainuma dimaksud dall!ln Pa.sal 3, Pasal 9, dan 

P.isal i 5 sebagaun"'"' terc!llltum doilllll SABH scbagai sa!;U kesatuan sis\em. yims 
dltttapk;lll oleb .f'ejabal.yMg Oituilj~k, · . . · . . .. 

(2) Dal.am hal odanya perubahan DlAN. I, DIAN II, <!an DL:\N Ill maka porubabllll tersebut 
baius mendapatkan persetuj!WI Pejabat yllllg Ditunju)<. 

BABV 
KETENTIJAN LAIN-LAIN 

Pasal ~0 . 
(l) Notaris )'an_g· wil3yah ketjan}'a bilum mempunyai jaringaf!- elektronik: ataujar~ngap. 

ileh."troniknya. tidak <fapat digi.luakan ycmg diuirlu1li~n ,resrrii: oleli- pCmerinta.h _Rbpublik 
Indonesia dapat l'nCilgajukait pennoltonan pcngesahan badan bQkum -Perseroal\ 
sebUg!!iuianB dirnaksud- pada -Bob n, permohcmail ~ujt,laii jn!ruballatl noggarau dasiU: 
sebagaimana dimaks:ud pada·]3ab ~il, dan -peny~~pai~ pemberftal!uan perubah~n al\ggaran 
dasar Pcrscio;m sert_a -perubaha.tl da.ta. PcrseroM -se~gaimann. dimaksud pada ·Ba)? IV _secara 
manual. . -

{2) Pennobona:u sebai:nirhana dirn.aksuQ.padaayaf (1) dil~~: 
a. rlokumen penduk-vng-sebagn.imru.in-dime.ksud dalarri-Pasal 7 • .t)asal 12;.Pasal-l1 atau 

?::::sal Ia;' dan -
b. surat keterangan dari Kep:da Kantor Teiekot'llunii<IISi {I'T. Telkom Tbk) setempat 

yang menyatak:m ba)twa wilayal\ k<llja notaris yang bersangkutm belum !C!jan~ 
fasiiitas ii1u!met. -

BABVl 
KET!INTUAN PERALIHAN 

Pasal2l 
Poda saa:t .Pettituran lyienteri il1i"-rnulai herlaku_ pengaJu<¥1_-pennohon<m·p~ngesahfw. ®dan:.hukum 
l'erseroon yang di)akul;Jin olelr pe0~iri tetap dilakukiul oleh notaris seliiku kuasa pendiri smnpai 
dengan terbentuknya.SABH Jiliusll$tlll!Uk pandiri. · 

. BAll VII .. 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal24 
Pada saat _·Pcraturan. Mentcfi ini mulai bcrlaku., ·l)eraturan !vfenterl Hukum dan Hak Asas:i 
Mnnusia Nomor M-ol.HT.OIJO TehWl 2007· teittaol! Tam Cara Pengajuan Pcrmohonan. 

· Pengesehan lladatl Hokum dan Persetujuau Perul>ehan Anggoran Dasar, PenyatilplliWl 
Pemberi!ehuan Perobehau Anggaran Dalar dan Perubaba:n Data Perseroan dieabut dan 
dinyatai<an tidak b~laku. · . ' 
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_· ' ' . 
,• . . .• PI!Sa!23 ..... 

-P'eraiuni}iJ·~i~Uieri. ini ruuh1i .beda.ku pa4~~\i\-nssal ditehipK:an. 

Agar- sili:i~'-ornng _ mc;ngetahuif\ya. ri1titl_~ri-ntnhkef} peniiundangan Peraturan · Men,eri ·in\ dengan 
pe:ne~pii!Mya dalam Betha Negara. R~JlUblik lndonesi8.; 

Dit~tapkim di Jalalrta 
-_.p~datanggal '6 P_e·bru~r·t -2Q_09 

.J> MENTBRI HUKUM DAN HAJ;.ASASI t>IIANUS!A 

D~Und_angk:m dl" Jakarta 
pada .taQggal ,., 

.REl'OBLJK fNDONllSlA, . . 

AND! MATfALATIA 

MENTI;RIH~~~~;~~~~~~l MANUSIA 

AND! MA Tl' ALA ITA 

B~!T i>. NEOARA REPUl3LlK JNDQNES!A TAHUN 2009 NQMOR ... 
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MEN"rt!>Rl HUKUM DAN HA.K ASASl MANUSlA 
RePUBUK INDONESIA 

KEPU11JSAN MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
RBPUBLIK INDONESIA 

NOMOR: Mlr!M4.IN.04.03 TAHUN 2008 

TENTANO 
TIM ll.ESTRUKTURISASI PENGELOLAAN S!STEM ADMIN'ISTRASI BADAN HUK.UM 

(SISMINBAKUM) DIREKTORAT JENDERAL ADMIN'ISTRASI HUKUM UMUM 

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASl MANUSIARBPUBLIK INDONESIA, 

Menirnbang : a. Babwa Pengesa.han Oa.dan huk:um perseroan terbatas yang meliputi pengesahan 

Mengingat: 

al..ia pendiria.n perseroan terbatas, persetujuan dan pelaporan akta perubahan ·-·-~-~-
lll'lggaran dasat perserQan tetbatas yang dllaksanakan meWui Sistem 
Admintstrasi Badan Hukum (SISMJNBAK.UM) sebaga.imana din1aksud dulam j. 
KeputuSD.D Mentert .Kcha.k.iman dan Hak Asasi Manusla Repuhlik Indonesia : 
Nomor M-O:S.HI'.Ol.Ql Tahun 2002 tanggal l2_)uli_ 2002 selama lni ' 
dilaksanakan dan merupakan wewerums Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Mnnusiu R{';publik Indone~ill 

b. BahV{a bcrdasaxlom pasal _9 Undang Undaog Nomor 40 Tahun 2007 tcntang 
Perseroan Terbatas tentang permohonan melalui jasa teknologi informasi_ 
sistero. admi.ni:strasi badan hukum secara elektronik dalam rangka ntemberikan 
pclayamm kc~a masyaraka.t dalam proses pengesahnn badnn hukum ~ 
pcrsetoan rm:rupakan tugas Mentcri Hukum dan HAM.; 

c. Bahwa berdasarkan pasal 10 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas tentang pengesalum badan hukum yang ditandatangani 
$Ceara elektronik; 

d. )'lahwa untuk membantu pelaksanaan dan kelancaran tugos Menteri Hul.-um 
dan Ham cq. Direktorat Jende!'l Administrasi Hukum Umwn Nasional dalarn 
melaksanakan pendaftaxan Badon Hukum j>el'lu disusun Tim Restruklurisasi 
Pengelolllall Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan HAM cq. 
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. 

l. Pasal4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang Undaog No~r 40 Tahun 2007 tentang Perseronn Tetba!:as (Lembaran 

Ncgara Republik lndonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik 
IndonesiaNomor 4724); 

3. Pcraturan Preside.n RepuhUk Indonesia Nomor 9 tahu.n 2005 tentang 
KOOudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisas'i, dan Tata Kerju K.ementcrian 
Negara Republik Indonesia; 

4, Peraturan "Presiden Nomor 1_0 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tt~:gas 
Eselon I Kementerian Neg am Republik lndoriesia. 

5. Peraturan Menteri Hukwn O.an Hak Asasi Manusia Republik Indonesifl; Nomor 
M.09-PR.07.10 Tahun 20~1 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
Hukurn dan Hal< Asasi Manusia Republik Indonesia. 
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Menetapkan : 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

:~ 

Tembusan: 

MET'<'ieru HUKUM DAN HAKASASf MANUSIA 
REPU5UK !NDON£StA 

MEMUrUSKAN : 

KEPUTUSAN MllNT.E!U HUKUM DAN · HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK 
INDONESIA TENTANG TIM RESTRUlcrUR!SASl PENGELOLAAN StSTEM 
ADMlNlSTRASl BADAN HUKUM (SlSMINBAKl)M) DJREKTORAT JBNDERAL 
ADMIN!STRAS! HUKUM UMUM 

Membentuk Tim Restrtikturisast PengeloJaan Sistern Adminis:trasi Bsdan Hukum 
(Sismlnba.kum} Direktorat .lcndend Admini~ Hukum Umum. dengan tugas dan 
tanggungje.wab sc:bagai berlkut. , 

a. Melakukan evaluasi PengCiolaan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) 
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 

b. Melaksanakan pemindahan data Sisminbakum dari provider pengelola Sistem 
A.dmlnistrasi Badan "Hukuin (Sisminba.kum) keda!a.m'peogetotaan Ditektorat Jendctal 
Administtasi Hukum UmUm; 

e. Melnksanakan pcngalihan · sistcm Slsminbakum darl provider pengeloia Sistcm 
Administr8.$i Badan HUkum (Sisminbakum) kedalam peogdpjatin Dircktorat Jendtral 
AdministrMl Hukum Umum 

Dalam pelaksanaa.n tugasnya, Tim Restrukt~i Pengelotaan Sistern Adminlstrasl Badan 
Hukum (Sisminbakum) Direktor_t\t JC!ldetal Administrasi Hukum Umum bertanggung 
jawab kepadt! Menteri Hukum dan !-!AM. 

S~:Junan ke.:mggotaan Tim Restrukturisasi Penge1o1aan Sistem Administrasl Badan Hukum 
(Sisfllinba.kum) Oircktorat 1~deral Adminlstrasl Hukum Umum adalnh sebagaimana 
tcr~antum dalam Lampiran I. 

Tim 1\estrukturisasi Pcrigelo\aan Sistem Administtasi Badan Hukum (Sis.ntinb!lkum) 
Direktorat Jenderat A<;ministrnsi Hukum Um.um melaksanakan t\lgas dan ta.nggung jawab 
selama 6 (enam) bulan terbitung sejak tanggal ditetapkan. 

Segala biaya yang berhuln.ingan deogan pelaksanaan tugas Tim Restrukturisasi Pengclqlaan 
Sistcm Administrasi &dan Hukum (Sisminbakum) Direktornt Jendcrnl Administrasi 
Hukum Umum terst:but dibebank3!1 kepada Anggaran Direktorat Jenderal Administrasi 
Hukutn Umum Oepartcmcn Hokum dan Hak Asasi Manusla ~epublik Indonesia. 

Keputusan Mentai ini berLaku sejak tanggall Novemb« 2008. . . 
Ditetapkan di ; Jakarta 

:.'31 Oktober 2008 

HAK ASASI MANUS!A 

1. Se:ktetaris Jenderal 
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l. 

2. 

3. 
4. 

M6NTE:Rl HUKUM DAN Hl\KASASI MANUS~ 
REPUBLIK lNDONEStA 

Susunan Keanggotaan . 
Tim Restrukturisasi PengelolaanSistem Admlnistrasi Badan Hukutn 

(Sisminbakum) Direktorat Jenderal Administrasi Huknm Umum 

Pen.anggui~gjawab 

l<.etua 

Wakill<.etua 

Sekretaris 

: SekretarlS.Jendere.l 

lnspektur Jenderal 

: Dr. Freddy Roris 

: Syaftuddtn, SR., M.Hum. 

: SUprunowo1 SH.,MH 

5. Anggota: 

a. Sherry Arisant~ S'J;. 

b. Nandang K.aharudin, S.Komp. 

c. Hendri Gantoro, S.K.omp. 

d. Drs. Eko Hudfono. 

e. · Dts. Budi Wibarja 

i Joko lsmaun, SH. 
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ME.NTERI HUKOM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBUK fNDONE5lA, 

KEPUTUSAN MENTEili I!UKUM DA.N HAK ASASI MANUSIA 
REPUilLIK llj'DOl>!ESIA 

NOM OR: M.Hll-04.IN,04.03 TAIIUN 2009 

TENTANG 

TIM RESTRUKTUiliSASJl'ENGELOLAAN SISTEM ADMINISTRASI 
B.-\DAN HUKUM DIREKTORA T ~ljf~}!)'DMINISTRASIIIUKUMUMUM 

MENTEili HUKUM DAN JIAK ASASI M,!.NUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

Mengingat 

: a. . bahwa pengesa.han badan hukum perseroan terbatas yang. meliputL 
p~esahan a'kta pendirian perseroan fefbatas yang di!aksanakan 
melalui. Slstem Ad,ministrasl Bad an Hukum, sebagaimana dimaksud . 
dalam Keputusan Menteri Kehaldman dan Hak Asast Manusia 
Republik indonesia Nomor M~05.H'f.OL01 Tahun 2002 tanggal l2 
Juh 2002 selama ini dilaksanakan dan merupakan:..:v.rewenang Menteri 
Hul"Um dan Hak As!lsi Manusia Republik Indonesia; 

b. baliwa · berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nom or 40 Jabun 2.00f 
~entang Perseroan Tei'batas: tentang p~nnohonan tUelalui jasa teknologi 
informasi Sistem Adrriinlstrasi Badan Hokum secara elektronik daiarn 
rangka memberikan pelayanan kepada rnasyarskat dalani .. proses 
Qengesahan badan hukum perseroan merupakan tuga's Menteri Hul1lm 
dan:Hak A~si Manusia; 

c. bahwa berdasarkan Pasa\ l 0 Undang~.Undang Nomor 40 Tahun 2007 
t~tang Perseroatt Terbatas t'}ntang pengesahail badafi hul..-um xang 

· dnendatangant secara elektroru~ · . ' . 
d. !Jahwa untuk membani:u pelaksanaa:n ,dan kelancaran tugas Menteri 

Hukum dan Hak Asast Manusia c.q Diiektorat Jenderal Adrnlnistrasi 
Huk1Jm Umum dalam me.laksanakan pendaftaran badan hul..-um telah 
dibentuk Tim Restrukturisasi Perlgelol.aan Sistem Administrasi Badan 
Hukum Direktorat 'Jenderal Adininistmsi Hukum Umum dengan 
·Kepmusan Menteri" Hut:um dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia Nomor M.HH-04JN.04.01 Tahuo 2008 tanggal 31 Ok!oher 
2008 YMQ melaksanakari tu'gas dan tanggung jawab selama 6 (enam) 
bulan tedilfung muiai l Nopeffiber 2008 sampat 30 Apri\2009~ 

e. bahwa untuk kelancaran pendaftaran badan hukum yang sedang dalam 
proses ~mhenahan, maka harus · ada kelanjutan dari tu~as dan 
tanggungjawab Tim Restrukturisasi 'Penaetolaan Sistem Admmistrasi 
Badan Hllkum Direktorat Jenderal Admimstrasi Hukum Umu·m.; 

f bahwa mengingat hal tersebul ·pada huruf a,b,c,d dan e maka pedu 
dibentuk lan)utan Tim RestrulcturisaSi Pengelohum S1stem 
Administrasi Badan Hlfb.-um Dire!ctorat Jenderal A.dlnlnistrasi Hukum 
Umum; · 

g. ,btthwa mereks. ya~ namanya teroantum dalam Keputusa.). ini 
dipandang memenuhi syarat dan mampu melakssnakan tugas tersebut 

l. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
(Lernb8.ni.n Negara Republik Indonesia 'Iiahun 2007 Nomor 106, 
Tambahan Lembara~ Nega.ra:Republik_Indot\esia Nomor 4756); 

2_ Unda·ng~Undang Nomor 1'7 Tahun 2003 tentang K-euangan Negara 
{LeiJlhiran Negara R~ublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nonior 42S6); -

3. Ondang~Undang Nomor 1 Tahun 2004 ;entq Perbendaha.raan 
Negara (Leffibaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2004 Nomor S, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4355); . 

' ' 
' ' 
~: 

' 

' 
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Menetapkan 

. K!lSATU 

4. Undang-Und811g Nomor-- 15 Tabun. 2004 timtang Pemerik5aan· 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembanm 
Nt:gara Republik indonesia Nomor 66 ·Tahun 2004, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); · _./ 

5 . .Undang-U~dang Nomof 41 Tahun ~~8 tentang A~ggaran Pendapatan 
dan Balan;a Ne~ara Tahun Anggaran 2009 (Lembara.n N~gara 
RepubJik 1ndonesta Tahun 200& Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Repuhtik Indonesia Nomor 4~0); 

6. Undang~Undang; Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara 
Bukan Pajak {Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 1997 
Nomor 4l,Tambahe:n Lembaran Negara RepUblik Indonesia Nomor 
3687); . . 

7, Peraturan Presid~n Republi~ Indonesia Nomor. 91'abun 2005 tentan;g 
Kedudukan, Tugas, Fungs1

1 
Susunan Ortamsast1 .dan Tata KerJa 

Kementedan Negara Repubhk Indonesia (t:embaran Negara R.epubbk 
Indonesia Tahuo 2005 Nomor '27, Tainbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4484); · 

8. Pe~aturan P~esi4en Republik IndoMsia Nomor 19 Tahun .2005 tental}g _ 
Unn Ot:S3mSas1 dan Tugas Eselon I Kementruln Negara. Repubhk 
Indonesia - - · 

9. Peraturan Peme:rintah ·Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan
Peraturan Pemerlntah Nornor 75 'fahun 2005 tentang Jenis dan Tarif 
Atas Jenis Penelima&n Negara Bukan Pajalfl"..yang Berlaku pada 
Depan:emen Hulmm dan Hak Asasi Manusia RepubliK Indonesia; 

10. Keputusan Presiden-Nomor 31/P/Tahun 2007 tentang PenBangkalan 
Memi!ri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republlk Indonesia; -

11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09· 
PK07.10 Tahun 2007. tanggal 20 Aprill007 tenf4ng Org:anisasi dan 
T ata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Menusta Repub!ik 
Indonesia; - - - . 

12, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
Nomor: M.01~HT.01.01 TahUn-2008 tentang Daftar Perseroan; 

13r Peraturan Menteri Huiruln dan Hak Asa.si MamJSia Repuhlik Indonesia 
Nomor: M.HH-02:AH.01.0l Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan 
-Permohonan Pengesahan Badan Huktim _ Perseroan, Persetujuan 
Peruhahan Ari&garan "Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan 
Anggaran Dasar, <!an Pen..tbahan Data Per:seroan~ 

Surat PengesahaU Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran Oirektorat 
Jenderal Administr-asi Hukum Umum 'fahun Anggaran 2009 N9mor 
0003.01013-03.1/-12009 yang bersumber dari dana rupiah murni dan 
pendapatan non pajak 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN MENTER! HUK!JM DAN HAK ASASI MANUSJA 
REPUBL!K INDONESIA TENT ANG TllV! RESTRUKTURJSASI 
PENGELOLAAN SlSTEM ·· ADMINISTRAS! BADAN HUKUM 
D!REKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUI..'UM UMUM. 
(LJ\NlUTAN) 

Membentuk Tim Restruklutisasi Pen&,elolaan Sistem Administrasi Badan 
Hukum Direktorat Jenderal Admimstrasi Hukum Umum (lanjutan), 
dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. __ · - -

a. Me\al-..ilkan P~~olaari Sistem Administrasi Badan Hukum Direlttonrt 
Jenderal Arlmimstras\ Huklim Utnum; -

b. Me!aksaoakan pereru.:-anaari Sistein Administrasi Badan · Hulrum 
(SABH) dan pemitldahan data dar~ sistern lama ke s[stem baru 
Qe:ngetola Sistern Admlnistrasi Badan Hukum ke daiam pengelolaan 
Dir.i!ktoral1enderal Adminis1rasi H':ll.."l..m~Umum; 

I 
' 
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KEDUA 

KETlGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

KEEN AM 

c, Melaksanakan pen!;atihan" ststem dari -slstem< ~ama ke sistem baru 
. pengelola Sistem Admlnistrasi_ Blidan -Hukum ke daiam pengelolaan 
. Direk:torar Jenderal AdminiStrasi Hukum Umum. 

Dalam petaksanaan rugasnya. Tim. Restrukturisasi Peo_gelolarm Ststem 
Administrasi Badan Hukum Dlrektorat Jenderal Admtnistrasi Hul..-um 
Umum (!anjutan) bertan~ng jawab -kepada Menteri Hukum dan ·Hak 
Asasi Manusia. · 

Susunan keanggotaan Tim Restruklurisasi Pen~lotaan Sistem 
Administrasi Bi!dan Hukufn Direktorat Jenderal Administrasi Hokum 
Uinum {lanjutan) B:dalah sebag~bnana tercan1um dalam Lampiran l. 

Tim Rest.rul"turisasi Penaelohum Sistem Administresi Badan Hukum 
Direktorat Jenderai Admimstrasi Hukum Umum (lanjutan) melaksanakan 
tugas dan tanggu'ngjawab selama 6 (enam) bulan, dan diberikan 
honorarium dengan ketyntuan sebagai berikut. 

Pengarah 
Ketua 
Waki! Ketua 
Sekretarls 
Anggota 

, Rp. 1.500.000,-/omng/bulan; 
: Rp. 650.000,-/orani!f!>olan; 
: Rp. 500,000,-/orang/bulan; 
: Rp. 350.000,-/orang/bulan; 
: Rp, 300.000;-/orang/bulan; 

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya: Keputusan i~i1 dibebankan 
pada Anggaran Direktorat Jenderal Adrnimstrasi Hukum: umum sesuai 
aen~n .s-urat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat 
Jenoeral Administrasi Hukum Umum Tabun ~ran 2009 Nomor 
0003.0/013-03,1/~/2009 tanggal 31 'Desember 2008 yang bersumber dari 
dana rupiah muroi dan pendapatan non pajak. · 

Keputusan lni mulai berlaku sejak tanggall Mei 2009 dengan ketentuan 
babwa apabila ternyata di· kemudian hari terdapat kekeliruan dalam 
hpumsan ini akan dtadakan perbaikan sebagaimaOa mestinya. 

:Jakarta 
:6 Mei 2009 

~,t!~~~.SI MANUSIA 

Tembusan Kevutusan ini disampaikan kepada Yth: 
I Ketua Badan Pemetiksa Keuangan; 
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 
3 Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Oepartemen Keuangan, 
4 Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusaa, 
5. lnspektur Jenderal Depanemen Hukum dan Hak Asasi 1.1anus.ia~ 
6. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum; 
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta 1; 
S. Bendaharawan Pengeluaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Urnum· 
9, Yang bersangkutan unmk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.' 
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Susunan· Keanggotaan 
Tim Restruk1Urisasi Pengelolaan Sistem Administrasi Badan Hukum 

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (lanjutan) . . 

Pengarah 

Kewa 

Wakit Ketua 

Sekretaris 

.-\nggota 

: l. S"ekretaris Jendetal Depatemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 

2. lnpektur Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 

: Dr. Freddy Baris 

: Sjafruddin, SH.M.Hum 

; Choli!ah, SH.M.Hum 

I. · R. Mardi Utomo, SH. 

2. Sofyan.Sitompul, SH.lvfH. · 

3. Supranowo, SR 

4. Lult1k Ratnaningtyas. SH.M.Hum. 

5. Ojoko lsmaun Cho!idi, SE. 

6. f-itri Sulistyaningsih, SH. 

7. Drs. Budi Wiharja, M.SL 

6. Sumarsono, SH.M Si. 

9. Ani Turbiana, SH. 

10. Laila Yunam, SH. 

1 L Muhamad Ridwan, S.Kom, SH.MH. 

12. M.A Junior Gregorius. S.Kom. 

13. Sugito, ST 
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